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ABSTRAK

Nama : Nyi Mas Gianti Bingah Erbiana
Program Sudi : Ilmu Hukum
Judul : Tanggung Jawab Komisaris Bank terhadap Tindak Pidana Di

Bidang Perbankan (Studi Kasus PT. Bank Citrahasta

Dhanamanunggal)

Semakin pesat kegiatan perekonomian semakin maju kegiatan perbankan baik
yang sehat maupun tidak seperti maraknya tindak pidana di bidang perbankan.
Bank dapat dilikuidasi karena adanya tindak pidana perbankan yang dilakukan
oleh orang dalam bank termasuk komisaris dan PT. Bank Citrahasta
Dhanamanunggal merupakan salah satunya. Banyak regulasi yang mengatur
tindak pidana di bidang perbankan ini, terutama dalam Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992  tentang = Perbankan  pada — pasal = 46-53. Untuk
mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku yang merupakan komisaris
bahkan pula pemilik dari bank harus dapat dijerat hukuman sampai ke harta

pribadinya bila terbukti melakukan tindak pidana perbankan.

Kata Kunci: Tindak Pidana di Bidang Perbankan, Dewan Komisaris, Kasus PT.
Bank Citrahasta Dhanamanunggal
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ABSTRACT

Name : Nyi Mas Gianti Bingah Erbiana
Program : Law
Title . Responsibility of Bank Board of Commissioner on Banking

Crime (Legal Study: PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal)

More rapid economy, the more advance banking activities either the healthy or the
unhealthy ones such as the rampant of banking crimes in banking. Banks might be
liquidated because of the banking crime that acted by the insiders include the
member of board of commissioner and PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal is
one of them. A lot of regulations have governed this criminal actions especially
Law Number 10 Year 1998 on Banking as the change of Law Number 7 Year
1992 on Banking in article 46-53. As a form of responsibility, the suspect which is
can be sentenced until his personal property if is proved doing such banking

crime.

Keywords: Banking Crime, Board of Commuissioner, Bank Citra Case
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian suatu negara dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satu ha
yang memiliki peranan penting dalam perekonomian negara adalah sektor
perbankan. Bank menempati posisi sangat penting dalam perekonomian
dikarenakan bank adalah intrumen perbankan. Pembangunan di suatu negara
dipengaruhi oleh kondis perbankan sebagai tonggak permulaan dimulainya
pembangunan tersebut. Secara umum, negara tentu memiliki sistem perbankan
yang dirancang sedemikian rupa guna mendukung pembangunannya seperti juga
Indonesia. Peranan penting perbankan ini dapat dilihat dari semakin
meningkatnya aset setiap bank yang tentunya secara signifikan mempengaruhi
sektor keuangan negara. Sebagian besar kemajuan yang diraih oleh negara
disumbang oleh sektor perbankan. Dengan kondis demikian maka tidak
mengherankan bila dengan adanya perubahan kondisi perbankan akan
memberikan dampak cukup signifikan pada perekonomian nasional. Perubahan
yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan kondisi-kondisi yang memang
tidak diinginkan dan tentunya akan mengganggu kestabilan dari perekonomian
tersebuit.

Kestabilan perekonomian di Indonesia sendiri pernah mengalami pasang
surut. Satu peristiwva yang memberikan dampak signifikan pada perekonomian
nasional terjadi di tahun 1998 di akhir kekuasaan era orde baru yang dinamakan
dengan “krisis moneter”. Tahun 1997-1998 dapat dikatakan sebagai salah satu
periode kelabu dalam bidang perekonomian terutama perbankan dan moneter di
Indonesia. Bahkan, dapat dikatakan pula bahwa pada masa itu pergolakan politik
pun menjadi penyebab keadaan tidak sehat tersebut. Perlu untuk diketahui
bersama bahwa krisis moneter dan ekonomi yang dimulai pada masa itu berawal
dari krisis ekonomi Thailand yang berimbas pada keadaan ekonomi dan politik
Indonesia dan hal ini pun dipengaruhi oleh runtuhnya pemerintahan Soeharto
yang tidak demokratis pada bulan Mei 1998 karena tidak mendapat dukungan

rakyat secara bersama-sama dalam interaksi kompetitif yang tgam di arena
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nasional maupun global dan gelombang kerusuhan serta unjuk rasa mahasiswa
dan masyarakat yang telah mengalami akumulasi penderitaan secara mental dan
moril' dan krisis ini pun berpengaruh pada sektor perekonomian. Sebenarnya,
selain faktor politik yang bergegjolak pada saat itu ada faktor lain yang membuat
ekonomi dalam keadaan tidak stabil diantaranya karena adanya suatu kekeliruan
dari kebijakan moneter yang diterapkan pada saat itu. Penting untuk diketahui
bersama bahwa kebijakan moneter merupakan salah satu bagian dari kebijakan
ekonomi makro yang ditujukan untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi
makro yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan
pembangunan dan keseimbangan neraca pembayaran.? Menilik ke belakang,
berkaitan dengan kebijakan tersebut pada tanggal 27 Okrober 1988, Menko Ekuin
Radius Prawiro mengumumkan serangkaian kebijakan baru yang merupakan
paket deregulasi di bidang Keuangan Moneter dan Perbankan (KMP) yang
dikenal dengan Pakto 1988. Secara umum penting untuk diketahui bahwa dengan
adanya pakto itu diharapkan semakin meningkatkan pengembangan sektor
produksi dan investass di daerah pedesaan. Mealui pakto ini, terjadilah
kebangkitan perbankan dengan terjadinya peristiwa beruntun seperti
pengambilalihan saham dan manajemen bank-bank yang sudah mendekati kolaps
oleh para konglomerat, masuknya modal asing dalam bisnis perbankan melalui
kerjasama dengan mitranya dari Indonesia, serta lahirnya aneka tabungan
berhadiah sebagai umpan penarik dana nasabah dengan promosi yang gencar”.
Dengan demikian, pendidrian bank pun menjadi semakin mudah di bawah pakto
tersebut dan perkembangan perbankan semakin tidak terkontrol. Selanjutnya, di
saat itu pula dapat dilihat kebijaksanaan pemerintah terkait mengena perbankan
tertutup dan pengawasan Bank Indonesia kurang kuat serta banyaknya praktek
kolusi diantara pihak otoritas dengan pihak-pihak tertentu seperti terungkapnya
kasus Edi Tansil yang cukup menghebohkan.

! Midian Sirait, “Membangun Ekonomi Sebagai Basis Demokrasi” (Dalam buku:
Perkonomian Indonesia Menyongsong Abad XXI yang disusun oleh Tim Penyunting Sularso
Sopater, Bambang Subandrjo dan Jakob Tobing Pusataka Sinar Harapan Jakarta, setakan pertama,
1998), him. 45

2 |swardono, Uang dan Bank, (Y ogyakarta: BPFE — Y ogyakarta, 1999), him. 126

% Eryantouw, Wahid. Tindak Pidana Perbankan di Indonesia dan Permasalahannya.
(Disertasi doktor Universitas Indonesia, Jakarta: 2001), him. 91.
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Dalam keadaan kepanikan tersebut International Monetary Funds (IMF)
daam rangka pembenahan sistem perbankan akhirnya bersedia memberikan
bantuan. Untuk itulah, pemerintah melakukan beberapa tindakan yang diantaranya
adalah memerintahkan proses likuidas terhadap 16 (enam belas) bank
bermasalah yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dalam keputusannya yaitu
surat keputusan tertanggal 1 November 1997. Ke-enam belas bank tersebut adalah
Bank Pinaesaan, Bank Industri, Anrico Bank Ltd, Astria Raya Bank, Bank
Andromeda, Bank Harapan Santosa, Bank Guna Internasional, Sejahtera Umum
Bank, Bank Umum Majapahit Jaya, Bank Jakarta, Bank Kosagraha Semesta,
Bank Mataram Dhanaarta, South East Asia Bank, Bank Pasific, Bank Dwipa
Semesta dan Bank Citrahasta Dhanamanunggal .

Likuidas terhadap bank-bank terjadi tidak hanya karena keadaan politik
dan ekonomi yang tidak memungkinkan pada saat itu namun karena disinyalir
adanya tindak pidana di bidang perbankan (ke ahatan perbankan) yang dilakukan
oleh pihak internal dari bank tersebut. Adanya sebuah krisis perbankan
berpengaruh negatif terhadap jalannya kegiatan operasional industri dan sektor
rill, yaitu kegiatan produksi, perdagangan, investasi dan konsumsi. Perkreditan
yang dilakukan oleh industri pada bank terganggu sehingga industri akan
kesulitan dalam membiayal produktivitasnya. Dengan demikian, terganggunya
sektor perbankan dengan kebijakan moneter yang tidak memadai, akan ikut
mengganggu pembangunan negara.  Tidak mengherankan, pemulihan yang
dilakukan oleh pemerintah pun dilakukan dengan cepat guna menyelamatkan
sektor ini agar perekenomian menjadi kembali tumbuh.

Berkaitan dengan hal tersebut, penting pula untuk diketahui bahwa bank
yang memang dipercaya untuk menjadi bagian terdepan dalam industri perbankan
dapat mengalami gangguan yang menyebabkan bank tersebut menjadi jatuh dan
goyah keadaannya. Akibat buruk dari kejatuhan bank tersebut tentu menyebabkan
perekonomian menjadi terpengaruh ke arah negatif. Sebuah bank yang collapse
atau diambang kejatuhan tidak saja memberikan pengaruh buruk pada pihak-pihak
yang terkait dengan bank tersebut seperti karyawan dan nasabah. Akan tetapi, efek
negatif yang ditimbulkannya akan menjadi penyebab berkelanjutan sebagal tanda

kehancuran perekonomian suatu negara. Antara satu bank dengan bank lain
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memiliki keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Keterkaitan tersebut
terbentuk karena bank-bank tersebut membentuk suatu sistem yang disebut
dengan sistem perbankan. Karena kesatuan sistem tersebut, segala perubahan yang
terjadi terhadap sebuah bank akan berdampak pula pada bank lain dalam sistem
tersebut. Bila ha ini didiamkan, tentu akan mengancam sistem perbankan
nasional bahkan internasional bila bank tersebut merupakan bank yang memiliki
aset cukup besar dan usaha yang sangat luas

Bank sebagal pilar terdepan dalam perbankan menjadi bagian terpenting
dari pembentukan hubungan antar pihak-pihak yang terlibat di dalam perbankan.
Seperti diketahui, bank merupakan badan usaha yang menghimpuan dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat
dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan
taraf hidup rakyat banyak. * Dengan demikian, dapat dilihat bahwa bank berfungsi
sebagal penghubung antara seorang debitur dan kreditur yang terlibat di
daamnya. Bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat yang bertindak
sebagal nasabah akan menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat dan
pihak-pihak yang memang membutuhkan dana dalam bentuk kredit dengan aturan
yang telah ditetapkan. Dengan perannya sebagai sumber pendanaan yang utama,
tentunya penting dan suatu keharusan bagi bank untuk berada dalam kondis yang
sehat dan stabil. Masyarakat terutama yang memang ingin berusaha dan
berinvestas menggantungkan hidupnya kepada bank yang memang memiliki
fungs dan peranan seperti yang telah disebutkan di atas. Biasanya, kredit-kredit
yang dikucurkan oleh bank lebih dimanfaatkan oleh pihak-pihak korporasi guna
membangun dan mengembangkan usahanya agar menjadi lebih maju. Dengan
demikian, bank telah memberikan sumbangsih besar dalam pembangunan di
Indonesia karena fungsinya yang menjadi sumber pendanaan dalam setiap usaha
ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat terutama korporasi.

Bank yang sehat dan stabil memang selalu diharapkan oleh masyarakat.
Oleh karena itu, bank didirikan oleh pendirinya tidak dalam jumlah yang sedikit.
Moda awa pendirian bank sangatlah besar sebaga salah satu langkah awal
pencegahan bank mengalami kemunduran atau kegoncangan di kemudian hari.

4. Indonesia. Undang-Undang tentang Perbankan. Nomor 10 Tahun 1998. Pasal 1, butir
2.LN. 182, TLN. 3790
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Dengan demikian penting untuk dapat mewujudkan sebuah bank yang sehat dan
stabil. Banyak hal yang melatarbelakangi suatu bank dikatakan sehat salah
satunya adalah adanya pengurusan yang baik dari organ-organ di dalam bank
seperti direksi (pengurus), komisaris,dan karyawan. Mangemen dari bank sendiri
pada dasarnya dilakukan oleh direksi atau pengurus yang bertanggung jawab
langsung kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun, direksi
tentunya dalam mengerjakan tugasnya tetap diawasi oleh pihak yang biasa disebut
dengan dewan komisaris. Dalam perkembangannya banyak sekali bank yang
memang tidak dapat bertahan lama dan cepat goncang saat terjadi goncangan di
sistem perbankan nasiona seperti yang terjadi di tahun 1998 yang telah dijelaskan
sebelumnya.

Salah satu hal penting yang dapat dilakukan guna menjamin kesehatan
bank adalah adanya pengawasan yang baik. Komisaris pada bank bertindak secara
bersama-sama dalam bentuk dewan komisaris. Mereka mengawas dan
memberikan usulan serta pertimbangan kepada direksi dalam menjalankan
operasional bank. Komisarisdah yang memegang peranan penting dalam
pengawasan internal bank tersebut. Akan tetapi, pengawasan secara internal saja
tidak cukup. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengawasan terhadap
bank-bank yang beroperasi tersebut secara eksternal. Pengawasan dilakukan oleh
Bank Indonesia dengan melihat laporan berkala yang diberikan oleh bank-bank
tersebut. Akan tetapi, dalam perkembangannya pemeriksaan laporan bank yang
diberikan tersebut tidak selalu menunjukkan sebuah data yang semestinya. Pada
beberapa kasus, banyak ditemukan kejanggalan-keganggalan dalam sebuah
laporan keuangan yang bank berikan. Sebagai contoh, pada krisis moneter tahun
1998 banyak laporan keuangan bank yang menunjukkan nilai negatif. Nilai
negatif tersebut dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti adanya utang yang
membengkak, dilampauinya Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) hingga
terjadi tindak pidana perbankan di dalam internal bank tersebut. Hal-hal
tersebutlah yang pada akhirnya membuat bank menjadi dilikuidasi.

Tindak pidana di bidang perbankan adalah segala jenis perbuatan
melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha
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bank, baik bank sebagai sasaran maupun sarana® Sedangkan, Banking Crime
(Tindak Pidana Perbankan) adalah suatu jenis kejahatan secara melawan hukum
pidana dilakukan dengan senggja ataupun dengan tidak sengagja yang ada
hubungannya dengan lembaga, perangkat dan produk perbankan sehingga
menimbulkan kerugian materiil dan immaterial bagi perbankan itu sendiri maupun
bagi nasabah atau pihak ketiga lainnya. ® Tentunya tindak pidana perbankan ini
akan sangat merugikan tidak sgja pihak internal dari bank namun juga pihak-
pihak lain diluar bank seperti kreditur ataupun debitur. Tindak pidana perbankan
ini dapat dilakukan oleh pihak-pihak diantaranya adalah direksi, dewan komisaris
dan pemegang saham. Pihak-pihak yang terlibat ini pun pada akhirnya akan
mendapatkan hukuman yang memang telah ditetapkan di dalam peraturan
perundang-undangan perbankan yang berlaku.

Akibat lainnya adalah tindak pidana perbankan ini akan membuat citra
atau nama baik bank menjadi tercemar. Hingga, tentunya tingkat kepercayaan
masyarakat kepada bank tersebut pun akan berkurang dan bank akan mengalami
degredasi besar-besaran yang berujung pada dilikuidasinya bank tersebut.
Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan sangatlah penting karena
bank memperolen dana dari masyarakat yang percaya bahwa dananya akan
diusahakan oleh bank dengan sebaik-baiknya. Namun, dengan adanya tindak
pidana perbankan yang dilakukan oleh pihak dalam akan membuat masyarakat
enggan untuk menabung dan memanfaatkan bank sebagai ruangnya dalam
berinvestasi. Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional
merupakan pilar penting dalam memelihara dan menjaga stabilitas industri
perbankan. Kepercayaan dari masyarakat ini tidak hanya diperoleh dari adanya
kepastian kelancaran kredit namun manajemen yang baik dan bersih pun menjadi
pertimbangan penting yang tidak dapat diacuhkan dengan begitu sgja.

Berkenaan dengan tindak pidana perbankan ini telah banyak regulasi yang
mengatur mengenai ini seperti dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
pada pasal 46-53. Namun, dalam banyak kasus kebanyak dari tindak pidana

® Marulak Paredede, Hukum Pidana Bank, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), him.
18

® Jchwan, Kaimasada. http://umum.kompasiana.com, “White Collar Crime & Banking
Crime Bank Century; Mengulang Kisah Suskses Kasus BLBI”. Diunduh pada 14 Januari 2011.
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perbankan ini dilakukan oleh direksi karena direks atau pengurusiah yang
melakukan pengurusan secara langsung atas semua kinerja dan operasional bank.
Kasus yang melibatkan dewan komisaris dalam tindak pidana perbankan ini
sangatlah jarang namun pernah terjadi. PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal
menjadi salah satu bank yang dilikuidas dengan dicabut izin usaha bank-nya
karena adanya tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh komisarisnya
sekaligus pemilik bank tersebut. Diketahui bahwa Komisaris dan Direktur dari
PT. Bank Citra Hasta Dhanamanunggal melakukan perbuatan kriminal yaitu tidak
mel aksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank
terhadap ketentuan Undang-Undang Perbankan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank. Tindak pidana perbankan
yang dilakukan adalah dengan melakukan penggelapan dan pemalsuan laporan
keuangan kepada Bank Indonesia. Dana milik bank digunakan untuk kepentingan
perusahaan milik pribadi yang bersangkutan. Penarikan dana tersebut dilakukan
melalui pembelian obligasi PT. Waterfront Sekuritas, pembelian Surat Berharga
Pasar Uang (SPBU) dari PT. Trisula Supra dan pembelian Nota Certifikat Deposit
dari Bank Centris.” Kasus ini pun telah bergulir di Pengadilan dan telah diputus
oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor  Putusan:
001/PID/B/1998/PN. JKT. Brt tanggal 6 April 1998. Namun, akibat hukum yang
diberikan tidak terlalu familiar karena sedikit kasus yang melibatkan adanya
tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh komisaris. Serta, tanggung jawab
komisaris tersebut terhadap perusahaan dan bank serta negara atas tindak pidana
perbankan yang dilakukannya. Untuk itulah penulis menyusun tugas akhir ini
dengan judul “ Tanggung Jawab Komisaris Bank terhadap Tindak Pidana di
Bidang Perbankan (Studi Kasus PT. Bank Citrahasta Dhamanunggal)”.

1.2. Pokok Permasalahan
1. Bagaimana pengaturan tindak pidana perbankan ditinjau dari peraturan
perundang-undangan di bidang perbankan?
2. Bagaimana kedudukan, tugas, kewenangan dan kewgjiban komisaris bank
serta tanggung jawabnya terhadap tindak pidana perbankan?

" Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dalam Pemerintah Rl v. Achmad Febby Fadilah.
Putusan Nomor: 001/PID/B/1998/PN.JKT tanggal 6 April 1998.
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1.3. Tujuan Pendlitian
Tujuan Penelitian pada hakikatnya adalah untuk mendapatkan dan
mengungkapkan sesuatu yang hendak dicapai oleh seorang peneliti.® Berdasarkan
apa yang telah diuraikan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Tujuan Umum
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang
jelas mengenai tindak pidana perbankan dalam kerangka hukum perbankan serta
penerapannyadi Indonesia.
2. Tujuan khusus
Selain tujuan secara umum penelitian ini mempunya tujuan khusus yaitu :
1) Untuk memberikan pengetahuan apa yang dimaksud dengan tindak pidana
di bidang perbankan.
2) Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai bagaimana
kedudukan, tugas, kewenangan kewajiban, tanggung jawab komisaris bank

komisaris bank terhadap tindak pidanadi bidang perbankan.

1.4 Definisi Operasional
1. Bank
Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan
atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat
banyak.®

2. Dewan Komisaris
Organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau

khusus sesuai dengan anggaran dasar serta member nasihat kepada direksi.™

® Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 2007), him. 9.
® Indonesia. Undang-Undang tentang Perbankan. Nomor 10 Tahun 1998. op cit.

1% | ndonesia. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Nomor 40 Tahun 2007. Pasal
1, butir 6. LN. 106. TLN. 4756.
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3. Direks

Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas
pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud
dan tujuan perseroan serta mewaiki perseroan, baik di dalam maupun di luar

pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.™

4. Pengawasan Bank

Meliputi pengawasan tidak langsung yang terutama dalam bentuk
pengawasan dini melaui penelitian, analisis, dan evaluasi |aporan bank, serta
pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaaan yang disusul dengan
tindakan-tindakan perbaikan. *2

5. Perbankan

Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan,
kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan
usahanya.®

6. Nasabah
Pihak yang menggunakan jasa bank**

7. Simpanan
Dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan
perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito,

tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.™

1 |bid. Pasal 1, butir, 5

12 Muhammad, Djumhana. Hukum Perbankan di Indonesia. (Bandung: Penerbiit PT Citra
Aditya Bakti, 2006), him. 327.

3 Indonesia. Undang-Undang tentang Perbankan. Nomor 10 Tahun 1998. Pasal 1, butir
1. LN. 182, TLN. 3790

¥ bid. pasal 1, butir 16.

> |bid. pasal 1, butir 5.

Universitas Indonesia
Tanggung jawab ..., Nyi Mas Gianti Bingah Erbiana, FH Ul, 2011



10

8. Tindak pidanadi bidang perbankan
Segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan
kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sasaran maupun

sebagai sarana. *°

9. Tindak pidana perbankan

Perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dalam Undang-Undang
Nomor 10 Thaun 1998 tentang Perbankan.’

1.5 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada
metode™® | sistematika™®, dan pemikiran yang konsisten®® yang bertujuan untuk
mempelgari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan
menganalisanya®*. Dalam proses ini, tahap awal yang penulis lakukan dalam
melakukan penelitian hukum adalah dengan mencari tema penelitian yang
didapatkan dari masalah-masalah hukum yang terjadi di masyarakat. Dalam
penelitian ini, penulis mengangkat tema tanggung jawab komisaris bank dalam
tindak pidana di bidang perbankan. Hal ini mengingat bahwa saat ini cukup
banyak kasus tindak pidana perbakan yang melibatkan orang dalam bank seperti
komisaris, direksi, pegawai dan pihak terafiliasinya.

Oleh karena itu, berdasarkan tema yang telah dipilih penulis berusaha
mencari masalah-masalah hukum berkaitan dengan tema tersebut. Dalam rangka

mencari masalah-masalah hukum berkaitan dengan hukum perbankan, penulis

1° Pardede, loc. cit

" Op cit. Djumhana, him. 582.

'8 Metodol ogis adalah suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metodde atau tatacara
tertentu. Lihat Sri Mamudji, et. a., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (Jakarta: Badan
Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), him. 2.

9 Sistematis adalah adanya langkah-langkah atau tahapan yang dilakukan dalam
melakukan penelitian. Lihat ibid.

% K onsisten berarti penelitian dilakukan secara asas. Lihat ibid.

%! Soerjono Soekanto, op. cit., him. 43.
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mencari informasi dari berbagai literatur dan media massa, dan serta mencari
kasus tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh komisaris bank baik cetak
maupun eletronik. Berdasarkan permasalahan tersebut, dalam pendlitian ini
penulis berusaha memberikan gambaran serta analisis mengenai tanggung jawab
komisaris bank terhadap tindak pidana di bidang perbankan. Untuk memberikan
arah yang tepat dan konsisten, maka penulis merasa perlu untuk membatasi ruang
lingkup obyek yang diteliti, sehingga penulis dapat fokus pada obyek penelitian
tersebut. Oleh karena itu, penulis memilih untuk mengkaji dan menganalisis
sebuah kasus yang pernah terjadi pada sebuah bank yang dilikuidasi berkaitan
dengan tindak pidana di bidang perbankan atau khususnya tindak pidana
perbankan yang dilakukan oleh komisarisnya dan menganalisa pula tanggung
jawab komisaris tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis memilih metode pendlitian normatif®
sebagal metode yang dipergunakan dalam melakukan penelitian. Selanjutnya,
dengan metode penelitian normatif yang dipilih oleh penulis, ini sangat
mempengaruhi tipe penelitian yang dilakukan, jenis data yang diperlukan, serta
alat pengumpul data yang digunakan. Untuk alasan itulah, dilihat dari sudut
sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif.%

Sebagal salah satu metode untuk mendalami tema ini lebih lanjut maka
penulis mengangkat kasus tindak pidana di bidang perbankan yang pernah terjadi
pada PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal sebagai bahan analisis kasus.
Berdasarkan kasus tersebut, penulis mencari, menemukan, dan mengumpulkan
fakta-fakta yang berhubungan dengan kasus dan tema yang penulis angkat.
Pengolahan dan andlisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif?*.
Sedangkan, data yang penulis peroleh akan disgjikan dalam bentuk deskriptif

2 Metode penelitian normatif atau penelitian hukum doktrin adalah penelitian-penelitian
atas hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut dan
dikembangkan dalam kajian-kajian hukum. Lihat M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian
Hukum (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), him. 25

% Ppenelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau
menjelaskan lebih dalam suatu gejala. Lihat Mamudji, op. cit., him. 4

** Pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif
dan induktif serta pada dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dengan menggunakan
logikailmiah. Lihat Syamsudin, op. cit., him. 133.
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analistis. Dari fakta-fakta tersebut, penulis memaparkan dan menjelaskannya
dengan mengaitkan fakta-fakta yang ditemukan dengan dan pengaturan tindak
pidana di bidang perbankan di Indonesia serta peraturan perundang-undangan di
bidang perbankan.

Dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan oleh penulis, jenis data®™
yang paling utama digunakan oleh penulis adalah data skunder yaitu bahan
pustaka. Bahan pustaka dilihat dari kategori disiplin ilmu hukum terbagi menjadi
tiga bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis terdiri dari beberapa
peraturan perundang-undangan yang terkait.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis terdiri dari buku-
buku hukum, jurna-jurna hukum, tesis, disertasi, dan lain sebagainya.

3. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier yang digunakan oleh penulis berupa kamus,
seperti Black's Law Dictionary dan bahan-bahan di luar bidang
hukum, seperti buku-buku perbankan atau ekonomi.

Selain data sekunder yang digunakan, penulis pun menggunakan data
primer yaitu dengan mel akukan wawancara dalam melakukan penelitian. Namun,
data primer yang digunakan penulis bukan merupakan data paling uatama dlaam
melakukan penelitian ini. Dalam hal ini, data primer yang digunakan oleh penulis
dijadikan sebagai pelengkap data sekunder. Oleh sebab itu, berdasarkan jenis data
yang dipergunakan, alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian
ini adalah studi dokumen dan wawancara.

Selanjutnya, bagi penulis salah satu kesulitan dalam mengumpulkan data
adalah data yang berasal dari media elektronik seperti koran online yang kadang

% Data penelitian adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata yang didapatkan
dari hasil pengumpulan data seperti studi dokumen atau pustaka, penyebaran angket atau skala,
observasi, wawancara, tes, dan sebagainya. Informasi atau ketengan tersebut akan dijadikan dasar
dalam menjawab secara objektif masalah atau pertanyaan penelitian setelah melalui proses
pengolahan dan analisa data. Jawaban atas masalah atau pertanyaan penelitian itu menjadi dasar
pula dalam pengambilan kesimpulan-kesimpulan penelitian dan atau generalisasi-generalisasi.
Data penelitian sangat berpengaruh dan emnentukan kebenaran temuan dalam penelitian. Lihat
Syamsudin, op. cit., him. 98.
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tidak akurat, keliru dan kurang dapat dipercaya. Namun, untuk mengatasi ha
tersebut penulis melakukan wawancara dengan pihak Bank Indonesia dan melihat
putusan pengadilan yang menghukum komisaris PT. Bank Citrahasta
Dhanamanunggal yang terlibat dalam kasus tindak pidana perbankan agar data
yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipercaya sesual dengan fakta yang ada.

1.6. Sistematika Penulisan
Dalam penulisan ini, sistematika penulisan ini terbagi dalam 5 bab yang akan
diuraikan sebagai berikut:
Bab 1 PENDAHULUAN
Bab ini memuat mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan,
tujuan penelitian, definiss operasional, metode penelitian, dan sistematika

penulisan.

Bab2 TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA DI BIDANG
PERBANKAN
Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai tindak pidana di bidang
perbankan, pengertian, dan pengaturannya. Serta, jenis-jenis tindak pidana
perbankan, pihak-pihak yang terkait dengan tindak pidana di bidang perbankan,
pengawasan bank, serta kesehatan bank.

Bab 3 KEDUDUKAN, TUGAS, KEWENANGAN, KEWAJBAN KOMISARIS
BANK DAN TANGGUNG JAWABNYA TERHADAP TINDAK
PIDANA DI BIDANG PERBANKAN.

Bab ketiga berisikan uraian mengenai kedudukan, tugas, dan kewenangan,
kewgjiban komisaris bank dan tanggung tawabnya terhadap tindak pidana
perbankan. Dimana terdiri dari kedudukan, tugas, kewenangan, dan kewajiban
komisaris bank menurut undang-undang perseroan dan undang-undang
perbankan, kewenangan dewan komisaris diluar bidang pengawasan dan
Komisaris Independen, tanggung jawabnya terhadap tindak pidana di bidang
perbankan menurut peraturan perbankan.
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Bab4 ANALISIS KASUS: TANGGUNG JAWAB KOMISARIS BANK
TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN
BERDASARKAN KASUS PT. BANK CITRAHASTA
DHANAMANUNGGAL
Pada bab ini penulis akan menguraikan analisis kasus tindak pidana

perbankan yang dilakukan oleh komisaris bank PT. Bank Citrahasta

Dhanamunggal dimana uraian ini terdiri dari: profil PT. Bank Citrahasta

Dhanamanunggal, kasus posis, tindak pidana perbankan (keahatan) oleh

komisaris yang sekaligus pemilik, serta tanggung jawab hukum secara

administratif, perdata maupun pidana.

Bab5 PENUTUP

Bab ini akan memaparkan kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan
pemaparan yang telah diberikan pada bab-bab sebelumnya, selain itu juga sasaran
yang relevan sehubungan dengan bahasan penelitian ini.
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BAB 2
TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA DI BIDANG
PERBANKAN

2.1. Tindak Pidana di Bidang Perbankan

Sebelumnya, penting untuk diketahui bersama bahwa tindak pidana di
bidang perbankan dalam struktur hukum di Indonesia adalah bagian dari tindak
pidana ekonomi yang merupakan bagian dari hukum pidana. Seperti kita ketahui
menurut Prof. Moeljatno, hukum pidana merupakan bagian daripada keseluruhan
hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan
untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang
dilarang, dengan disertai ancaman, atau sanks yang berupa pidana tertentu bagi
barang Siapa melanggar larangan tersebut. Dapat pula dikatakan bahwa hukum
pidana juga menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan / dijatuhi pidana sebagaimana
yang telah diancamkan kepadanya serta menentukan cara pengenaan pidana itu
dapat dilaksanakan apabila ada orang atau pihak yang disangka telah melanggar
larangan tersebut.*

Selanjutnya, Prof. Moeljatno pun mengutarakan bahwa tindak pidana adalah
perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana diserta
ancaman (sanksi) yang berupa tindak tertentu, bagi barang siapa melanggar
larangan tersebut. Serta, perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang,
diancam pidana, asal sgja dalam padaitu diingat bahwa larangan ditujukan kepada
perbuatan, (yaitu suatu keadaan / kegadian yang ditimbulkan oleh kelakukan
orang) dan ancamannya untuk orang yang menimbulkan keadian tersebut.
Sehingga, hukum perbankan yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan
masuk ke dalam ranah hukum pidana dengan pengaturannya yang diatur secara
spesifik dan khusus dalam undang-undang perbankan.

Dengan demikian, adanya pengertian hukum pidana tersebut akan menjadi

satu tolak ukur atau pegangan dalam membahas tindak pidana di bidang

' Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: K encana Prenada Media
Group, ), him. 1509.
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perbankan. Selanjutnya, dapatlah ditentukan perbuatan yang dikategorikan
sebagai tindak pidanadi bidang perbankan.

2.2. Pengaturan dan Pengertian Tindak Pidana Di Bidang Perbankan

Penting sebelumnya untuk membahas terlebih dahulu beberapa perbedaan
pendapat berkenaan dengan istilah tindak pidana di bidang perbankan ini. Masih
banyak perdebatan yang mendebatkan istilah tindak pidana perbankan dan bahkan
ada yang memakai istilah tindak pidana di bidang perbankan. Dalam tindak
pidana di bidang perbankan maka pengertiannya lebih luas dimana perbuatan itu
pun bisa dikualifikasikan walaupun tidak diatur di undang-undang perbankan.
Sedangkan, tindak pidana perbankan |ebih tertuju pada perbuatan yang dilarang
dan diancam pidana yang termuat khusus hanya dalam peraturan perundang-
undangan perbankan.

Tindak pidana perbankan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk dari
tindak pidana ekonomi.?. Tindak pidana ekonomi sendiri adalah sebuah bentuk
dari tidak pidana khusus. Pompe menuliskan antara lain bahwa hukum pidana
ekonomi mempunyai watak tersendiri yang ternyata pada aturan-aturan
Strafbaarheid-nya yang semuanya menyimpang dari hukum pidana biasa.®

Dalam hal ini dapat dikatakan tindak pidana perbankan menjadi lebih khusus
dan dimasukkan sebagai bentuk dari tindak pidana ekonomi.Seperti halnya hukum
pidana pada umumnya, hukum pidana pada tindak pidana ekonomi dilakukan dan
didasarkan atas subsidiaritas atau ultimum remedium, dimana penegakkan hukum
pidananya merupakan sebuah jalan akhir yang dilakukan serta bersifat remedial
pada pemidanaannya dengan demikian perampasan keuntungan dan denda yang
patut dilakukan sebagai upaya melakukan menghasilkan efek jera agar timbul
sebuah kesadaran untuk pencapaian situasi yang kondusif dalam melakukan
aktifitas patut digaris bawahi.

Tindak pidana sendiri dapat dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran.
Perbedaan antara keahatan dan pelanggaran didasarkan pada pembedaan

2 | bid.

% A, Hamzah. Hukum Pidana Ekonomi, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1996), him. 23.
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kuantitatif (soal berat atau ringannya ancaman pidana). Bila seseorang
dikategorikan masuk keahatan didasarkan atas penafsiran masyarakat yang
tentunya akan berbeda menurut waktu dan tempat.

Penyimpangan dari asas-asas atau ketentuan-ketentuan umum hukum
pidana, yang merupakan ciri dari hukum pidana khusus, dimaksudkan untuk
mempermudah penyidikan, penuntutan dan pengadilan tindak pidana ekonomi.
Perbankan dapat dikatakan sebagal urat nadi dari kehidupan ekonomi. Sehingga,
tindak pidana di bidang perbankan tentu berkaitan dengan tindak pidana ekonomi.
Secara umum diketahui bahwa tindak pidana ekonomi adalah tindakan melanggar
hukum yang dilakukan karena atau untuk motif-motif ekonomi. *

Sebagal tidak pidana khusus tindak pidana ekonomi pun meliputi segala
macam tindak pidana yang berakibat secara langsung maupun tidak |angsung
terhadap perekonomian Negara dan/atau mesyarakat seperti:

1. Tindak pidana perbankan
Tindak pidanakorupsi
Tindak pidana pasar modal
Tindak pidana Terorisme
Tindak pidanalingkungan
Tindak pidana Zona Ekonomi Eksklusif
Tindak pidana perpajakan, dan sebagainya.

Sehingga, dapat dikatakan tindak pidana perbankan terhadap tindak pidana

N oo g &~ WD

ekonomi bersifat “lex specialis derogat legi generalis’

Dalam bank sebagai korporasi melakukan keahatan harus dapat dipidana
sebagai korporasi, dan bukan sekedar melalui pengurusnya. Dengan kemungkinan
memberi pidana kepada bank (sebagai korporasi), seperti misalnya pidana denda
yang tinggi, maka para pemegang saham bank akan merasakan pula akibat dari
kesalahan bank ini. Ditegaskan lagi oleh Mardjono Reksodiputro bahwa pelgaran
yang mereka terima adalah: a) jangan lagi melakukan keahatan kegiatan
perbankan, dan b) untuk memilih dan mengangkat pengurus yang tidak akan

mel akukan kejahatan kegiatan perbankan. °

* Djumhana, op.cit. him. 579

° Ibid.
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Daam beberapa tulisan yang penulis telusuri memang belum ada suatu
kesepakatan tentang istilah yang berkenaaan dengan tindak pidana yang
berhubungan dengan perbankan. Ada yang menggunakan istilah Tindak Pidana di
Bidang Perbankan dan Tindak Pidana Perbankan, kejahatan kegiatan perbankan,
kegjahatan di bidang perbankan, hukum pidana bank, dan banyak istilah lainnya
yang dipergunakan para ahli hukum yang manruh perhatian terhadap istilah
tersebut. Hal ini dapat dimenegrti (dimaklumi), karena sampal saat ini belum ada
satu perundang-undangan pun yang secara tegas menyebutkan tentang istilah yang
tepat untuk hal tersebut sehingga wajar banyak para ahli-ahli hukum berbeda
pendapat.®

Di Amerika Serikat dikenal adanya bank fraud atau kecurangan dalam
perbankan. Bank fraud diartikan sebagai the criminal offence of knowingly
executing, or attempting to execute, a scheme or artifice to defraud of financial
institution, or obtain property owned by or under the control of financial
institution, by means of false or fraudulent pretenses, representations or
promises.’

Adanya perbedaan yang berkenaan dengan hal ini yaitu perbedaan mendasar
antara tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan. Namun,
seperti telah dijelaskan bahwa tindak pidana perbankan yaitu tindak pidana itu
semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank. Sedangkan, tindak pidana
dalam bidang perbankan bersifat lebih netral dimana dapat mencakup tindak
pidana yang dilakukan oleh orang di luar dan didalam bank atau keduanya.

Namun, berikut di bawah ini penulis mencoba mengungkapkan dan
membahas beberapa uraian dari beberapa tulisan tentang penggunaan istilah
tindak pidana atau kejahatan yang berhubungan dengan Perbankan.

Pertama, H.A.K Moch. Anwar, menggunakan istilah tindak pidana di
bidang perbankan. Dalam tulisannya dikatakan bahwa tindak pidana di bidang
perbankan dibagi ke dalam dua kelompok tindak pidana, pembagian mana
didasarkan atas perbedaan perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang

® | bid.

" Jean-Francois Arvis and Ronald E. Berenbeim, Fighting Corruption in East Asia
Solition from the Private Sector, (Washington, D.C.: The World Bank, 2003), him. xxii.
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telah melanggar hukum yang sehubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam
menjal ankan usaha bank. 8

Daam penjelasannya, dapat dikatakan bahwa kelompok pertama yaitu
tindak pidana perbankan yang terdiri atas perbuatan-perbuatan pelanggaran
terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU NO. 41 Tahun 1967 tentang Pokok-
Pokok Perbankan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1992 dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998
tentang Perbankan, pelanggaran mana dilarang dan diancam dengan hukuman
oleh Undang-undang itu. Kelompok pertama ini disebut tindak pidana perbankan,
berhubung perbuatan-perbuatan tersebut secara langsung melanggar ketentuan-
ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang NO. 14 Tahun 1967
tentang Pokok-Pokok Perbankan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan disempurnakan dengan Undang-Undang No.
10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Meskipun Undang-Undang Perbankan ini
mengatur secara umum tentang lembaga bank serta yang melarang dan
mengancam dengan hukuman beberapa perbuatan yang melanggar ketentuan-
ketentuan umum dalam Undang-Undang Perbankan tersebut.

Kedua yaitu, tindak pidana dibidang perbankan lainnya yang terdiri atas
perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjaankan
usaha pokok bank, terhadap perbuatan mana dapat diperlakukan peraturan-
pertauran pidana diluar UU No. 14 Tahun 1967 Perbankan yang sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan disempurnakan
dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Unutk saat ini
seperti dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Peraturan Hukum Pidana
Khusus dan lain sebagainya.

Akan tetapi, hal ini sudah tidak berlaku lagi karena adanya peraturan-
peraturan baru yang berlaku. Perbankan sendiri saat ini, undang-undang yang
mengaturnya adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan). Hal ini terjadi
karena seiring semakin berkembangnya hukum dan situas ekonomi khususnya

8 Wahid, op. cit., him. 99
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perbankan maka perlu dibuat perkembangan baru terhadap peraturan perundang-
undangan di bidang perbankan.

Kedua, Leden Marpaung menggunakan istilah kejahatan terhadap perbankan
dan dalam memberikan pengertian crime dari Lexicon Webster Dictionary, yang
menyebutkan An Act or omission, especially one of grave nature, punishable by
law as forbidden by statute or injurious to the public welfare dengan pengertian
K gjahatan dan Bank dalam kamus besar Bahasa Indonesia. °

Kegjahatan diartikan sebagal perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai
dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum
pidana), sedangkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarkat dalam bentuk simpanan dan menyal urkannya kepada masyarakat dalam
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Ketiga, Mardjono Reksodiputro menggunakan Kkeahatan kegiatan
perbankan dalam mendeskripsikan kejahatan perbankan. Namun, dalam isi tulisan
ditegaskannya terhadap istilah yang biasa dipergunakan adalah keahatan di
bidang perbankan dan dengan istilah yang dipergunakan H.A.K Moch Anwar,
yaitu tindak pidana di bidang perbankan, sebagai istilah yang dimaksud”
menampung segala jenis perbuatan melangar hukum yang berhubungan dengan
kegiatan-kegiatan dalam usaha menjalankan bank. *°

Menurut Mardjono Reksodiputro pengertian tersebut mempunyai arti yang
luas yaitu bank sebagai korban (biasanya pelakunya didakwa berdasarkan UU
Tentang Pokok-Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 (sekarang Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian disempurnakan
oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998). Dalam ha yang terakhir ini yaitu
bank sebagai pelaku terdapat masalah yang dihadapi yaitu masalah pelaku
berbentuk badan hukum, yang permasalahannya biasanya dibicarakan dalam
rangka corporate crime (kejahatan korporasi).**

° Leden, Marpaung, Kejahatan Terhadap Perbankan, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1993),
him. 2

0 Mardjono, Reksodiputro, Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Kejahatan:
Kumpulan Karangan Buku Kesatu. (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum
Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1994)., him. 74

" Wahid, op. cit, him. 103
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Kembali kepada tindak pidana perbankan itu sendiri bahwa pengistilahan
tindak pidana perbankan atau tindak pidana di bidang perbankan adalah untuk
menampung segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan
kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Sehingga, pada dasarnya tidak ada
pengertian formal dari tindak pidana di bidang perbankan. Bahkan, ada beberapa
yang mendefinisikannya sebagal tindak pidana yang menjadikan bank sebagai
sarana (crimes through the bank) dan sasaran tindak pidanaitu (crimes against the
bank). Penjelasannya mengenai ha ini adalah bahwa dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, tindak pidana perbankan dimana bank sebagai sarana /
korban adalah sebagai contoh pada pasa 263 (pemalsuan), pasal 372
(penggelapan), 374 (penggelapan dalam jabatan), 378 (penipuan), 362
(pencurian), dan sebagainya. Kasus yang terkait dengan bank sebagai sarana atau
bank sebaga korban adalah kasus pembobolan BNI 46 yang pada akhirnya
dikenakan pasa 362 KUHP (pencurian). Tindak pidana perbankan yang
menjadikan bank sebagai sasaran lebih kepada melakukan serangkaian kegiatan
yang memang dilakukan untuk membuat bank tersebut menjadi hancur. Tindak
pidana di bidang perbankan sering sekali terjadi di kalangan perbankan, baik yang
diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah dirubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan ataupun dalam
Undang-Undang lainnya.

Pengertian istilah tindak pidana di bidang perbankan adalah tindak pidana
yang terjadi di kalangan dunia perbankan, baik yang diatur dalam undang-undang
No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998
tentang Perbankan maupun dalam perundang-undangan lainnya. Sedangkan, yang
dimaksud dengan istilah tindak pidana di bidang perbankan adalah tindak pidana
yang hanya diatur dalam Undang-Undang Perbankan yang intern sifatnya.

Pemikiran selanjutnya datang dari Drs. Moch. Anwar dalam bukunya
berjudul “Tindak Pidana di Bidang Perbankan” juga membedakan pengertian
tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan. Menurutnya,
perbedaan antara keduanya terletak pada perlakuan peraturan terhadap perbuatan-
perbuatan yang telah melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam
menjalankan usaha bank. Masih menurutnya, dikatakan bahwa tindak pidana
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perbankan terdiri atas perbuatan-perbuatan terhadap ketentuan-ketentuan dalam
Undang-undang Perbankan.

Adapun pengaturan lainnya yang membahas mengenai tindak pidana
perbankan adalah dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Berkaitan dengan tindak pidana perbankan
maka biasa tindak pidana korups diterapkan terhadap kasus yang menimpa bank
negeri atau bank milik pemerintah. Pada dasarnya hal ini dilakukan dalam upaya
agar pelaku lebih mudah untuk dijerat hukuman dengan hukuman yang dapat
dikatakan cukup berat dan negara sebagai korban dapat memperoleh kembali
uangnya sebagal pengganti kerugian yang diderita oleh negara atas kejahatan si
pelaku.

Namun tetap tidak terdapat suatu definis yang sama mengenai tindak
pidana perbankan tersebut. Undang-Undang Perbankan tidak pula memberikan
definisi tertentu mengenai tindak pidana perbankan tersebut. Namun, banyak hal
yang dapat digaris bawahi bahwa dengan demikian selama tindak pidana tersebut
bersinggungan dengan bank baik sebagal sarana maupun sasaran dan tindak
pidana tersebut sesual atau masuk ke dalam unsur-unsur tindak pidana yang diatur
dalam Undang-Undang Perbankan pada pasa 46 sampa dengan 50A maka
perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan.

Dengan demikian, dalam tindak pidana di bidang perbankan, perbuatan-
perbuatan kejahatan atau tindak pidana yang tidak diatur di dalam undang-undang
perbankan pun dapat dikategorikan dalam tindak pidana perbankan seperti, tindak
pidana perbankan yang diatur dalam undang-undang korupsi, pencucian uang,
menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau bahkan dalam penuntutannya
dapat dielaboras atau ditambah antara tindak pidana di bidang perbankan yang
diatur di dalam undang-undang perbankan dengan tindak pidana di bidang
perbankan yang diatur dalam undang-undang lainnya. Namun, dalam tulisan ini,
penulis hanya membahas tindak pidana di bidang perbankan atau yang biasa
disebut tindak pidana perbankan yang diatur di undang-undang perbankan
tepatnya di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang
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disempurnkana menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahhun 1998 tentang
Perbankan.

Daam rangka memberikan definisi konkrit mengenai tindak pidana
perbankan ini penulis berpendapat bahwa apapun bentuk dari tindak pidana
tersebut selama terkait dengan bank dan dilakukan di lingkungan perbankan serta
yang terpenting adalah masuk dalam kategori yang diatur dalam Unang-Undang
Perbankan dan baik yang menjadikan bank tersebut sebagal sarana maupun
sebagal sasaran adalah sebuah tindak pidana perbankan.

2.2.1 Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan
Berkaitan dengan jenis-jenis tindak pidana perbankan itu sendiri

maka di dalam Undang-Undang Perbankan ada sekitar tiga belas tindak pidana
yang masuk dalam jenis tindak pidana perbankan dengan mengkategorikan
kembali kepada empat macam. Keempatnya berkaitan dengan:

1. Tindak pidanayang berkaitan dengan perizinan

2. Tindak pidanayang berkaitan dengan rahasia bank

3. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan

4. Tindak pidanayang berkaitan dengan usaha bank.
Semuanya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 46-50A.

2.2.1.1 Tindak pidanayang berkaitan dengan perizinan
Seperti diketahui bersama bahwa Industri perbankan adalah industri
yang penuh dengan peraturan-peraturan. Sebagai contoh di saat akan menjaankan
usahanya, bank dalam hal ini wajib memperoleh apa yang dimaksud dengan izin
dari regulator atau biasa disebut dengan pembuat aturan dengan sebuah
persyaratan yang cukup ketat. Berkaitan dengan pelanggaran yang menyangkut
izin usaha maka dalam ketentuan mengenai izin usaha dalam pasal 16 Undang-
Undang Perbankan adal ah:
a. Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan wagjib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai
Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia,
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kecuali diatur apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud
diatur dengan undang-undang tersendiri.

b. Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-
kurangnya tentang:

a.  Susunan organisasi dan kepengurusan
b. Permodalan

c. Kepemilikan

d. Keahlian di bidang perbankan

e. Kelayakan rencanakerja

c. Persyaratan dan tatacara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Lalu berkaitan dengan tindak pidana perbankan dalam izin usahaini, ada di pasa

46 yang berbunyi:

“Barang siapa yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagai mana dimaksud
dalam pasa 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan
paling lama 15 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00
(sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00. (dua puluh
milyar rupiah) ”

Banyak pihak yang mengatakan bahwa berkaitan dengan izin usaha ini
maka bila ada pelanggaran dengan keberadaan bank tersebut, bank tersebut
dikatakan dengan bank gelap. Sebagai contoh, dalam kasus Pasal 46 yang
berkedok sebaga usaha multi level marketing (MLM) dimana PT. BMA
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk yang kurang jelas. Kepada
penyimpan dana diberikan produk tekstil atau hak meminjam sgumlah uang.
Dengan demikian menurut Bank Indonesia, MLM ini telah melakukan kegiatan
bank gelap yang dimana pada saat itu pengadilan menerima pendapat dari Bank

Indonesia
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2.2.1.2. Tindak pidanayang berkaitan dengan rahasia bank

Tindak pidana ini berada di pasal 47 ayat (1). Seperti diketahui bersama
bahwa Bank adalah badan usaha yang sangat dipercaya oleh masyarakat. Dalam
hal inilah maka tidak salah bila diberlakukan ketentuan mengenai rahasia bank
yang pada pelanggaranya ada ancaman pidana yang dapat dikenakan. Pasal 47
ayat (1) Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa barang siapa tanpa
membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam pasal 41, Pasal 41 A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa
bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud
dengan pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya (2) tahun
dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.
10.000.000.000,00 (sepuluh  miliar rupiah) dan paing banyak Rp.
200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Selanjutnya, penting untuk diketahui bahwa pada pasal yang sama di ayat
(2) dikatakan bahwa Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai bank atau
Pihak Terafilias lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib
dirahasiakan menurut pasa 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-
kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4(empat) tahun serta denda sekurang-
kurangnya Rp. 4000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.
8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Serta dalam pasal 47A. Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa
Anggota Dewan Komisaris, Direks, atau Pegawa Bank yang dengan sengaja
tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam
pasal 42A dan pasal 44A, diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 2(dua)
tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.
4000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00
(limabelas miliar rupiah).

22.1.3. Tindak pidana yang berkaitan dengan Pengawasan dan
Pembinaan Bank

Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan

bank ini diatur dalam pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Perbankan dimana
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disebutkan bahwa anggota Dewan Komisaris, Direkasi, atau Pegawai bank yang
dengan senggja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana
dalam pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 34 (1) dan ayat (2), diancam dengan
pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)
tahun serta adanya denda sekurang-kurangnya Rp. 5000.000.000,00 (lima miliar
rupiah)dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus milirarupiah).

Dengan demikian, di ayat (2) disebutkan bahwa anggota dewan komisaris,
direksi, atau pegawai bank yang lala memberikan keterangan yang wajib
dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 (1) dan ayat (2) dan pasal 34 (1)
dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun
dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang-kurangnya Rp.
1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua
milyar rupiah).

2.2.1.4. Tindak pidanayang berkaitan dengan usaha bank
Inilah tindak pidana yang sering terjadi industri perbankan sebab
lingkup dari tindak pidana sangatlah luas dan menyangkut aspek krusial kegiatan
perbankan yang dijalankan. Hal ini diatur di dalam pasal 49 ayat (1) yang
menyebutkan bahwa anggota Dewan Komisaris, Direks atau Pegawai bank yang
dengan sengaja:

a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam
pembukuan atau dalam |aporan, maupun dalam dokumen atau laporan
kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank

b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak
dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan,
maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi
atau rekening suatu bank;

c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau
menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan,
maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaks atau
rekening suatu bank, atau dengan sengga mengubah, mengaburkan,

menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut,
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diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.
10.000.000.000,00 (sepuluh  miliar rupiah) dan paling banyak Rp.
200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).

Di dalam ayat 2 (dua) bila Anggota Dewan Komisaris, Direkasi, atau
Pegawai Bank yang dengan sengga:

a. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk
menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang
berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya,
dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam
memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam
rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat
promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam
rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan
dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;

b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk
memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan
ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.

Diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun
dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.
5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00
(seratus miliar rupiah).

Dengan demikian cukup banyak pasal yang dikenakan kepada pihak
dewan komisaris, direksi, maupun pegawai bank.

Adapun di pasa 50 Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa
pihak terafilias yang dengan sengga tidak melaksanakan langkah-langkah yang
diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-
Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank,
diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling
lama 8 (delgpan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00
(lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar
rupiah) dan di pasa 50A. Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa
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pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksl, atau
Pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang
mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk
memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan
ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan
pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima
belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh
milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar
rupiah).

2.3. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Tindak Pidana Per bankan

Dalam tindak pidana perbankan penting untuk mengetahui adanya piha-
pihak yang terlibat dan terkait dalam tindak pidana perbankan. Pihak-pihak ini
dapat berarti pelaku atau pembantu pelaku tindak pidanatersebut. Pada umumnya,
pelaku tindak pidanadi bidang perbankan melibatkan yaitu:

a.  Anggota masyarakat tertentu yang telah berulang kali melakukan tindak
pidana perbankan;

b. Mantan pegabat / karyawan. Karyawati yang telah diberhentikan dengan tidak
hormat, karena melakukan tindak pidana atau pelanggaran administratif;

c. Oknum pejabat/ karyawan atau karyawati bank yang telah mengaami
kejenuhan atau frustasi atau bekerja sama dengan pihak ketiga diluar bank.
Akan tetapi, karena dalam menulis penelitian ini, penulis membuat sebuat

penyempitan lingkup yaitu berdasarkan tindak pidana perbankan. Bila melihat

dari pengertian dari tindak pidana perbankan tersebut maka sangatlah penting
untuk melihat bahwa tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang sering
terjadi di kalangan perbankan. Untuk itulah, pihak-pihak yang masuk ke dalam
pihak terkait atau bisa dikatakan sebagai pelaku tindak pidana perbankan adalah
pengurus bank dan pihak-pihak yang terafiliasi di dalam bank tersebui.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan) yaitu

pada pasal 40-50A. Dalam pasal-pasal tersebut seperti diketahui bersama bahwa

pihak-pihak pengurus dari bank diantaranya adalah yang tergabung dalam susunan
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organisas yaitu dewan komisaris, dewan komisaris serta yang ada dalam lingkup
pihak terefiliasi dalam bank.

Dewan komisaris bank pada dasarnya sama dengan dewan komisaris
dalam sebuah perusahaan jika bank tersebut merupakan atau berbentuk perseroan
terbatas (berbadan hukum) dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40
Tahun 2007 pada pasal 1 butir 6 bahwa dewan komisaris merupakan organ
perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus
sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Dengan
demikian, dewan komisaris dalam kaitan dengan kewenangannya dapat dikatakan
memiliki lingkup yang luas dalam bank. Dalam Undang-Undang Perbankan
sendiri berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Komisaris maka
tidak mengherankan dibuat pasal yang mengatur mengena tindak pidana yang
kemungkinan dilakukan oleh salah satu/ seluruh anggota komisaris dalam bank.

Direksi, dalam kaitan sebagai pelaku tindak pidana perbankan juga diatur
daam Undang-Undang Perbankan. Direksi sendiri menurut Undang-Undang
Perseroan pada pasal 1 butir 5 merupakan organ perseroan yang berwenang dan
bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan
perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan,
baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
Berkaitan dengan tindak pidana perbankan, direksi sebagai pihak yang terlibat
langsung di dalam pengurusan bank tentu memiliki prospek yang yang paling kuat
dalam rangka melakukan penyimpangan dalam kegiatan usaha bank. Direksilah
yang mengambil keputusan-keputusan penting yang diterapkan dalam mangemen
bank. Hal-hal yang biasa dilakukan oleh direksi biasa terkait dengan adanya
kegiatan pemalsuan surat berharga, penipuan, penyaluran kredit tanpa
memperhatikan prinsip kehatia-hatian, dan lain sebagainya yang diatur dalam
Undang-Undang Perbankan.

Direksi, dewan komisaris beserta karyawan bank adalah pegawai bank,
yaitu pihak pelaksana yang menjalankan wewenang dan tanggung jawab untuk
melaksanakan tugas operasiona bank sehingga mereka mempunyal akses tertentu
terhadap informasi mengenai keadaan bank. > Dalam manajemen bank, pejabat

12 Djumhana. _op cit., him. 290.
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dan karyawan banklah yang secara langsung melaksanakan kegiatan pelayanan
perbankan kepada masyarakat dalam hal ini nasabah bank tersebut. Pejabat bank
sendiri adalah mereka yang memiliki tanggung jawab penuh sebagai pimpinan
atau pelaksana atau pengawas pada bank tersebut yaitu meliputi direks dan

dewan komisaris.

Sedangkan, karyawan adalah mereka yang melaksanakan
seluruh kegiatan operasional bank termasuk juga direksi. *
Adapun pihak terkait yang dapat masuk ke dalam tindak pidana perbankan
adalah pihak terafiliasi. Pihak-pihak yang terafiliasi ini adalah pihak lain yang
turut membantu menjalankan operasional usaha bank yang berkaitan dengan
pemberian pelayanan jasa tertentu. Pihak--pihak tersebut diantaranya adalah
konsultan hukum, akuntan publik maupun penilai dan pihak yang memberikan
jasa untuk membantu operasional bank tersebut adapat berasal dari dalam negeri
atau dari luar negeri (asing).
Konsultan hukum dalam operasional bank pada dasarnya berada diluar dari
kepengurusan bank tersebut. Konsultan hukum dibutuhkan dalam rangka sebatas
menyangkut bidang hukum yang berkaitan dengan kegiatan perbankan dengan
tingkat permasalahan yang khusus. Dimana, pemberian nasihat kepada pengurus
ataupun dapat pula bertindak sebagal kuasa hukum dari bank yang bersangkutan.
Legal audit dapat diberikan oleh konsultan hukum dalam melegitimasi dalam
prospectus pada saat perusahan akan melakukan go public dengan listing di bursa.
Daam operasional bank, akuntan publik dibutuhkan dengan adanya
kepentingan dan tugas yang membebaninya di antaranya:™®
a.  Pembuatan laporan bank untuk disampaikan Bank Indonesia yang wajib
untuk diaudit oleh akuntan public (Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No 18 Tahun 1998 tentang Perbankan)

b. Opini dan komentar (manajemen letter) yang merupakan bagian isi dari
laporan bank berupa komentar tertulis dari akuntan publik kepada manajemen

bank mengenal hasil kaji ulang terhadap struktur pengendalian intern,
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pelaksanaan standar akuntansi keuangan atau masalah lain yang ditemui

dalam pelaksanaan auditing, beserta dengan saran-saran perbaikannya (Pasal

1 huruf f Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/119/KEP/DIR

tentang Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikas

tanggal 25 Januari 1995)

c. Kegiatan operasiona lainnya.

Bila dalam menjaankan tugas audit ditemukan pelanggaran ketentuan

perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan dan perbankan serta

keadaan, dan perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan
usaha bank, akuntan publik waib menyampaikan pemebritahuan kepada

Bank Indonesia selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah ditemukan

kejanggalan tersebut. Bila tidak, maka ia dapat dilibatkan sebagai pihak yang

ikut melaksanakan kegiatan tindak pidana perbankan.

Penilai adalah pelaksana jasa penilaian dalam kegiatan perbankan modern
merupakan hal yang sangat biasa guna memberikan estimasi dan pendapat atas
nilai ekonomis suatu harta pada saat tertentu sesua dengan Standar Penilaian
Indonesia. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan revaluas aset atau aktiva
perusahaan. Bila daam menjalankan tugasnya, penilai melakukan kecurangan
seperti bersengkokol dengan pengurus bank maupun pihak lainnya dalam upaya
melakukan tindak pidana perbankan, maka ia pun dapat dijerat pasal yang

mengatur tindak pidana perbankan.

24. Pembinaan dan Pengawasan Bank

Dalam menjalankan kegiatan usahanya tentu sebuah bank tidak luput dari
adanya sebuah pembinaan dan pengawasan baik dari otoritas pengawasan yang
memiliki kewenangan untuk itu maupun masyarakat yang pada akhirnya adalah
nasabah dan penikmat jasa layanan perbankan dari bank.

2.4.1. Tinjauan umum pembinaan dan pengawasan
Sgarah menerangkan bahwa perkembangan pembinaan dan
pengawasan bank tidak dapat dipisahkan dari bagaimana perbankan tumbuh
sebagai sebuah industri yang memang sangat menjanjikan. Bertahun-tahun bahkan
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berabad-abad lamanya perkembangan ekonomi pun menjadi sebuah tonggak
bersgarah dengan adanya perubahan-perubahan dasar hukum dan peraturan yang
mengatur hal-hal terkait dengan kegiatan ekonomi dalam bidang perbankan.
Sehingga, dengan sebuah kebutuhan, pembinaan dan pengawasan kepada bank-
bank oleh otoritas Pembina dan pengawas yang berwenang. Bentuk pembinaan
dan pengawasan dari setigp negara tentu berbeda berkaitan dengan sistem
ekonomi maupun perbankan yang dianutnya.

Tujuan inti dari dari pengawasan bank adalah melindungi
kepentingan masyarakat penyimpan (deposan dan kreditur) yang mempercayakan
dananya pada bank untuk memperoleh pembayaran kembali dan manfaatnya dari
bank sesual dengan sifat, jenis, dan cara pembayaran yang telah dijanjikan oleh
bank. Setiap bank yang menjal ankan usahanya sesuai dengan asas usaha dan dapat
dipertanggungjawabkan tentu akan memenuhi syarat tercapainya tujuan dari
pendirian bank dalam bidang perbankan. Sebab, bank bergerak dan berjalan
berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat sebagai pengguna dan
penikmat jasa layanan bank yang ditawarkan. Berkenaan dengan isu pengawasan
bank ini, mantan Gubernur Bank Sentral Amerika pernah mengatakan “ When
confidence in integrity of a financial institutions is shaken or its commintment to
the honest of conduct of business is in doubt, public trust erodes and the entire
system is weakened”'®. Jumlah bank mempengaruhi eksistensi dan kekuatan
sistem perbankan yang dianut negara tersebut. Bila jumlah bank yang seperti itu
cukup banyak, sistem perbankan akan terganggu, sehingga dapat menghilangkan
peran bank yang sentral dan strategis dalam perekonomian.

Dasar pertimbangan dari perlunya pembinaan dan pengawasan bank,
yaitu:*’

1. Fungs pokok bank ada tiga, yaitu: menghimpun dana dari masyarakat,

menanamkan dana yang dikelolanya ke dalam berbaga aset produktif,

misalnya dalam bentuk kredit, dan memberikan jasa layanan perbankan

16 Zulkarnain Sitompul, Problematika Perbankan (Bandung, Books Terrace 7 Library,
2005), him. 4

" Permadi Gandpradja, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank (Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama, 2004), him. 2
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lainnya. Berdasarkan fungsi bank tersebut, perlu diperhatikan dan diwaspadai

hal-hal berikut ini:

1) Fungs yang paling kritis

Penanaman dalam bentuk pemberian kredit dan berbaga jenis aset

produktif lainnya. Penanaman dana dalam bentuk pembiyaan tersebut dapat
berjangka pendek, menengah, ataupun panjang. Dengan memperhitungkan
kemungkinan (possibility) atau kemungkinan besar (probability)-nya, bukan
kepastiannya. Untuk menganalisa setiap proposal yang digjukan calon debitur
dengan cermat dan akurat. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan
memperhitungkan kemungkinan (posiibility)-nya, bukan kemungkinan besar
(probbability)-nya, bukan kepastiannya. Oleh karena itu, fungsi ini mengandung
resiko, dan disebut sebaga aset berisiko (risk assets). Bila bank tidak mampu
mengendalikan risiko, timbul kredit bermasalah yang cukup besar, atau bahkan
kredit macet, sehingga bank sulit mempertahankan kelangsungan usahanya,
merugikan para deposan dan kreditur, bahkan bisa lebih luas lagi dampaknya.

2) Dalam melakukan fungsinya

Bank dapat menerbitkan instrumen keuangan yang bersifat subtitutif atas
uang, seperti cheque. Hal itu memiliki pengaruh terhadap jumlah uang yang
beredar. Aspek tersebut harus menjadi fokus perhatian dan dikendalikan Bank
Indonesia.. Bila tidak ada pengaturan dan pengawasan, dapat terjadi distorsi yang
mengganggu tujuan pengendalian moneter yang dampaknya dalam perekonomian
sangat |uas dan saling terkait.

3) Bank yang diizinan melakukan transaks valuta asing (bank devisa)

Bank dapat melakukan transaksi dengan mitranya di luar negeri. Apalagi
bila lokasi kantornya telah menyebar, bailk di dalam maupun di luar negeri,
jangkauan transaksi keuangannya jelas lebih luas, sehingga resikonya juga
menjadi |ebih besar.

4) Mangemen likuiditas

Persyaratan penting dalam menjamin  bank, agar selau dapat
melaksanakan kewgjibannya untuk melakukan pembayaran. Untuk itu, perlu
pemahaman dan pengelolaan sisi tagihan (assets) dan kewajiban (liabilities), baik

dari segi besaran, kondisi, jangka waktu (tenor), maupun jatuh temponya
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(maturity), sehingga dapat ditentukan jumlah likuiditas yang diperlukan dan
bentuk alat-alat likuid yang harus dipelihara. K ebiasaan penarikan dan penyetoran
oleh nasabah dan kemungkinan adanya penarikan di luar kebiasaan atau tidak
terduga harus diperhitungkan. Bila mengemen likuiditas tidak dilakukan
sebagaimana mestinya, bank bisa tidak mampu memenuhi kewagjibannya untuk
membayar tepat waktu dan lancar, sehingga dapat menimbulkan masalah bagi
banyak pihak, termasuk kemungkinan terjadinya “rush” atau penularan
(contagion) terhadap bank lain atau dampak sistemik.
5) Manajemen modal

Merupakan prasyarat penting yang bisa menjadi benteng pertahanan” bank
dalam menghadapi berbagai resko yang mungkin timbul. Fungss modal bank
pada dasarnya ada tiga, yaitu: sebagai modal awal untuk biaya pendirian, modal
awal usaha, dan pemikul resiko kerugian.

Fungsi pemikul resiko dalam menetapkan kecukupan modal yang
diperlukan dan disediakan. Resiko kerugian tergantung pada kualitas aset yang
dikelola bank. Oleh karena itu, besar kecilnya resiko diukur dari kuantitas dan
kualitas aset, sejalan dengan perjalanan usahanya. Semakin rendah kualitas aset,
semakin tinggi pula resiko kerugiannya, sehingga semakin besar pula modal yang
harus disediakan. Modal dapat dipupuk dengan menyisihkan laba yang diperoleh.
Bila bank tidak mampu melakukan hal itu, modal tidak akan bertambah, bahkan
dapat berkurang, karena timbul kerugian dan/atau penyisihan cadangan resiko dari
aset yang beresiko tinggi. Kondisi ini dapat menyebabkan bank insolven. Artinya,
jumlah kewajibannya lebih besar daripada jumlah harta dan tagihannya. Bank
yang insolven tergolong sangat parah dan tidak boleh dibiarkan, karena dapat

membahayakan dan dampaknya luas.

2. Sistem perbankan bukanlah semata-mata himpunan dari sgjumlah bank,
melainkan suatu tatanan dari berbagai jenis dan fungsi perbankan yang harus
bergerak secara harmonis dan sinergis menuju sasaran yang ditetapkan. Sistem
perbankan di suatu negara berbeda antara satu negara dengan negara lainnya,
karena kondis dan arah kehidupan masing-masing bangsa dan negara juga

berbeda, terutama arah dan tujuan pertumbuhan perekonomian masing-masing.
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Sistem perbankan itu sendiri merupakan bagian dari sistem finansial yang lebih
luas unsurnya. Peran sistem perbankan di negara baru dan di negara berkembang
lebih besar atau dominan dalam sistem finansialnya. Sedangkan, di negara maju
peran sistem perbankan cenderung menurun karena lembaga keuangan non-bank
telah tertata dan berkembang dengan lebih baik.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, sistem perbankan memiliki
peran sentra dan strategis dalam perekonomian negara. Berbagai penelitian
menyimpulkan adanya hubungan timbal balik antara sistem perbankan yang sehat
dengan kondis dan kebijakan ekonomi makro. Kesehatan sistem perbankan itu
sendiri ditentukan oleh tiga faktor penting, yaitu: managjemen bank yang sehat
(Good Management), kondis dan kebijakan ekonomi makro yang memadai

(appropiate), dan kondusif, serta pengawasan bank yang efektif.

24.2. Bank Indonesia Sebagai Otoritas Pembina dan Pengawas
Bank
Dasar hukum pemberian kewenangan pembinaan dan
pengawasan kegiatan perbankan nasiona kepada bank Indonesia secara tegas dan
jelas, dinyatakan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
yaitu pasal 29 sampai dengan pasa 37 yang kemudian ditambahkan dalam
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan atas Undang-
Undang No. 7 Tahun 1992 yaitu pada apsal 37 A. Selain peraturan tersebut,
kewenangan Bank Indonnesia dalam pembinaan dan pengawasan bank juga
dinyatakan di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
yaitu pada pasal 8 sampai dengan pasal 35.

Selain ketentuan-ketentuan di atas, dasar hukum dalam memeriksa dan
menentukan tingkat kesehatan suatu bank juga diatur dalam peraturan Bank
Indonesia No. 6/10/PBI/ 2004 tentang Sistem Penilaian Kesehatan Umum Bank
Umum, selain itu diatur juga dalam Peraturan Bank Indoensia No. 8/4/PBI1/2006
tentang pelaksanaan GCG (Good Company Governanace) bagi Bank Umum.

Suatu kenyataan di masyarakat bahwa Bank Indonesia dipandang sebagai
lembaga yang paling bertanggung jawab dan berwenang atas kinerja perbankan di

Indonesia. Dalam menghadapi tugas tersebut, pembinaan dan pengawasan bank
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akan semakin berat, karena hal tersebut bukan hanya menyangkut ekspektas
masyarakat yang semakin tinggi terhadap Bank Indonesia, namun perkembangan
yang pesat dengan adanya globalisasi ekonomi dan kemajuan teknologi yang
sgjaan dengan semakin canggihnya kegiatan perbankan. Akibatnya, menuntut
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang efektif dan efisien dan semakin
dibutuhkan guna terwujudnya iklim perbankan yang sehat. *2

Bank Indonesia mempunyai kewenangan dalam memeriksa buku-buku dan
berkas-berkas yang ada pada bank, serta secara timbal balik bank juga diwajibkan
untuk menginformasikan segala keterangan dan penjelasan tentang usahanya
menurut tata cara yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank juga
diharuskan untuk memberikan bantuan yang diperlukan dalam upaya memperoleh
kebenaran segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank

yang bersangkutan.

24.3. Sistem, Jenis, Mekanisme, dan Sifat Pembinaan dan
Pengawasan Bank
Strategi dan kebijakan pengawasan bank oleh masing-masing
negaratidak selalu sama, tergantung pada kondisidan sistem perbankan serta
sistem finansiad dari masing-masing negara, masalah yang dihadapi, potensi dan
prospek dari sistem perbankan dalam konteks tatanan dan perkembangan
ekonominya. Walaupun demikian, prinsip dan metode yang digunakan dalam
pengawasan bank pada dasarnya sama Adapun prinsip dan metode tersebut
meliputi 4 jalur yaitu: "

1. Pengaturan Regulasi
Cakupan pengaturan otoritas pengawasan bank terhadap bank dapat
dikelompokan menjadi 3 golongan besar, yaitu:
a.  Mengatur persyaratan dan tata cara perizinan bagi pendirian suatu bank

termasuk jaringan kantornya

® Benny Swastika, Tinjauan Yuridis tentang Pembinaan dan Pengawasan Bank
Indonesia Terhadap Bank Umum Dalam Upaya Pencegahan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah
(Depok: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006) ,him. 71

 Ibid. him. 73
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b. Pengaturan yang berkaitan dengan usaha bank
c. Pengaturan tentang informasi yang diperlukan bagi otoritas pengawasan
bank

2. Pengawasan tidak langsung (off-site supervision)

Dengan jalur atau metode ini, otoritas moneter mengawasi kondis bank
secara individual, kelompok, maupun keseluruhan dengan menelaah berbagai
laporan yang disampaikan oleh perbankan. mekanisme pengawasan tidak
langsung tersebut meliputi tahap-tahap sebagal berikut:

a. Melakukan penelitian atas kepatuhan, ketepatan waktu dan konsistensi
materi laporan. Bila terdapat penyimpangan, pelanggaran dan/ keganjilan,
pengawasan bank harus mengklarifikasi untuk memperoleh kejelasan, dan sebab-
musababnya.

b. Menganalisa setiap jenis laporan maupun kombinas terhadap berbagai
laporan yang diterima. Analisis horisontal dilakukan untuk menilai kewajaran
perkembangan. Sedangkan, analisis vertikal dilakukan untuk menila kelayakan
rasio (lanjut halaman 75) komponen-komponen yang saling mempengaruhi, baik
dalam rangka memenuhi peraturan atau menilai efisiens dan potensi resiko.
Biasanya juga dilakukan perbandingan kondisi antara bank sekelas (Peer Group)

c. Mengkomunikasikan dan/atau mengklarifikasi berbaga temuan dari
analisis, guna memperoleh kegelasan dalam menetapkan tindak lanjut yang
diperlukan.

d. Bila terdapat indikasi pernyimpangan dan/atau pelanggaran yang
mendasar, pengawas bank biasanya mengambil langkah korektif yang perlu.

Pemeriksaan khusus dilakukan bilaterdapat masalah yang masih perlu diperjelas.

3. Pengawasan Langsung (on-site supervision)

Dengan metode ini, otoritas pengawasan bank ingin meyakini kondisi bank
secara langsung berdasarkan data dan dokumen yang dipelihara oleh bank,
sekaligus menguji  kebenaran dan konsistenss pembuatan laporan yang
disampaikan kepada otoritas pengawasan bank.
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Pemeriksaan menyeluruh itu disebut pemeriksaan umum yang dilakukan
umumnya satu tahun sekali secara berkala. Selain pemeriksaan umum, dapat juga
dilakukan pemeriksaan kredit dan aset-aset beresiko lainnya atau bidang usaha
lain yang menurut otoritas pengawasan bank perlu diperhatikan atau berpotensi
menimbulkan masalah bagi bank di kemudian hari. Setiap akhir tahun, bank wajib
diperiksa oleh akuntan punlik yang terdaftar dan berizin. Bank yang diperiksa
maupun akuntan publik yang memeriksa wajib melaporkan hasil pemeriksaannya
kepada otoritas pengawasan bank. Kemudian, otoritas pengawasan bank
mencocokkan dan mengujinya dengan hasil pengawasan tidak langsung (off-site
supervision). Bilalaporan hasil pemeriksaan tersebut tidak sesuai,baik antara bank
dengan akuntan publik ataupun dengan otoritas pengawasan bank, dilakukanlah
pertemuan segitiga (three parties meeting). Dalam pertemuan itu, bank dan
akuntan diminta untuk menjelaskan azas, prinsip, metode dan kesimpulannya.
Otoritas pengawasan bank kemudian mengambil sikap dan memberi petunjuk atau
tindak lanjut yang sesual dengan ketentuan.

Pada periode tertentu otoritas pengawasan bank tetap melakukan
pemeriksaan umum, meskipun akuntan publik telah melakukannya juga hasil
temuan dari pemeriksaan dan pengawasan tidak langsung itu merupakan bahan
untuk menilai kondisi, perkembangan , dan kesehatan bank.

Melaui metode ini, otoritas pengawasan bank berusaha untuk memahami
alur pemikiran dan komitmen mangemen bank. Selain itu juga berusaha untuk
meyakini bahwa mangemen patuh dan konsisten dalam menjalankan ketentuan
yang ditetapkan oleh otoritas pengawasan bank maupun ketentuan dan pedoman
pelaksanaan prinsip usaha bank, serta perkreditan yang sehat yang ditetapkan
sebagai pedoman intern bank dan prinsip manajemen perbankan yang berlaku
secara umum.

Kontak dan komunikasi dapat berjenjang sesuai dengan kadar masalahnya,
hal-hal teknis dilakukan oleh pegabat pengawas bank dan pejabat pelaksana yang
bertanggung jawab terhadap bank. Sedangkan, masalah-masalah yang lebih
fundamental atau yang bersifat policy (peraturan) dilakukan bersama dengan
pejabat yang lebih tinggi. Waktunya bisa setiap kali diperlukan.
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Pembahasan komprehensif tentang kondis bank biasanya dilakukan oleh
pejabat atau pimpinan pengawasan bank bersama dengan pucuk pimpinan bank.
Kesimpulan dan kesepakatan dalam pembahasan tersebut biasanya ditegaskan
dalam surat. Dari otoritas pengawasan bank kepada bank yang bersangkutan.

Adapun frekuensi pelaksanaannya umumnya setahun sekali.

2.5 Kesehatan Bank

Kebijakan perbankan yang dikeluarkan dan dilaksanakan oleh Bank
Indonesia sgjatinya diperuntukan guna menciptakan dan memelihara kesehatan
bank, baik secara individu maupun perbankan sebagai sebuah sistem. Dalam
menilai suatu bank yang bermasalah atau tidak dapat dilihat melalui suatu sudut
yaitu tingkat kesehatan bank tersebut.

Sebelumnya penting untuk diketahui bersama bahwa secara sederhana
dapat dikatakan bahwa bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan
fungsi-fungsinya dengan baik.?’ Dengan demikian, dalam penjelasannya dapat
dikatakan bahwa bank tersebut dapat menjaga dan memelihara kepercayaan yang
diberikan kepada masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat
membantu kelancaran lalu lintas pembayaran, serta dapat mendukung efektivitas
kebijakan moneter. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa, dengan adanya fungsi-
fungsi tersebut yang dijalankan diharapkan dapat member pelayanan yang bak
kepada masyarakat serta member manfaat bagi perekonomian nasional maupun
dunia.

Fungs yang baik tersebut tentunya patut untuk segera dipatuhi kriteria-
kriteria yang berkaitan dengan kualitas aset, pengelolaan dengan prinsip kehati-
hatian, keuntungan yang cukup untuk menjalankan usaha, serta adanya
pemeliharaan likuiditas agar kewajibannya dapat terpenuhi. Bank Indonesia
sebagai regulator (pembuat kebijakan) pada dasarnya pun telah membuat cukup
banyak peraturan yang patut dipatuhi oleh setiap bank.

Daam peraturan perundang-undangan perbankan sendiri tepatnya di pasal
29 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah

% Perry, Warjiyo, Bank Indonesia: Bank Sentral Republik Indonesia Sebuah Pengantar,
(Jakarta: Pusat Pendidikan dan Study Kebanjksentralan Bank Indonesia, 2004) him. 172
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diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bank wajib memelihara
tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kulaitas aset,
kualitas mangjemen, likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas dan tentunya aspek
lain yang erat kaitannya dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha
dengan prinsip kehati-hatian yang telah ditetapkan. Pihak yang memiliki
kepentingan besar dalam memelihara kesehatan bank tidak hanya pemilik maupun
pengelola dari bank sgja melainkan masyarakat secara keseluruhan pun memiliki

peranan terutama yang menggunakan jasa di bidang perbankan.

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
Penting untung diketahui bersama bahwa penilaian tingkat kesehatan bank

oleh Bank Indonesia ditetapkan berdasarkan beberapa faktor yaitu:
a  Aspek Permodalan

Sebagal lembaga yang secara langsung mengelola dana-dana masyarakat,
maka aspek permodalan sendiri dalam bank memiliki peranan yang sentral.?
Komponen kapita (permodalan) dihitung sesuai dengan rumusan kewajiban
penyediaan modal minimum (KPMM/CAR) , yakni merpakan hasil bagi antara
modal dengan aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR). Komponen kapital ini
mempunyai bobot penilaian 25 persen. Jumlah modal yang diperhitungkan terdiri
dari modal inti dan modal pelengkap.

b.  Aspek Asset (Kualitas Aktiva Produktif)

Pengertian aktiva produktif adalah penanaman dana bank dalam bentuk
kredit, surat berharga, penyertaan dan penanaman lainnya, yang dimaksud untuk
memperoleh penghasilan. Masing-masing aktiva produktif digolongkan menurut
kualitasnya berdasarkan kolektibiltasnya yaitu lancar, kurang lancar, diragukan,
macet.

c. Aspek Management (manajemen)
Aspek mangemen dibagi ke dalam aspek mangemen umum meliputi

strategi, struktur, sistem, sumber daya manusia, kepemimpinan, dan budaya kerja)

2l Giti Khotimah, Transparans Tingkat Kesehatan Bank, (Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, 1996) him. 25
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sedangkan adapun aspek mangemen resiko yang menyangkut resiko likuiditas,
resiko pasar, resiko kredit, resiko operasional, resiko hukum, dan resiko pemilik
dan pengurus, Informasi mengenai kondisi mangjemen suatu bank diperoleh
melalui pemeriksaan langsung oleh Bank Indonesia melalui cara-cara seperti
wawancara, pengamatan atau pengujian. Pemeriksaan akan dapat menyimpulkan
apakah setigp aspek yang ingin diketahui dalam mangemen bank postif atau
negatif. Faktor mangemen merupakan unsur yang sangat penting bagi
perkembangan sebuah bank. Mangemen yang bak diharapkan dapat
menghasilkan bank yang sehat.

d. Aspek Earning (Rentabilitas)

Rentabilitas bank adalah kemampuan bank dalam menghasilkan laba
dibandingkan modal yang dipergunakannya®® Semakin besar keuntungan suatu
bank biasanya semakin besar kepercayaan masyarakat terhadap Bank, sehingga
kemungkinan dana-dana yang akan disimpan bertambah besar.

e.  Aspek Likuidity (Likuiditas)

Likuiditas bank adalah kemampuan bank memenuhi kemungkinan
penarikan deposito oleh deposan ataupun kebutuhan masyarakat akan kredit.
Selain neraca / laporan bulanan, bank wajib pula untuk menyampaikan laporan
Mingguan. Komponen likuiditas dinila dengan dua rasio: 1) Rasio kewgjiban
bersih (call money) terhadap aktiva lancar yang terdiri atas kas, giro pada Bank
Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan surat berharga Pasa Uang (SBPU).
Rasio ini bertujuan untuk dapat mengetahui sejauh mana ketergantungan bank
pada pasar uang antar bank dan pemenuhan likuiditasnya, 2) Rasio kredit yang
diberikan terhadap dana yang diterima. Yang dimaksud dengan kredit yang
diberikan adalah seluruh kredit, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing.

Besar kecilnya reputasi dan posis likuiditas bank akan memepngaruhi
jenis dan sumber likuiditas yang dapat dipilih. Secara umum, sumber-sumber
likuiditas bank dapat digambarkan antaralain sebagai berikut:*®

1) Aset bank yang akan segera jatuh tempo

?? K hotimah, op cit. him. 31

% |bid, him. 37
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Kredit/pinjaman kepada debitur atau cicilan pinjaman yang akan
jatuh tempo dapat dianggap sebagai sumber likuiditas. Sertifikat Bank Indonesia
(SBI), sertfikat deposito pada bank lain yang akan segera jatuh tempo dapat pula
dianggap sebagai sumber likuiditas.

2) Pasar Uang

Salah satu atu sumber likuiditas bank. Namun, tidak setiap bank
mempunyai kemampuan untuk masuk ke pasar uang. Biasanya para investir yang
meninjamkan uangnya ke bank dalam jumlah cukup besar akan selektif dalam
mengevaluas tingkat, konsistensi dan perkembangan pendapatan bank, kualitas
dari aset, reputasi kesehatan manajemennya dan kakuatan modal bank

3) Kredit Sindikasi

Di samping tujuan untuk legal lending limit, menyebarkan resiko
dan upaya untuk meningkatkan ROA, sindikas kredit digunakan juga untuk
menjalin hubungan dengan bank-bank lain, sehingga pada saat bank mengalami
kesulitan dalam posisi likuiditasnya (likuid), bank tersebut dapat mensindikasikan
sebagian portofolio kreditnya kepada bank lain untuk mengatasi masal ah tersebui.

4) Cadangan Likuiditas

Bank tersebut perlu mempunyai cadangan likuiditas sehingga saat
masalah likuiditas muncul, bank tidak perlu menjual asetnya dengan harga yang
rendah.

5)  Sumber danayang sifatnyalast resort
Setiap bank mempunyai beberapa sumber likuiditas yang sifatnya
the last resort.** Sumber likuiditas ini penting untuk berjaga-jaga apabila sumber-
sumber likuiditas yang lain ternyata tidak mampu menutupi kebutuhan likuiditas
yang ada. Bank Sentral biasanya bertindak sebagai lender of the last resort untuk
dunia perbankan ataupun lembaga keuangan bukan bank. Bantuan dana dari bank
sentral ini biasanya baru akan dimanfaatkan oleh bank yang mengalami kesulitas

* The Last Resort dalam pengertian ini adalah bahwa adanya suatu jaringan dalam
pemberian sistem keuangan agar menghindari adanya ketidak stabulan sistem keuangan pada
bank. Dimana, last resort sendiri mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun
kritis. Lihat.

http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Stabilitast+Si stem+K euangan/Peran+Bank+I ndone
sia/lPeran+BlI, diunduh pada 15 Juni 2011.
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likuiditas. * Apabila sumber-sumber likuiditas lainnya tidak cukup untuk
mengatas masalah likuiditas yang dihadapi, karena kemungkinan adanya campur
tangan bank sentral tidak dapat dihindarkan karena begitu banyak bank yang
meinta bantuan dana likuiditas dari bank sentral untuk mengatasi masalah
likuiditasnya. Dengan demikian, likuiditas sangat pentingan bagi bank karena
mencerminkan tingkat kepercayaan dan citra masyarakat terhadap bank tersebut.
Kesulitan likuiditas akan menyebabkan suatu bank tidak dapat melaksankan
fungs likuiditasnya dengan optimal dan bahkan kesulitan likuiditas (likuid) yang
fatal dapat menyebabkan runtuhnya bank.

f)  Aspek sensitivity (Sensitifitas)

Hal ini berkaitan dengan bagaimana bank akan menghadapi hal-hal yang
berkaitan dengan sensitivitasnya terhadap segala kondisi. Sensitivitas ini dapat
dilihat melalui perhitungan kelebihan modal yang dibagi dengan potensi kerugian
suku bunga dan dikalikan dengan 100%, dan kelebihan modal yang dibagi potensi
kerugian nilai tukar yang akhirnya dikalikan 100%.

Disamping melihat aspek CAMELS dalam penilaian tingkat kesehatan bank
dilihat pula pemenuhan ketentuan yang tingkat pelaksanaannya berpengaruh
terhadap penilaian tingkat kesehatan bank, yang meliputi:

1.  Pelaksanaan pemberian kredit usaha kecil

2 Kewajiban pencapaian target pemberian kredit eksport

3. Pelanggaran terhadap posis devisa neto

4 Pelanggaran terhadap ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK)

Peraturan yang mengatur mengenai Penilaian Kesehatan Bank adalah
Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI1/2011. Sebagai peraturan lebih khusus dari
Undang-Undang Perbankan yang mengaturnya.

% |bid, him. 39
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BAB 3
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, KEWAJIBAN
KOMISARIS BANK DAN TANGGUNG JAWABNYA TERHADAP
TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN

3.1. Kedudukan, tugas, kewenangan, kewajiban Komisaris
Berbicara mengenai komisaris maka kita akan teringat bahwa di dalam

sebuah perseroan yaitu sebuah perseroan terbatas terdapat beberapa organ penting
yang diantaranya Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham. Bank dalam
hal ini yang berbentuk perseroan terbatas tentunya memiliki organ-organ tersebut.
Pengertian pihak terafiliasi bank adalah pihak yang mempunyai hubungan dengan
kegiatan serta pengelolaan usaha jasa pelayanan yang diberikan oleh bank. *
Daam hal ini dapat dikatakan bahwa hubungan terjalin melalui penggabungan
pihak tersebut kepada bank, tanpa menghilangkan identitasnya. Alasan-alasan dari
penggabungan tersebut adalah keterikatan kepemilikan, hubungan keluarga
dengan pihak tertentu di bank, pengurusan bahkan hubungan yang sebatas kerja
sgja seperti karyawan ataupun hubungan kerja seperti konsultan hukum dan
akuntan publik yang terafiliass dengan adanya hubungan kerja pemberian
pel ayanan jasa kepada bank tersebut.

Pengertian mengenai pihak-pihak terafilias pada lembaga perbankan,
dapat dilihat dari ketentuan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan atau Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan. Pihak-pihak terafiliasi yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:
1. Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi, atau kuasanya, pejabat atau

karyawan bank;

2. Anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat, atau
karyawannya, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank seperti akuntan publik,
penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya;

! Djumhana, op cit. him. 278
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4. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi
pengelolaan bank antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga

komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus.

3.1.1 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenagan, dan Kewajiban

Komisaris  Menurut Peraturan Perundang-undangan

Perseroan Terbatas.

Organ ketiga dalam perseroan adalah komisaris sebagai salah satu
organ dalam perseroan. Komisaris menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) adalah sebagai organ
perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus
sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Lebih
lanjut lagi dikatakan pada pasal 108 ayat (1) UUPT disebut dewan komisaris
melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada
umumnya, baik mengenal perseroan maupun usaha perseroan dan memberi
nasihat kepada direksi. Tujuan dari adanya pengawasan dan pemberian nasihat ini
adalah untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
Tujuan dan maksud perseroan tersebut tidak untuk kepentingan pihak atau
golongan tertentu melainkan secara menyeluruh untuk perseroan.

Dewan Komisaris di dalam perseroan berkedudukan sebagai badan
supervisi. % dapat pula dikatakan bahwa komisaris merupakan badan non eksekutif
yang tidak berhak dalam rangka mewakili perseroan, kecuali dalam hal tertentu
yang disebutkan dalam UUPT dan anggaran dasar perseroan tersebui.

Fungsi komisaris dalam perseroan adalah untuk mengawas dan
memberikan nasihat kepada direksi, agar perusahaan tidak melakukan perbuatan

melanggar hukum yang merugikan perseroan, shareholders dan stakeholder.

? Ridwan Khairandy. Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan
Yurisprrudensi. (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009), him. 241.
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Fungsi-fungsinya adalah sebagai berikut:®
1 Fungs Pengawasan
a.  Audit Keuangan
Menempati posisi yang sangat penting dalam setigp perusahaan.
Sebagal dat satuan hitung dan alat tukar maka dapat dikatakan bahwa uang
merupakan ekspresi omset, aset, laba rugi perseroan. Dengan demikian, audit
keuangan adalah sektor yang sangat riskan untuk diawasi.
b. Audit Organisasi
Pengawasan terhadap struktur organisasi, hubungan lini dari
pemimpian, bentuk dan besarnya struktur suatu organisasi, harus selau
disesuaikan dengan kebutuhan perseroan. Bila akan diambil kebijakan untuk
membentuk suatu bagian tertentu dari perusahaan, maka hal tersebut harus
diperhatikan dengan sungguh dan tepat. Analisis biaya dan manfaat (cost-benefit
analysis) dapat membantu menentukan bentuk dan besarnya struktur organisas
tepat gunabagi kepentingan perseroan itu sendiri.
C. Audit Personalia
Pengawasan terhadap personalia, dimana terdapat penentuan kriteria
dan persyaratan untuk mendapatkan persona yang memenuhi kualifikas sesuai
kebutuhan perseroan memerlukan ketelitian. Meskipun terdapat prinsip-prinsip
yang diperuntukkan/ dipusatkan bagi direks untuk dalam sumber daya manusia,
namun secara selektif dapat diterapkan pedoman umum seperti fiduciary duties,
duties of loyalty, duties of skills, duties of care, dan duties to act lawfully yang

dapat membantu komisaris dalam mengaudit personalia di dalam perseroan.

2. Fungs Penasehat
a. Daam Pembuatan Agenda Program
Pemberian nasihat yang diberikan oleh komisaris kepada direksi, baik
dalam proses pembuatan agenda rapat maupun dalam program kerja dapat disebut
sebagal nasihat-nasihat yang diberikan dalam rangka pembuatan agenda program
demi implementas GCG dan kemajuan perusahaan sudah sepatutnya diperhatikan
oleh direksi.

3 Ibid. him, 242.
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b. Daam Pelaksanaan Agenda Program

Pemberian nasihat dari komisaris kepada direks dalam proses
pelaksanaan agenda program kerja dapat disebut sebagai nasihat-nasihat
dalam implementass GCG. Sebagaimana dalam pembuatan agenda rapat
dan program kerja, maka informasi yang diberikan demi kebaikan dan
keberhasilan perusahaan dalam rangka GCG sudah sepatutnya
diperhatikan oleh direksi demi kepentingan perseroan.

Pengawasan dewan komisaris diwujudkan dalam dua level vyaitu
performance yang memberikan pengarahan dan petunjuk pada direks dan
RUPS. Sementara yang dimaksud pada level conformance adalah pelaksanaan
kegiatan pengawasan agar ditaati baik terhadap pengarahan, petunjuk, ataupun
ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku tersebut.

Prinsi p-prinsip yang dalam menjal ankan tugas yaitu adalah:’

1. Komisaris merupakan badan pengawas

Komisaris dimaksudkan sebagal badan pengawas (badan supervisi.) selain
mengawasi tindakan direksi, komisaris juga mengawasi perseroan secara umum.
2. Komisaris merupakan badan independen

Seperti halnya direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) komisaris
adalah badan yang independen, komisaris tidak tunduk kepada kekuasaan
siapapun dan komisaris melaksanakan tugasnya semata-mata hanya untuk
kepentingan perseroan.

3. Komisaristidak mempunyai otoritas manajemen (non executive)

Meskipun komisaris merupakan pengambil keputusan (decision maker),
tetapi pada prinsipnya komisaris tidak memiliki , otoritas mangjemen. Pihak yang
memilikinya hanyalah direksi.

4. Komisaristidak dapat memberikan instruksi yang mengikat kepada direksi

Walaupun tugas utama komisaris adalah untuk melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas-tugas direks, tetapi komisaris tidak berwenang
untuk memberikan instruksi langsung kepada direksi. Hal ini dikarenakan jika
kewenangan ini diberikan kepada komisaris, maka posisinya akan berubah dari

*Ibid. him. 244.
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badan pengawas menjadi badan eksekutif. Sehingga dalam ha ini fungs
pengawasannya dilakukan melalui jalan yang diantaranya:

a. Menyetujui tindakan-tindakan tertentu yang diambil oleh direksi

b. Memberhentikan direksi untuk sementara waktu

c. Memberikan nasihat kepada direksi, baik diminta ataupun tidak, dalam

rangka pel aksanaan pengawasan

5. Komisaristidak dapat diperintah oleh RUPS

Sebagal konsekuensi dari kedudukan komisaris yang independen, maka
komisaris tidak dapat diperintah olen RUPS, meskipun diketahui bahwa RUPS
memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu perseroan. RUPS sebagai pemegang
kekuasaan tertinggi dapat memberhentikan komisaris, dengan atau tanpa

menunj ukkan alasan pemberhentiannya (with or without cause).

Tingkat Pengawasan

Berdasarkan tingkat pengawasan maka dewan komisrais adalah sebagai
berikut®:
1. Komisaris minimum

Dipergunakan karena syarat undang-undang dan anggaran dasar perseroan
jadi hanya merupakan syarat formalitas.
2. Komisaris kosmetik

Komisaris yang bertugas melegitimasi segala keputusan direksi
3. Komisaris pgangan

Komisaris yang dipasang untuk menakut-nakuti orang jika ada pihak-pihak
yang ingin memprotes keputusan perseroan
4. Komisarisoversight

Komisaris yang bertugas semata-mata hanya mengawasi kegiatan dan

kebijaksanaan dari direksi dan perseroan.

5
I

C.

id. him. 245
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5. Komisaris Independen
Komisaris yang tidak ada hubungannya dengan keluarga maupun hubungan

bisnis dengan direksi maupun dengan pemegang saham

6. Komisaris Pengambil keputusan
Komisaris yang digak mengambil keputusan-keputusan tertentu yang

merupakan kegiatan dari suatu perseroan.

Komposisi Dewan Komisaris

Jumlah dewan komisaris adalah satu anggota atau lebih dimana di UUPT
pasal 108 ayat (4) telah ditentukan bahwa dewan komisaris yang terdiri atas lebih
dari satu anggota merupakan majelis dan setiap anggotanya tidak diperkenankan
untuk berdiri sendiri bertindak melainkan harus berdasarkan keputusan bersama
dewan.

Komisaris pada bank sendiri minimum berjumlah 2 anggota dan berbentuk
dewan. Hal ini diatur di pasal 108 ayat (5) UUPT. Ditentukan wajib paling sedikit
dua orang komisaris. Beberapa kewajiban dewan komisrais adalah sebagai
berikut:

1. Membuat risalah rapat dewan komisaris daan menyimpan salinannya

2. Melaporkan kepada perseroan mengena kepemilikan saham-sahamnya atau
keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lainnya, atau

3. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama
tahun terakhir yang baru lampau kepada RUPS.

3.1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenagan, dan Kewajiban
Komisaris Bank Menurut Peraturan Perundang-undangan
Perbankan.

Bank sebagai salah satu lembaga perbankan merupakan sebuah
lembaga yang memerlukan pengawasan yang sangat ketat dan teliti. Hal ini
dikarenakan usaha yang dijalankan oleh bank sendiri adalah penghimpunan dana
masyarakat. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana
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yang telah disempurnakan di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa
penting untuk adanya dewan komisaris di dalam sebuah bank.

Namun, segala peraturan yang mengikat dewan komisaris itu sendiri
harus disesuaikan dengan bentuk hukum dari bank tersebut. Apakah bank tersebut
berbentuk perseroan terbatas, koperas atau lain sebagainya. Bagi bank yang
berbentuk perseroan terbatas maka dewan komisaris adalah organ perseroan yang
bertugas yaitu sebagaimana ada di UUPT yaitu organ perseroan yang bertugas
melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuali dengan anggaran
dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Sedangkan bank yang berbentuk
koperasi maka akan mengacu pada pengertian menurut Undang-Undang Nomor
25 tahun 1992 tentang perkoperasian.

Penting untuk diketahui bahwa dewan komisaris memiliki tanggung
jawab mora terhadap berjalannya bank tersebut. Ketentuan menjadi anggota
dewan komisaris sebuah bank, secara umum harus memenuhi persyaratan:

1. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai
dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

2.  Memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya

3.  Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas
yang baik yaitu memiliki akhlak dan moral yang baik, mematuhi peraturan
perundang-undangan yang berlaku, memiliki komitmen yang tinggi terhadap
pengembangan operasional bank yang sehat, serta dinilai layak dan wajar untuk
menjadi anggota dewan komisaris.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu bahwa anggota dewan
komisaris minimal berjumlah dua orang dan atau sama banyaknya dengan jumlah
direksi yang ada di bank tersebut serta harusah setidaknya ada satu anggota
komisaris yang berkedududkan di Indonesia dan berkewarganegaraan di
Indonesia. Sekurang-kurangnya pula terdapat satu anggota dewan komisaris yang
wajib berasal dari dari pihak independen terhadap pemilik bank. Komisaris
independen adalah seorang anggota dewan komisaris yang tidak memiliki
hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan
keluarga dengan anggota komisaris lainnya, direks dan/atau pemegang saham
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pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk
bertindak independen. °

Dalam ha kedudukannya sebagai anggota dewan komisaris, mereka
diatur dalam hal rangkap jabatan. Maksudnya mereka hanya dapat merangkap
jabatan sebanyak-banyaknya pada satu bank lain atau Bank Perkreditan Rakyat.
Selain itu, mereka juga dibatas menjabat jabatan sebagal anggota dewan
komisaris, direksi atau pejabat eksekutif yang memerlukan tanggung jawab penuh,
untuk hanya pada dua perusahaan lain yang bukan bank. Ketentuan ini
dimaksudkan supaya anggota dewan komisaris dapat mengonsentrasikan dirinya
pada bank tempat yang bersangkutan menjadi anggota dewan direks sehingga
pengawasan dapat berjal an secara efektif.

Sebelum ditetapkan menjadi anggota dewan komisaris mereka
haruslah memperoleh persetujuan Bank Indonesia. Permohonan ini disampaikan
kepada Bank Indonesia melalui direksi bank sebelum mel aksanakan rapat umum
pemegang saham. Pada bank negara, pemerintah merupakan pemegang saham
mayoritas maka keanggotaan dewan komisrias itu ditetapkan oleh presiden atau
usul dari menteri.

Bank umum berbeda dengan bank syariah. Pada bank yang
menjalankan prinsip syariah terdapat dewan pengawas Syariah. Tugas dari dewan
tersebut adalah melakukan pengawasan atas produk perbankan dalam
menghimpun dalam dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada
masyarakat agar berjalan sesual dengan prinsip syariah. Dalam menjaankan tugas
maupun fungsinya, dewan pengawas syariah wajib mengikuti fatwa Dewan
Syariah Nasional. Meskipun dewan tersebut setingkat dengan dewan komiaris
akan tetapi kedudukannya dalam bank tetap bersifat independen

Pada dasarnya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagal
perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak
ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai komisaris sampai pada bagaimana
kewgjiban dan tugas-tugasnya. Secara jelas, karena bentuk dari bank tersebut
adalah perseroan terbatas maka tidak mengherankan bila pengaturan dalam
peraturan perundang-undangan perseroan terbatas sudah mengatur hal tersebut.

®Djumhana, op. cit. him.282

Universitas Indonesia
Tanggung jawab ..., Nyi Mas Gianti Bingah Erbiana, FH Ul, 2011



52

3.2. Kewenangan Dewan Komisaris Diluar Pengawasan dan Komisaris

Independen

Penting untuk diketahui bahwa selain tugas dan fungsinya untuk
mengawasi direks di dalam perseroan, Dewan Komisaris pun memiliki
kewenagan lainnya. Biasanya kewenangan tersebut bersumber dari anggaran dasar
perseroan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(UUPT) mengatakan bahwa di pasal 117 ayat (1) UUPT menentaukan bahwa
dalam anggaran dasar dapat ditetapkan wewenang kepada dewan komisaris untuk
memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi, dalam mel akukan perbuatan
hukum tertentu. Dalam hal ini tentu kewenangan tersebut diluar daripada yang
dituangkan di dalam UUPT yaitu fungsinya sebagai badan supervisi.

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa persetujuan pada pasal ini berarti
memberikan persetujuan yang tertulis dari dewan komisaris. Sedangkan bantuan
dalam ha ini berarti bahwa tindakan dewan komisaris mendampingin direksi
dalam melakukan oerbuatan hukum tertentu. * Namun, perlu diingat bahwa yang
dimaksud dengan persetujuan dan bantuan yang diberikan oleh dewan komisaris
tersebut diluar dari tindakan pengurusan yang memang merupakan tugas dan
kewgjiban dari direksi. Apabila anggaran dasar (AD) menetapkan persyaratan
pemberian persetujuan bantuan tersebut di atas , tanpa persetujuan atau bantuan
dewan komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat perseroan sepanjang pihak
lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. Hal ini diatur di dalam
pasal 117 ayat (2) yang pada penjelasannya mengatakan perbuatan hukum tetap
mengikat perseroan adalah perbuatan hukum yang dilakukan tanpa persetujuan
dewan komisaris sesuai dengan ketentuan anggaran dasar tetap mengikat
perseroan, kecuali dapat dibuktikan pihak lainnya tidak beritikad baik. Berkaitan
dengan hal di atas tentunya memberikan implikasi atas tanggung jawab direksi
yang mengarah pada tanggung jawab pribadi direksi sesuai dengan ketentuan di
dalam UUPT yang berlaku.

Lalu, kewenangan lainnya yang dimiliki komisaris diluar dari kewenangan
mengawas adalah bila berdasarkan AD atau ketentuan Rapat Umum Pemegang

’ K hairandy.op. cit, him. 251
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Saham (RUPS), komisaris dapat mel akukan tindakan pengurusan perseroan dalam
keadaan tertentu dan jangka waktu tertentu. Kegiatan pengurusan tersebut dalam
keberlangsungannya tetap berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang,
dan kewajiban direks terhadap perseroan dan pihak ketiga. Dalam hal ini, pihak
ketiga dapat berarti adalah pihak luar yang berhubungan dengan perseroan.

Berbagai alasan dilontarkan berkenaan dengan dibolehkannya komisaris
melakukan pengurusan. Ada sedikit penambahan, di daam UUPT tepatnya di
penjelasan pasa 118 ayat (2) “ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan
wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pengurusan Perseroan
dalam hal Direksi tidak ada. Yang kemudian dimaksud dengan “dalam keadaan
tertentu”, antara lain keadaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 99 ayat(2)
huruf b dan Pasal 107 huruf c’. selanjutnya, berkaitan dengan apa yang
pengurusan perseroan oleh komisaris tersebut, berdasarkan pasal 99 ayat (2) huruf
C dikatakan dewan komisaris mewakili perseroan dalam hal seluruh anggota
direks memiliki benturan kepentingan dengan perseroan. Adapaun syarat lainnya
yang tercantum di pasal 107 huruf C UUPT “dewan mokisaris mewakili perseroan
apabila seluruh anggota direksi berhalangan atau diberhentikan sementara”. Untuk
alasan-alasan itulah dewan komisaris dapat memiliki kewenangan diliar
kewenangannya dalam mengawasi perseroan.

Dalam perseroan pun dikenal dengan adanya komisaris independen.
Dalam era modern ini penting sekali untuk memiliki seorang komisaris
independen. Terlebih bagi sebuah perseroan yang bergerak dalam bidang usaha
penghimpunan dana masyarakat seperti bank. Bahkan, di salam undng-undang
perseroan dikatakan bahwa diwgjibkan bagi setiap perseroan terbatas untuk
memiliki minimal satu orang yang dijadikan seorang komisaris independen.
Komisaris independen dapat dikatakan sebagai seorang yang berasal dari luar
perusahaan serta tidak mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan atau
afiliasinya dan komisaris utusan. Maksud dari adanya komisaris independen ini
adalah untuk mewujudkan sebuah keadaan yang seimbang di antara berbagai
kepentingan pihak sebagai contoh adalah direksi, komisaris, pemegang saham,
karyawan maupun pemegang saham publik pada perseroan tersebut.
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Komisaris independen ini pun erat kaitannya dengan corporate
governance yang patut diterapkan dalam pengurusan sebuah perseroan terbatas.
Pengertian dari corporate governance adalah corporate governance involves a set
of relationships between a company’s management, its board, its shareholders
and other stakeholders. Corporate governance also provides the structure
through which the objectives of the company are set, and the means of attaining
those objectives and monitoring performance are determined” ® Pengertian ini
diambil dari sebuah buku karangan Colin Law and Patricia Wong berjudul
Corporate Governance: A Comparative Anaylsis Between The UK and China.

Pada prinsipnya Good Corporate Government (GCG) adalah sebuah
refleksi dari sebuah kemapanan atau hebatnya sebuah perusahaan. Adapun
beberapa prinsip dari GCG yaitu: transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan
pertanggungjawaban yang dipraktikan dengan kesesuaian dengan peraturan
perundang-undangan yang ada. Namun, dalam prakteknya perlu untuk diketahui
bahwa best practice, undang-undang non-legidatif, serta self regulation adalah
beberapa aturan hukum yang dikombinasikan dengan GCG. Dalam pengelolaan
sebuah perusahaan juga sangat penting untuk memperhatikan hubungan antara
organ-organ perseroan yang terdapat di dalam perseroan tersebut. Hubungan yang
dimaksud di sini adalah hubungan antara direksi, komisaris, pemegang saham dan
stakeholder lainnya.

Keberadaan dari GCG sudah menjadi makanan pokok atau kebutuhan
vital dalam menjalankan sebuah perusahaan. Terlebih di era globalisas saat ini,
kehidupan bisnis internasional dan transaksinya menjadi penting untuk dijadikan
alasan penerapan GCG secara cepat dan segera.

Kembali kepada hubungan antara komisaris independen dengan GCG
sendiri adalah dalam mewujudkan penerapan GCG yang maksimal penting untuk
melakukan pengangkatan komisaris independen. Di dalam sebuah bank terutama
akan ditemukan banyak hak yang bersinggungan dengan kepentingan para pihak
terutama meyangkut kepentingan nasabah dan kepercayaan yang telah diberikan
oleh mereka kepada pihak bank. Penerapan GCG tentu harus menjadi kebutuhan

¥ Ibid. him. 253
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utama yang wajib dipenuhi. Pada akhirnya, peningkatan pengawasan terhadap
perseroan terutama kinerja dari dewan direksi akan terlaksana dengan optimal.
Komisaris independen semakin penting karena dibutuhkan tidak hanya bagi
perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah namun yang dimiliki umum (public
listed companies) atau perusahaan terbuka. Dapat dikatakannya dengan adanya
komisaris independen, semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) akan
mendapatkan manfaat yang besar. Hal ini dikarenakan sebagai berikut:®
a. Terbentuknya situas yang suitable dengan prinsip-prinsip dasar good
corporate governance, dimana komisaris dapat memberikan pandangan
dengan tingkat independensi dan akuntabilitas yang lebih tinggi

b. Meningkatnya kemampuan dewan komisaris dengan kehadiran komisaris
independen yang professional sehingga efektivitas kerja mereka dapat lebih
optimal .

Penting pula untuk mengetahui peran dan fungsi komisaris independen.
Daam UUPT tepatnya di penjelasan pasa 120 ayat (2) UUPT menyebutkan
bahwa komisaris independen yang ada dalam pedoman tata kelola perseroan yang
baik (code of good corporate governance) adalah “komisaris dari pihak luar”
Terdapat tiga acuan yang menjadi landasan adanya komisaris independen yaitu
acuan tentang kedudukan komisaris dalam suatu perseroan terbatas seperti yang
diatur dalam pasal 108- 121 UUPT, tanggung jawab atas informasi yang tidak
benar dan menyesatkan, dimana komisaris termasuk pihak yang diancam oleh
pasal tersebut, bila ikut serta daam penandatanganan setiagp dokumen yang
berhubungan dengan penyampaian informasi kepada publik di dalam pernyataan
pendafatran, dan adanya pedoman yang dikeluarkan Komite Nasional GCG
sehubungan dengan kehadiran komisaris independen yang ada di perusahaan
publik. Untuk dapat membantu komisaris dalam menjalankan tugasnya,
berdasarkan prosedur yang ditetapkan sendiri maka seorang komisaris dapat
meminta nasihat dari pihak ketiga dan/atau membentuk komite khusus.

K eberadaan komisaris independen sangat diperlukan khususnya PT Terbuka.

° Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini. Komisaris Independen: Penggerak Praktik GCG
di Perusahaan. (Jakarta: PT. indeks, 2004)hIm, 56.
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Agar suatu perusahaan menjadi efektif dalam menjalankan tugasnya,
maka jumlah komisaris independen dalam perusahaan harus ditingkatkan.°

3.3. Tanggung Jawab Komisaris Bank terhadap Tindak Pidana di
Bidang Perbankan Menurut Peraturan Perundang-undangan
Perbankan.

Telah dibahas di bagian sebelumnya bahwa Dewan Komisaris pada
bank yang berbentuk perseroan terbatas menjadikan tanggung jawab dewan
komisaris bila tidak diatur secara spesifik akan mengikuti peraturan perundang-
undangan perseroan terbatas yaitu menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Sehingga perlu untuk membahas sedikit terkait
dengan tanggung jawabnya sebagal bagian dari organ perseroan.

Membahas tanggung jawab Dewan Komisaris perseroan terbatas pada
perseroan terbatas. Penting diperhatikan pasa 1 Angka 6 UUPT yang
mendefinisikan sebagai berikut: “Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang
bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran
dasar serta memberikan nasihat kepada Direks”. Tugas utama dari Dewan
Komisaris adalah mengawasi pengurusan dan pengelolaan perseroan yang
dilakukan oleh Direks dan memberikan nasihat kepada Direksi di perseroan
tersebut. Dewan komisaris saat ini tidak lagi bertindak atas nama prmrgang shaam
tetapi harus mempertahankan kepentingan perseroan termasuk dihadapan
pemegang saham. Dewan Komisaris ini mempunyai tugas sendiri yang merupakan
organ perseroan tapi bukan wakil dari pemegang saham atau pihak-pihak yang
berkepentingan.™*

Dalam menjalankan tugasnya pun mereka tidak dapat berdiri sendiri
dikarena mereka bertindak sebagai majelis, sehingga mereka bersifat kolegial
dalam menjalankan tugasnya. Pengangkatan dewan komisaris sendiri dilakukan
oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan jangka waktu tertentu yang
memungkinkannya untuk diangkat kembali. Dalam UUPT sendiri ada beberapa

'® Khairandy, op cit. him. 258

" Moenaf H. Regar, Dewan Komisaris Perananannya sebagai Organ Perseroan,

Cetakan Pertama, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,2000), him. 40.
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pasal yang menjelaskan tanggung jawab pribadi masing-masing anggota Dewan
komisaris, yaitu:

a Pasal 69 ayat 3 berkaitan dengan laporan keuangan yang
menyesatkan dan tidak benar, maka anggota Dewan Komisaris secara tanggung
renteng bertanggung jawab terhadap pihak ketiga yang dirugikan.

b. Pasal 72 ayat 6 UUPT, yang berhubungan dengan pembagian
deviden interim yang dilakukan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris
sebelum tahun buku perseroan berakhir, dan saat akhir tahun buku peseroan
merugi, pemegang saham pun tidak dapat mengembalikan dividen interim yang
telah dibagikan tersebut kepada perseroan, dengan demikian unusur ketai-hatian
sangatlah perlu diperhatikan

c. Pasal 112 ayat 4 berkaitan dengan pembatalan pengangkatan
anggota Dewan Komisaris sebab tidak terpenuhinya persyaratan pengangkatan,
maka walau perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas anama Dewan
Komisaris sebelum pengangkatan batal, dan menjadi tanggung jawab perseroan tapi
anggota Dewan Komisaris tersebut tetap bertanggung jawab terhadap kerugian
yang perseroan derita. Dapat terlihat bahwa anggota Dewan Komisaris tersebut

d. Pasal 114 ayat 2 UUPT terkait dengan tanggung jawab secara
pribadi setigp anggota Dewan Komisaris atas kerugian perseroan apabila yang
bersangkutan bersalah atau lalai atas tugasnya. Dalam hal dewan komisaris terdapat
2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, maka menurut ketentuan pasal
tersebut, tanggung jawab tersebut diatas berlaku secara tanggung renteng bagi
setiap anggota Dewan Komisaris.

e. Pasal 115 ayat 1 UUPT yang berkaitan dengan terjadinya
kepailitan karena kesalahan atau kelalaian dari Dewan Komisaris dalam mengawasi
direksi serta kekayaan yang dimiliki oleh perseroan pun tidak mencukupi guna
memenuhi kewagjibannya. Dengan demikian, setigp anggota Dewan Komisaris
secara tanggung renteng ikut bertanggungjawab (berasama anggota Direksi)
terhadap kewagjiban yangbelum dilunasi. Tanggung jawab itu pun berlaku bagi
anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5(lima) tahun sebelum
putusan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan (Pasal 115 ayat 2 UUPT)
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Berdasarkan penjelasan diatas, pada dasarnya dewan komisaris
merupakan badan non eksekutif yang yang tentu tidak memiliki fungsi eksekutif.
Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa tugas utama dari Dewan Komisaris
hanyalah terkait pada fungsinya dalam mnegawasi dan memberikan nasihat pada
direks walaupun UUPT membolehkan adanya kewenangan lain selain itu.
Namun, sekalipun dalam anggaran dasar perseroan terbatas menetapkan
perbuatan-perbuatan direksi yang memerlukan persetujuan Dwan Komisaris,
persetujuan trsebt bukanlah pemberian kuasa dan bukan pula perbuatan
pengurusan seperti halnya tugas direksi. Walaupun demikian penting untuk
diketahui bersama bahwa direks tidak aska dapat bersembunyi dari apa yang
telah disetujui olenh Dewan Komisaris. Pemberian persetujuan tersebut tidak
membaskan Direks dari tanggung jawabnya atas pengurusan perseroan.
Pemberian persetujuan disini ahnaya dimaksudkan bahwa untuk perbuatan-
perbuatan hukum tertentu diperlukan pengawasan yang khusus dari Dewan
Komisaris. Namun, sekali lagi hal ini pun bukan merupakan pemberian kuasa
karena wewenang pengurusan dan perwakilan yang dimiliki Direksi bersumber
dari uandang-undang yaitu UUPT pasal 92 ayat 1 bukan semata-mata persetujuan
dari Dewan Direks semata. Sehingga, permintaan persetujuan hanyalah sebuah
pelengkap keabsahan dari tindakan Direksi, sedangkan dikatakan bukan “tindakan
pengurusan”, karena persetujuan tersebut bukan merupakan instruksi atau perintah
yang wajib dilaksanakan oleh Direksi. Akan tetapi berdasarkan UUPT dikatakan
bahwa Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehatia-hatian dan penuh
tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan, maka
dapat dikatakan Dewan Komisaris mempunyal tanggung jawab yang sama seperti
Dewan Direksi.

Adapun tiga prinsip utama yang patut dipenuhi oleh Dewan Komisaris
yaitu: fiduciary duty®?, duty skil® and care, statutory duties™®. Penting untuk

2 Fiduciary duty merupakan pelaksanaan tugas yang sesuai dengan kepercayaan yang
diberikan perseran kepada Dewan Komisaris

3 Duty Sill and Care yaitu prinsip yang menunjukkan kepada kemampuan serta kehati-

hatian tindakan Dewan Komisaris
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diketahui bersama apabila Dewan Komisaris atau Anggota Dewan Komisaris
kedapatan melanggar prinsip-prisnip  tersebut maka dapat  dituntut
pertanggungjawaban secara pribadi, bilamana terjadi tindakan yang dilakukannya
merugikan kepentingan perseroan maupun pihak ketiga. Sehingga, perbedaan
utama antara tanggung jawab Dewan Komisaris dan dan Direks yaitu pada fungsi
dan tugasnya dimana Direksi dalam ha pengurusan dan Dewan Komisaris dalam
rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.

Karena Bank merupakan salah satu bentuk dari perseroan terbatas maka
segala yang diatur di UUPT dapat diterapkan selama tidak diatur secara lebih
khusus dalam Undang-Undang Perbankan. Mengenai tanggung jawab dari Dewan
Komiaristergadi menjadi dua yaitu:

a.  Tanggung jawab ke dalam (internal liability)

Daam ha ini Dewan Komisaris dapat dituntut pertanggungjawaban secara
pribadi. Dalam hal ini pertanggung jawaban pribadi tersebut berupa “derivative
action” yang dilakukan oleh pemegang saham untuk dan atas hama perseroan
sebagaimana diatur di dalam pasal 114 ayat 6 UUPT. Selain itu, dalam hal ini
pemegang saham untuk kepentingan sendiri berdasarkan ketentuan pasal 61 ayat 1
UUPT.

b. Tanggung jawab ke luar (external liahility)

Jika tindakan dewan komisaris mengakibatkan adanya kerugian yang diderita
pihak ketiga, sebagai contoh: dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh perseroan,
dewan komisaris dalam hal ini mengetahui bahwa perseroan tidak mungkin
membuat perjanjian tersebut. Namun, persetujuan tetap diberikan kepada Dewan
Direksi untuk dan atas nama perseroan mengadakan perjanjian tersebut. Bila
dalam perkembangannya terjadi kerugian yang dialami oleh pihak ketiga, dewan
komisaris dapat dituntut bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian yang
diderita oleh pihak ketiga tersebut. Dalam pasal 114 ayat 6 juncto pasal 61 ayat 1
dan pasal 69 ayat 3"> UUPT maupun berdasarkan ketentuan perbuatan melawan

¥ qatutory Duty adalah prinsip yang menunjukkan dimana tugas-tugas yang berdasarkan
ketentutan Undang-Undang.

15

Pasal 114 ayat 6 UUPT berbunyi: Atas nama Perseroan, pemegang saham yang
mewakili paling sedkit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
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hukum yang termaktub di dalam pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi “Tiap
perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,
mewagjibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk
menggantikan kergian tersebut” dan pasal 1366 KUHPerdata yang menyebutkan *
Setigp tanggung jawab, bukan hanya atas kergian yang disebabkan perbuatan-
perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian
kesembrononoannya”.

Bila pada kenyataannya, ditemukan adanya tindakan Direks yang menurut
Anggaran Dsara harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris , namun Direksi
melakukan tindakan tanpa meminta persetujuan dari Dewan Komisaris maka
Dewan Komisaris tidak dapat diminta pertanggungjawabannya,bila mana ternyata
kemudian tindakan direks tersebut menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga.
Menurut ketentuan pasal 114 ayat 5 UUPT dijelaskan bahwa anggota Dewan
Komisaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas kerugian dalam hal
tersebut bila dapat dibuktikan:

a la telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehatihatian untuk
kepentingancperseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan

b. Tidak mempunya kepentingan pribadi balk langsung maupun tidak
langsung atas tindakan pengurusan Direks yang mengakibtakn kerugian;
dan

C. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbulnya atau
berlanjutnya kerugian tersebui.

Seperti diketahui bahwa menurut pasal 118 ayat 1 UUPT dijelaskan bahwa
dalam keadaan tertentu dan ditetapkan pada Anggaran Dasar dan putusan RUPS
maka Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan. Hal-hal dapat
dilakukan bilama Direks tidak dapat melakukan tindakan pengurusan yang dapat

dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya
menimbulkan kerugian pada perseroan ke Pengadilan Negeri

- Pasal 61 ayat 1 UUPT berbunyi: Setiap pemegang saham berhak mengajukan
gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan
yang dianggap tidak adil dan/atau tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi,
dan/atau Dewan Komisaris.

- Pasal 69 ayat 3 UUPT berbunyi: Dalam hal laporan keuangan yang disediakan
ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara
tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.

Universitas Indonesia
Tanggung jawab ..., Nyi Mas Gianti Bingah Erbiana, FH Ul, 2011



61

disebabkan karena adanya benturan kepentingan yang tentu pada akhirnya
menyebabkan lowongnya posisi direksi tersebut. Namun, selama kurun waktu
mel aksanakan pengurusan tersebut, tanggung jawab Dewan Komisaris tidak ada
bedanya dengan tanggung jawab direksi. Sehingga, segala ketentuan mengenai
hak, wewenang, dan tanggung jawab direksi yang diatur di dalam peraturan
perundang-undangan perseroan terbatas berlaku terhadap Dewan Komisaris
tersebut.

Bentuk badan hukum perseroan terbatas mengakibatkan tanggung jawab
Pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi menjadi terbatas. Namun, dalam
hal-hal tertentu tanggung jawab terbatas tersebut dapat berubah menjadi tanggung
jawab tak terbatas yang mengakibatkan baik pemegang saham, dewan komisaris.
Direks dapat dituntut pertanggungjawaban samapi pada harta kekayaan
pribadinya. Sebagai catatan, kelalaian pada pihak direks tidak serta merta bahwa
Dewan Komisaris pun lalai atau bersalah. Serta, pemberian persetujuan oleh
Dewan Komisaris tidak berarti membebaskan Direks dari tanggung jawabnya
yang tentunya menunjukkan adanya tanggung jawab masing-masing bagi setipa
organ dalam perusahaan.

Dalan ha kewgjiban dan fungsinya, dewan komisaris terikat pada
fiduciary duty. Bila dalam pelaksanaan tugasnya di dalam perseroan tersebut
diketahui bahwa prinsip tersebut tidak diterapkan dengan baik bahkan sama sekali
tidak maka Dewan Komisaris tidak mendapatkan apa yang disebut dengan
business judgement rule'®, dimana pelaksanaan fiduciary duty tersebut untuk
kepentingan semua pihak yang berkepentingan dengan perseroan terbatas.
Sehingga, bila anggota Komisaris ingin dilindungi sifat pertanggungjawaban
terbatasnya, maka mereka harus melaksanakan segala macam kewajiban yang
telah diatur oleh undang-undang, mereka pula harus berpedoman pada empat hal
terpentingan, yaitu:*’

'® Business Judgemnet Rule merupakan aturan yang melindungi manejemen dari

pertanggungjawaban dalam transaksi korporasi yang dilakukan dalam lingkup kekuasaan
korporasi dan kewenangan dalam pengelolaan, dimana terdapat dasar yang layak untuk
mengindikasikan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan kehati-hatian dan itikad baik.

" Djoko Sih Widhi Tri Wahyu Hutomo, Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris
dalam Pendirian Perseroan Terbatas. (Thesis Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta:
2009), him. 47.
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1. Melaksanakan segala macam kewgjiban yang diisyaratkan sampa dengan
perseroan terbatas memperoleh status badan hokum, karena selama perseroan
belum berstatus badan hukum maka tidak ada pertanggungjawaban terbatas
baik bagi pendiri, anggota Direksi maupun Dewan Komisaris

2. Melakukan segala macam kewagjiban yang diperlukan dan diwgjibkan oleh
peraturan perundang-undangan yang berlaku selama dan sepanjang perseroan
sebagal badan hukum masih tetap eksis dan menghindari melakukan tindakan
yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, dalam kaitannya dengan
UUPT, kewagiban tersebut untuk antara lain melakukan pelaporan
kepemilikan saham mereka dan atau keluarganya pada perseroan dan
perseroan terbatas lainnya, melaksanakan rapat dan menyelenggarakan
pemeliharaan risalah rapat termasuk dokumen-dokumen perusahaan,
membuat |aporan tahunan lengkap dengan perhitungan tahunan,

3. Tidak mencampuradukan harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan
perseroan terbatas, serta tidak mempergunakan harta kekayaan perseroan
trebatas untuk kepentingan pribadi, serta tidak mengambil keuntungan secara
pribadi dengan mempergunakan harta kekayaan perseroan dan atau fasilitas
yang diberikan oleh perseroan.

4. Menjdankan dan memperlakukan perseroan terbatas sejalan dan sesuai
dengan maksud dan tujuan serta untuk kepentingan perseroan semata-mata.
Daam ha ini jika pemegang saham, anggota Direks maupun Dewan
Komisaris perseroan memperlakukan kepentingan, maksud dan tujuan
perseroan terbatas sebagai bagian dari keentingan, maksud dan tujuan
individu mereka maka piercing the corporate veil akan berlaku bagi mereka.
Berbicara mengenai tanggung jawab pemegang saham, dewan komisaris dan

anggotanya dalam perseroan maka akan terbentu suatu tanggung jawab terbatas

bagi mereka. Namun, prinsip tersebut tidaklah mutlak karena dalam keadaan
tertentu tanggung jawab yang terbatas tersebut menjadi tidak terbatas bila bila
dapat dibuktikan terjadi penyimpnagan atau penyal ahgunaan wewenang dan harta
kekayaan perseroan oleh organ-organ dalam perseroan tersebut. Dalam perseroan
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terbatas dikatakan bahwa tanggung jawab terbatas menjadi tidak berlaku apabila

terjadi satu diantara keadaan-keadaan sebagai berikut™®:

1. Bilamana perseroan terbatas belum mendapat status badan hukum dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, didaftarkan dan diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia.

2. Perseroan terbatas yang telah mandapatkan pengesahan sebagai badan hukum
ternayata tidak menerima, mengambil alih dan tidak mengukuhkan transaks
yang dibuat sebelum perseroan terbatas disahkan sebagai badan hukum

3. Itikad buruk pemegang saham yang memanfaatkan perseroan terbatas semata-
mata untuk kepentingan pribadi, baik dilakukan secara langsung maupun
tidak langsung

4. Terjadi tindakan melawan hukum yang dilakukan perseroan terbatas yang
melibatkan pribadi pemegang saham, anggota direksi dan atau dewan
komisaris

5. Pemegang saham, anggota direks dan atau dewan komisaris perseroan
terbatas, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum
menggunakan kekayaan perseroan menjadi tiak cukup untuk meluna utang
perseroan

6. Bila pemegang saham tunggal terjadi lebih dari 6 (enam) bulan sgak
pemegang saham lainnya melepaskan saham-sahamnya.

Tentunya, ada konsekuensi penting dari hapusnya tanggung jawab terbatas
dewan komisaris. Konsekuensi tersebut adalah hapusnya perlindungan tanggung
jawab terbatasnya, dan mereka dapar dituntut untuk bertanggung jawab dengan
ikut membayar utang perseroan melalui harta mereka secara pribadi.

Berkaitan dengan tanggung jawab komisaris bank dalam tindak pidana di
bidang perbankan maka Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan yang merupakan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan (UUP) perlu untuk diperhatikan dan dijadikan acuan.
Dalam tindak pidana di bidang perbankan, tindak pidana yang tidak diatur di
dalam undang-undang perbankan dapat termasuk ke dalamnya sebagai contoh:
tindak piadan di bidang perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Korupsi,

¥ 1bid. him 48
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Undang-Undang Pencucian Uang, maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP), bahkan dalam penuntutannya semuanya dapat dielaborasikan.

Namun, seperti diketahui bersama bahwa penulis akan membahas
tindak pidana di bidang perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan
tepatnya dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
Perbuatan-perbuatan tersebut dalam istilahnya dapat disebut dengan tindak pidana
perbankan karena hanya meliputi tindak pidana-tindak pidana yang diatur dalam
Undang-Undang Perbankan. Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan diketahui terdapat sekitar 13 macam tindak pidana perbankan yang
dijelaskan dalam 6 pasal yaitu pasal 46-50A. Ketiga belas macam tersebut
dikategorikan ke dalam 4 kategori yaitu: yang berkaitan dengan perizinan, rahasia
bank, pengawasan dan pembinaan serta usaha bank.

Setiap tindak pidana yang dilanggar akan melahirkan sanksi bagi
pihak yang terbukti melakukannya. Sanks tersebut terutama akan diberikan
kepada organ dalam bank seperti anggota dewan komisaris, karyawan, direksi
serta pihak-pihak yang terafiliasi. Sanks tersebut diberikan sebagai bentuk
tanggung jawab pelaku terhadap tindak pidana perbankan yang dilakukannya.
Berkaitan dengan hal ini, penulis yang membahas tanggung jawab komisaris
dalam tindak pidana di bidang perbankan maka akan dibahas yang terkait dengan
hal tersebuit.

Pembagian pasal yang mengatur tindak pidana perbankan beserta
sanksi sebagai bentuk tanggung jawabnya menurut Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perbankan yang merupakan penyempurnaan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UUP) adalah sebagai berikut:
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Sanks (Bentuk
_ : Pertanggungj awaban)
No K ategor Nomor Hal yang Diatur (Bentuk Pihak yang
Pasal Tindak Pidana) Melanggar Pidana Denda:
penjara:
1 | Berkaitan dengan Perizinan 46 Adanya penghimpunan dana Siapapun sekurang- Sekurang-
dari masyarakat dalam bentuk | (biasanya kurangnya 5 kurangnya: Rp.
Simpanan tanpaizin dari berbentuk (lrma) tahun 10.000.000.000,00
Pimpinan Bank Indonesia badan usaha) dan paling Paling banyak : Rp.
(sesuai dengan yang lama 15 (lima | 200.000.000.000,00
dipersyaratkan di pasal 16) bel as) tahun
2 | Berkaitan dengan Rahasia| 47 ayat | Tanpa membawa perintah | Siapapun Sekurang- Sekurang-kurangnya
Bank (1) tertulis atau izin dari Pimpinan kurangnya 2 | Rp.
Bank Indonesia seperti pada (dua)  tahun | 10.000.000.000,00
pasal 41 (kepentingan dan paling | Paling banyak : Rp.
perpajakan), 41 A lama 4 | 200.000.000.000,00
(penyelesaian piutang bank (empat) tahun
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47 ayat
@)

yang sudah diserahkan kepada
Badan Urusan Piutang dan
Lelang Negara/Panitia Urusan
Piutang Negara), dan Pasal 42
(kepentingan peradilan dalam
perkara pidana) , sengaa
memaksa bank atau pihak
terafiliasi  untuk memberikan
keterangan seperti pada pasal
40
Sengaja
keterangan

memberikan

yang
dirahasiakan menurut pasal 40

wajib

Anggota
Dewan
Komisaris,
Direksi,

pegawai bank,

atau Pihak
Terdfilias
lainnya

Sekurang-
kurangnya 2
(dua) tahun
dan paling
lama 4
(empat) tahun

Sekurang-kurangnya
Rp.
4.000.000.000,00
Paling banyak: Rp.
8.000.000.000,00
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47 A Senggja tidak memberikan | Anggota Dwan | Sekurang- Sekurang-
keterangan yang wajib dipenuhi | Komisaris, kurangnya: 2 | kurangnya: Rp.
sebagaimana dimaksud dalam | Direksi, atau | (dua) tahun | 4.000.000.000,00
Pasal 42A  (yang telah diayur | pegawal bank | paling lama: 7 | Paling \banyak: Rp.
di pasa 41, 41 A, san 42) dan (tujuh) tahun | 15.000.000.000,00
Pasal  44A  (tddah  ada
persefujuan atau kuasa dari
Nasabah Penyimpan)

Berkaitan Dengan Pengawasan | 48 ayat | Sengga tidak  memberikan | Anggota Sekurang- Sekurang-kurangnya
Pembinaan Bank (1) keterangan yang wajib dipenuhi | Dewan kurangnya: 2 | Rp.
sebagai amna dimaksud pada | Komisaris, (dua) tahun | 5.000.000.000,00
pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) | Direksi, atau | paling lama | Paling banyak Rp.
mengenai usaha dan tata cara | pegawai bank | 10 (sepuluh) | 100.000.000.000,00
serta bagi pemeriksaan buku- tahun

buku dan berkas-berkas juga
dalam
kebenaran dari segala yang
dilaporkan, dan pasal 34 ayat

bantuan mencari

(1) dan ayat (2) tentang neraca,
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48 ayat
@)

perhitungan labalrugi tahunan

sertalaporan berkala

Lala memberikan keterangan
yang
sebagaimana dengan dimaksud
pasal 30 ayat (1) dan ayat (2)
dan pasal 34 ayat (1) dan ayat
(2) seperti yang telah dijelaskan
pada penjel asan sebelumnya

wajib dipenuhi

Anggota
Dewan
Komisaris,
Direksi,
pegawai bank

atau

Sekurang-
kurangnya 1
(satu) tahun
dan paling
lama 2 (dua)
tahun

Sekurang-kurangnya
Rp.
1.000.000.000,00

Paling banyak Rp.
2.000.000.000,00
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4 | Berkaitan Dengan Usaha Bank | 49 ayat

() a

49 ayat
Db

49 ayat
(Dc

Membuat atau menyebabkan
adanya catatan palsu, dalam
pembukuan atau laporan yang
usaha,
transaks atau rekening suatu
bank

berkaitan = dengan

Menghilangkan atau  tidak
memasukkan atau
menyebabkan tidak

dilakukannya pencatatan dalam
pembukuan atau dalam laporan,
maupun dalam dokumen atau
laporan legiatan usaha, laporan
transaks atau rekening suatu
bank

Mengubah, mengaburkan,
menyembunyikan, menghapus,
atau menghilangkan adanya
dalam

suatu pencatatan

Anggota
Dewan
Komisaris,
Direksi,
pegawal bank

atau

Anggota
Dewan
Komisaris,
Direksi
Pegawai bank

atau

Anggota
Dewan
Komisaris,

Direksi atau

Sekurang-

kurangnya 5
tahun
paling

(lima)
dan
lama 15 (lima
bel as) tahun
Sekurang-
kurangnya 5
tahun
paling

(lima)
dan
lama 15 (lima
belas) tahun

Sekurang-
kurangnya 5
(lima) tahun
dan paling
lama 15 (lima

Sekurang-kurangnya
Rp.
10.000.000.000,00
Paling banyak : Rp.
200.000.000.000,00

Sekurang-kurang Rp.
10.000.000.000,00

Paling banyak Rp.
200.000.000.000,00

Sekurang-kurangnya
Rp.
10.000.000.000,00
Paling banyak Rp.
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49 ayat
(2 a

pembukuan atau dalam laporan,
maupun  dalam  dokumen/
laporan kegiatan usaha, laporan
transaks atau rekening suatu
bank, atau dengan sengaa
mengubah, mengaburkan,
menghilangkan,
menyembunyikan/ merusak
catatan pembukuan.

Meminta atau  menerima,
mengizinkan, atau menyetujui
untuk menerima suatu imbalan,
komisi, uang tambahan,
pelayanan, uang atau barang
berharga, untuk keuntungan
pribadinya atau untuk
keuntungan keluarganya, dalam
rangka mendapatkan  atau
berusaha mendapatkan bagi

Pegawai Bank

Anggota
Dewan
Komisaris,
Direkss  atau
Pegawai Bank

belas) tahun

Sekurang-
kurangnya 3
(tiga) tahun
dan paling
lama 8
(delapan)
tahun

200.000.000.000,00

Sekurang-kurangnya
Rp.
5.000.000.000,00
Paling banyak Rp.
100.000.000.000,00
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49 ayat
2b

orang lain dalam meperoleh
uang muka, bank garansi, atau
fasilitas kredit dari bank, atau
dalam rangka pembelian atau
pendiskontoan oleh bank atas
surat-surat-surat  wesel, surat
promes, cek, dan kertas dagang
atau bukti kewajiban lainnya
ataupun dalam rangka
memberikan persetujuan bagi
oranglain untuk melaksanakan
penarikan dana yang melebihi
batas kreditnya pada bank.

Tidak melaksanakan |angkah-
langkah yang diperlukan untuk
memastikan  ketaatan  bank
terhadap  ketentuan  dalam

undang-undang perbankan

Anggota
Dewan
Komisaris.
Direks  atau
Pegawai Bank

Sekurang-
kurangnya 3
(tiga) tahun
dan paling
lama 8

Sekurang-kurangnya
Rp.
5.000.000.000,00

Paling banyak Rp.
100.000.000.000,00
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50

S0 A

tersebut dan

peraturan perundang-undangan

ketentuan

yang lain yang berlaku bagi
bank

Senggja tidak melaksanakan
langkah-langkah yang
diperlukan untuk memastikan
ketaatan bank terhadap
dalam

undang perbankan tersebut dan

ketentuan undang-

ketentuan peraturan perundang-

undangan yang lain yang
berlaku bagi bank

Melakukan atau tidak
melakukan  tindakan  yang
mengakibatkan  bank  tidak

melaksanakan langkah-langkah

yang diperlukan untuk

Pihak yang
Terdfilias
dengan Bank

Pemegang
Saham yang

dengan sengaja

menyuruh
Dewan
Komisaris,

(delapan)
tahun

Sekurang-
kurangnya 3
(tiga) tahun
dan paling
lama 8
(delapan)
tahun

Sekurang-
kurangnya 7
(tujuh) tahun
dan paling

Sekurang-kurangnya
Rp.
5.000.000.000,00
dan paling banyak
Rp.
100.000.000.000,00

Sekurang-kurangnya
Rp.
10.000.000.000,00
dan Paling banyak
Rp.
200.000.000.000,00
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memastikan  ketaatan  bank | Direks atau lama 15 (lima
terhadap  ketentuan  dalam | Pegawai Bank | belas) tahun
undang-undang perbankan
tersebut dan ketentuan
peraturan perundang-undangan
yang lain yang berlaku bagi
bank

Tabd 1.
Jenisdan Bentuk Tanggung Jawab Komisaris Bank Terhadap Tindak Pidana Perbankan Menurut Undang-Undang Perbankan.
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Berdasarkan apa yang diterangkan di atas maka dapat dilihat bahwa bentuk
tanggung jawab yang diberikan kepada Anggota Dewan Komisaris yang menjadi
pelaku tindak pidana perbankan belum cukup berat mengingat masih banyak
kasus yang terjadi berkeneaan dengan hal ini. Hukuman itu seakan tidak cukup
bagi mereka. Namun, tetap sanksi pidana dalam ha ini bersifat Ultimum
Remedium dimana dijatunkan sebagal langkah terakhir dalam memberikan
hukuman. Oleh karena itu, tanggung jawab dari komisaris sendiri pada dasarnya
cukup berat dan sama beratnya dengan direksi. Dalam beberapa kasus, anggota
komisaris kebanyakan melakukan tidak pidana perbankan dengan bekerja sama
dengan direksi, pegawai maupun pihak terafilias bank lainnya. Bilamana ia
melakukan seorang diri, biasanya dia adalah pemilik atau pemegang saham
terbesar dalam bank tersebut serta kebanyakan terjadi pada bank-bank kecil.

Mengingat dalam hukum dikena adanya Lex Specialis Derogat Lex

Generalis dimana peraturan yang lebih spesifik menyesampingkan peraturan
yang lebih luas. Untuk itulah, untuk kasus tindak pidana di bidang perbankan
hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan digunakan sebagai bahan
utama adapun undang-undang lain dapat dielaborasikan dan menjadi dasar
penuntutan pula bila masuk pada ranah lainnya biasanya Undang-Undang
Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun Undang-
Undang Money Laundring.

Daam ha ini pula, penulis memusatkan perhatian penulisan pada
tindak pidana di bidang perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang merupakan penyempurnaan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UUP) yang pada akhirnya
disebut dengan tindak pidana perbankan khususnya yang dilakukan oleh
Anggota Dewan Komisaris.
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BAB 4

ANALISISKASUS: TANGGUNG JAWAB KOMISARIS BANK
TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN
BERDASARKAN KASUS PT. BANK CITRAHASTA
DHANAMANUNGGAL

Sebagal salah satu bank yang dilikuidasi oleh pemerintah di tahun 1998
di masa krisis moneter, PT. Bank Citra Dhanamanunggal (Bank Citra) mengalami
sebuah masa dimana salah satu penyebab kejatuhannya adalah adanya tindak
pidana perbankan yang dilakukan oleh pihak dalam. Bank Citra mengalami
masalah keuangan karena salah satu anggota Dewan Komisaris dan Direksi
melakukan tindak pidana perbankan yang tentunya menyimpang dari Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang merupakan
penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(selanjutnya disebut UU Perbankan) serta undang-undang hukum pidana lain yaitu
pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut dengan
KUHP).

Walaupun, dalam perkara tersebut masih diberlakukan UU Perbankan,
sebagal dasar dan berdasarkan teori-teori yang telah dibahas di bab-bab
sebelumnya maka analisis terkait kasus yang membelit bank tersebut adalah
sebagal berikut.

Kasus ini diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada
tanggal 6 April 1998. Dengan Nomor Putusan: 001/PID/B/1998/PN. JKT. .
Dengan para terdakwa yaitu :

1 Nama Lengkap : Achmad Febby Fadillah

Tempat |ahir : Jakarta

Umur/ Tgl Lahir  : 33 Tahun (pada saat persidangan) / 2 Februari 1965

Jenis Kelamin : Laki-Laki

K ebangsaan > Indonesia

Tempat tinggal . Billy and Moon Blok. F/9 Rt. 004/010 Kelurahan
Pondok Kelapa Jakarta Timur

Agama . Kristen
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Pekerjaan : Anggota Komisaris PT. Bank Citra
(Selanjutnya dalam kapasitas dan kedudukannya disebut Terdakwa I)

2. Nama : ChandraWijaya
Tempat |ahir : Teluk Betung
Umur/Tgl. Lahir  : 35 tahun (pada saat persidangan) / 7 Mei 1962
Jenis Kelamin - Laki-laki
K ebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : J. Mandar XIX Blok DF/20, Bintaro Jakarta Selatan
Agama . Kristen
Pekerjaan . Swasta (saat itu menjabat sebagal Direktur Utama
Bank Citra

Selanjutnya dalam kapasitas dan kedudukannya disebut Terdakwa I1.

Mereka dituntut dan dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana
perbankan yaitu “Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank
dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk
memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang
perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku
bagi bank”. Serta, “Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan
pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut
serta melakukan perbuatan”. Sebagai mana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) b
Undang-Undang Nomor UU Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp.
6.000.000.000,00. Namun, pada UU Perbankan ditambah menjadi pidana
penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, paling lama 8 (delapan) tahun dan
denda paing banyak Rp. 5.000.000.000,00 dan paing banyak Rp.
100.000.000.000,00.
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Hukuman yang dituntut adalah 6 (bulan) bulan kurungan penjara dikurangi
selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara yaitu:
1. Terdakwa | Achmad Febby Fadillah ditahan Penyidik sgak tanggal 7

Oktober 1997 g/d 26 Oktober 1997, di perpanjang Penuntut Umum tanggal

27 Oktober 1997 §/d 5 Desember 1997
2. Terdakwa Il Chandra Wijaya ditahan Penyidik sejak tanggal 10 Oktober

1997 </d 29 Oktober 1997, diperpanjang Penuntut Umum tanggal 30

Oktober 1997 s/d 8 Desember 1997
3. Penahanan Para terdakwa dialihkan menjadi tahanan kota sgjak tanggal 5

Desember 1997
4. Perpanjangan tahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri menjadi tahanan

rumah segjak tanggal 5 Januari 1998 s/d 3 Februari 1998
5. Perpanjangan penahanan rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta

Barat sgjak tanggal 4 Februari 1998 s/d 4 April 1998.

Serta, adanya denda yang sebesar Rp. 10.000.000,00, subsidair 4 (empat)
bulan kurungan.

Dimana dalam putusanya akhirnya hakim memutus kurungan penjara
selama 3(tiga) bulan dan denda masing-masing Rp. 40.000.000,00 dengan
subsidair 2 (dua) bulan kurungan, serta barang bukti berupa surat-surat yang telah
dilegdisir, 2 (dua) unit mobil, dan 2 (dua) unit serpeda motor diserahkan kepada
Tim Likuidasi, serta biaya perkara Rp. 5000,00." Putusan ini pun telah inkrah atau
memiliki kekuatan hukum tetap untuk dapat segera dieksekusi. 2

! Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dalam Pemerintah RI V. Achmad Febby Fadillah,
menghukum Achmad Febby Fadillah pemilik 47,5% saham Bank Citra, dan Chandra Wijaya
masing-masing Komisaris dan Direktur PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal, keduanya pidana
penjara masing-masing selama 3(tiga) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 40.000.000,00
dari ancaman maksimal pidana penjara 6(enam) tahun dan denda paling banyak Rp.
6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah). Putusan Nomor. 001/PID/B/1998/PN.JAK .Bar tanggal 6
April 1998.

2 putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ( in kracht van gewijsde) yaitu putusan
yang sudah tidak mungkin dilawan dengan upaya hukum seperti verzet, banding, dan kasasi. Lihat.
http://www.bppk.depkeu.go.id/index.go.id/ondex.php/ekseskusi -pupn/view-category.html
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4.1. Profil PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal

Seperti Bank-bank pada umumnya, PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal
(Bank Citra) berdiri sebagai sebuah perseroan terbatas yang modalnyaterdiri dari
saham-saham. Bank Citra sendiri sshamnyaterdiri dari 45,5% saham dimiliki oleh
Suyoso Sukarno sebesar 45,5% yang juga merupakan Komisaris Utama dan
47,5% dikuasai oleh Achmad Febby Fadillah yang merupakan anggota Dewan
Komisaris sedangkan sisanya dimiliki oleh Bambang Chandra. Sedangkan, yang
merupakan direks dari Bank Citra adalah A.K Hanafiah, Ferdinand NP, serta
Chandra Wijaya.

Pendirian Bank Citra berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.
7IKMK.017/1994 tanggal 5 Januari 1994 tentang Pemberian lzin Usaha kepada
PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal. Namun, beberapa tahun kemudian Bank
Citra sendiri dicabut izin usahanya berdasarkan Surat Menteri Keuangan (SK.
Menkeu) No. 539/KMK.017/1997 tanggal 1 November 1997 yang didasarkan
atas usulan Bl dengan surat No. 30/99/DIR/UPB3/Rahasia tanggal 31 Oktober
1997. Total aset yang dimilikinya 163, 5 Milyar dimana laba bersih yang
dimilikinya sebesar Rp. 466 juta dengan dana masyarakat yang terhimpun
sebanyak Rp. 148 Milyar. 3

Akan tetapi, dana yang seharusnya dimasukkan ke dalam rekening milik
Bank Citra, malah dimasukkan ke dalam rekening group perusahaan milik
Achmad Febby Fadillah sebagai pemilik sekaligus anggota dewan komisaris PT.
Bank Citra Dhanamanunggal (Bank Citra). Bank Citra sendiri bermasalah sebab
jumlah dana yang disalurkan tersebut telah melebihi BMPK®. Banyak dana
deposito nasabah yang dimasukkan atau ditransfer ke rekening pribadi orang di

dalam bank terutama komisaris yang juga pemilik dari Bank Citra tersebut.

* Aries, Kelana. “Ulah Mereka yang Dilikuidasi”, www.gatra.ulah.y.mht, diunduh pada
23 Maret 2011.

* BMPK merupakan Batas Maksimum Pemberian Kredit yaitu suatu presentase

perbandingan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank yang
diatur menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum
Pemberian Kredit Bank Umum.
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4.2. KasusPosis

Kasus ini diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan
Nomor Putusan 001/PID/B/1998/PN.JAK .Bar tanggal 6 April 1998. Terdakwa |
Achmad Febby Fadillah yang merupakan Komisaris Utama dan Terdakwa 11
Chandra Wijaya sebagai Direktur Bank Citra telah menarik dana Bank Citra yang
digunakan untuk kepentingan perusahaan group milik Terdakwa Achmad Febby
Fadillah diantaranya untuk proyek rumah susun. Tindakan terdakwa tersebut
mendapat persetujuan dari Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.

Pada tanggal 29 Februari 1996 telah dilakukan transaksi pembelian surat
berharga berupa obligasi® dari PT. Waterfront Sekuritas sejumlah Rp.
32.000.000.000,00, (tiga puluh dua milyar rupiah) dimana obligas tersebut tidak
berada di Bank Citra. Terdakwa Il yaitu Chandra Wijaya sebagai Direktur Bank
Citramenandatangi pembelian transaksi obligasi tersebut.

Selanjutnya, pada tanggal 20 Maret 1996 Bank Citra kembali melakukan
transaksi pembelian SBPU (Surat Berharga Pasar Uang)® dari PT. Trisula Supra
sebesar Rp. 5.000.000.000,00, akan tetapi dananya masuk ke rekening pribadi
Perusshaan milik Terdakwa 1. Terdakwa Il dalam ha ini pun telah
menandatangani transaksi pembelian SBPU tersebut.

Pada tanggal 7 November 1996 Bank Citra kembali melakukan pembelian
NCD (Nota Sertifkat Deposito’) sebanyak Rp. 11.000.000.000,00 dari Bank
Centris dan dananya juga masuk ke Perusahaan milik Terdakwa | serta Terdakwa
[ yang dalam hal ini pun menandatangani transaksi tersebut dan mengetahuinya
Dengan demikian, terjadi penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh Terdakwa I
tersebut.

® Obligasi adalah surat bukti pengakuan utang, yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah
atau perusahaan, dengan jangka waktu sekurang-kurangnya satu tahun.  Lihat H.M.N
Purwosudjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia : Hukum Surat Berharga, (Jakarta:
Djambatan, 2000), him. 203

® Surat berharga pasar uang adalah adalah surat berharga yang biasa diperjualbelikan di
pasar uang yang diantaranyabank-bank, lembaga keuangan bukan bank, dan di “over the counter”
yakni tempat-tempat di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank, dimana transaks jual beli
surat berharga jangka pendek dilakukan. Lihat, ibid. him, 243

" Sertifikat deposito adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh bank yang bersifat
pendepositoan uang pada bank. Lihat, ibid. him, 194.
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Untuk itulah, Bank Citra mendapatkan surat dari Bank Indonesia masing-
masing:

1. Surat tertanggal 31 Desember 1997 Nomor: 29/538/UPB3/Rahasia, yang
isinyamengenai tindak lanjut hasil penemuan

2. Surat tertanggal 4 Februari 1997 Nomor: 29/588/UPB3/Rahasia, yang
isinyamengenai penyel esaian fasilitas kepada pemegang saham

3. Surat tertanggal 19 Maret 1997 Nomor: 28/1995/UPB3/rahasia yang isinya
mengenai Debitur Bank Citra

4. Surat tertanggal 15 Oktober 1997 Nomor: 30/165/UPB3/APB3/ Rahasia
yang isinyamengenal upaya perbaikan Bank Citra.

Namun, pada tangga 29 September 1997 Terdakwa | melakukan
penarikan dana sebesar Rp. 250.000.000,00 secara tunai setelah adanya Surat
tanggal 17 September 1997 dari Bank Indonesia yang berisikan agar tidak
memberikan tambahan kredit kepada pemegang saham yang tidak diindahkan oleh
Terdakwa |. Walaupun, pada akhirnya telah diselesaikan dalam waktu 3 hari.
Diketahui bahwa Terdakwa 1 selain sebagal anggota Dewan Komisaris sekaligus
juga merupakan pemilik saham sebanyak 47,5% pada Bank Citra dimana dia
menjabat. Dimana Bank Citra sendiri pemegang sahamnya terdiri dari Terdakwa 1
yang merupakan pemegang saham mayoritas yaitu Rp. 47,5% dan Suyoso
Sukanto sebesar 45% yang sisanya dimiliki pemegang saham minoritas lainnya.
Terdakwa | sendiri dapat menjadi pemegang saham setelah adanya
pengambilalihan Bank Citra dari Bambang Samiyono yang merupakan pemilik
bank Citra sebelumnyadan hal ini pun adalah atas anjuran Bambang Samiyono.

Pada akhirnya para terdakwa ternyata terbukti melakukan tindak pidana
tersebut dan mengakui perbuatannya. Hingga, keduanya pun dihukum dengan
pidana penjara 3 bulan dan denda sebesar Rp. 40.000.000,00 sebagai bentuk
tanggung jawab mereka. Terutama bagi terdakwa 1 yang merupakan anggota
dewan komisaris yang semestinya melakukan pengawasan dan pemberian nasihat
kepada direksi.
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4.3. Tindak Pidana Di Bidang Perbankan yang Dilakukan Oleh Komisaris

sekaligus Pemilik

Seperti diketahui bersama bahwa Dewan Komisaris adalah organ perseroan
yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai
dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi.® Dengan
demikian sudah sepantasnyalah seorang yang menjabat sebagai anggota Dewan
Komisaris memberikan contoh nyata dan konkret akan tindakan pengawasan
internal  yang kokoh dan pemberian nasihat yang mumpuni dalam rangka
mengedepankan kepentingan dari perseroan itu sendiri dalam hal ini adalah bank.

Dalam struktur kepengurusan bank, terdapat 3 organ yang penting yaitu

Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai bank. Berkenaan mengenai hal tersebut
ketiganya tentu memiliki banyak kedudukan, tugas, kewenangan, fungsi, kwajiban
dan hak yang masing-masing berbeda. Berkaitan dengan tindak pidana perbankan
tersebut, sesuai dengan kasus maka analisis penulis adalah sebagai berikuit:

Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank

Secara kepengurusan dan berdasarkan kapasitasnya sebagal seorang
anggota Dewan Komisaris, Terdakwa 1 sudah sepantasnyal ah terikat dengan apa
sgja yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan yang mengatur mengenai
tindak pidana perbankan. Seperti diketahui bersama berdasarkan pada saksi
seperti Suyoso Sukanto, Ferdinand Nurfian Oanji, Achmad Kasah Hanafiah dan
pengakuannya sendiri, Terdakwa 1 memang merupakan anggota Dewan
Komisaris Bank Citra yang memiliki saham sebanyak 47,5% yang dibelinya dari
Bambang Samiyono (pemiliki lama).

Dalam pasa-pasa yang didakwakan padanya yang berbunyi
Anggota Dewan Komisaris, Direks atau Pegawai Bank dengan sengaja tidak
mel aksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank
terhadap ketentuan dalam undang-undang perbankan dan ketentuan peraturan

perundang-undangan lain yang berlaku bagi bank, pada pasal 49 ayat (2)b

® Indonesia. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Nomor 40 Tahun 2007. Pasal
1, butir 6. LN. 106. TLN. 4756.
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Undang-Undang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP yang bunyinya Dipidana

sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan,

yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Terdapat

unsur :

1 Anggota Dewan Komisaris, Direks atau Pegawai Bank

2. Dengan sengga tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan
untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan Undang-Undang dan
peraturan yang berlaku bagi bank.

Maka, unsur pada point pertama adalah sesual karena Terdakwa 1 memang

merupakan Anggota Dewan Komisaris dari Bank Citra.

Jabatan Komisaris bank sendiri merupakan sebuah jabatan yang memang
tidek dapat disalahgunakan dan dijadikan alat untuk dimanfaatkan bagi
kepentingan sendiri. Mengingat ternyata selain menjadi anggota Dewan
Komisaris, Terdakwa 1 pun adalah pemegang saham mayoritas dengan proporsi
saham yang dimiliki sebesar 47,5%. Hal ini jelas, menjadi suatu keuntungan
sendiri dimana selain menjabat sebagai anggota dewan komisaris, Terdakwa 1 pun
adalah pemilik dari bank tersebut dan memuluskan jalan bagi Terdakwa 1 untuk
melakukan tindak pidana terhadap Bank Citra. Ada sebuah adagium yang
menyatakan bahwa “the best way to rob a bank is to own one”® dengan adagium
tersebut tentu menjadi sebuah hal yang sangat ironis mengingat bank sendiri
adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau
bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak™
yang pada hakikatnya mendapatkan sebuah kepercayaan besar dari masyarakat
yang berkedudukan sebagai sebagai nasabah.

Sebuah keahatan bila menyalahgunakan sebuah kepercayaan yang
diberikan oleh masyarakat yang begitu besarnya kepada bank dan pengurus bank.
Terlebih, bank memang bergerak di bidang yang berhubungan dengan

° Zulkarnain Sitompul, “Memberantas Kejahatan Perbankan: Tantangan Pengawasan
Bank”, (Jurnal Hukum Online, Volume 24 —No.1-Tahun 2005). him, 23

%19 Indonesia. Undang-Undang tentang Perbankan. Nomor 18 Tahun 1998. Pasal 1,
butir 2. LN. 182, TLN. 3790.
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pernghimpunan dana masyarakat dalam jumlah yang sangat besar. Dana yang
begitu besarnya dijadikan sebuah permainan kotor yang dijalankan oleh para
penjahat kerah putih (white crime collar). Sebagai tambahan, yang dilakukan oleh
Terdakwa 1 tidak hanya pada tindakan penggelapan yang dilakukan oleh
Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 secara bersama-sama namun proses pengambil
alihan saham pun antara Terdakwa 1 dengan Bambang Samiyono pemilik
sebelumnya) telah direkayasa. Rekayasa tersebut terkait dengan adanya kegiatan
pembelian obligas dan surat-surat berharga yang tidak dimasukkan ke dalam
rekening Bank Citra namun digunakan untuk proyek pribadi diantaranya adalah
pengambilalihan tersebut.

Sedangkan untuk Terdakwa II, Chandra Wijaya dalam kapasitasnya
sebagal direktur Bank Citra juga ikut menandatangani surat-surat transaksi
pembelian SBPU yang dilakukan oleh Acmad Febby Fadillah selaku Terdakwa |
dalam kapasitas sebagai komisaris. Dalam hal ini, Terdakwa Il mengetahui
tindakan-tindakan yang dilakukan oleh komisaris bank. Bahkan, sebagai Direktur
tentu Terdakwa Il Chandra Wijaya lebih mengetahui dan mengerti banyak
peraturan perbankan dan apa yang dilakukannya telah menyalahi peraturan
perundang-undangan perbankan yang berlaku saat itu. Namun, tidak dilakukan
suatu upaya pencegahan, bahkan Terdakwa Il Chandra Wijaya turut serta
mel akukan tindak pidana perbankan tersebut.

Dengan melihat penjabaran dan penjelasan mengenai segala kedudukan
dan kapasitas Achmad Febby Fadillah (Komisaris atau Terdakwa 1) dan Chandra
Wijaya (direktur atau Terdakwa 2) tersebut maka unsur subyek dalam tindak
pidana ini pun terpenuhi. Namun, seperti diketahui penulis hanya menguraikan
tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa | yang berkapasitas sebagai
komisaris Bank Citra, sehingga untuk Terdakwa Il tidak dijelaskan dan
dipaparkan |ebih dalam.

Unsur dengan sengaja tidak meakukan ketentuan bank terhadap

ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku bagi bank:

Daam KUHPidana tidak disebutkan mengena kesenggaan sehingga

harus dilihat pengertian kesenggjaan seperti yang termuat dalam Memorie Van
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yang dilakukan, dalam arti seseorang pelaku baru dianggap sebaga telah

melakukan kejahatan dengan senggja bila ia memang benar-benar menghendaki
tentang maksud dan perbuatannyaitu sendiri.

Kesengajaan ini harus mengenal ketiga unsur dari tindak pidana yaitu ke-
1: perbuatan yang dilarang, ke-2: akibat yang menjadi pokok alasan diadakan
larangan itu, dan ke-3: bahwa perbuatan itu melanggar hukum. ** Kesengajaan
sendiri terdiri dari tigamacam yaitu :*?

1 Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu

2. Kesengagjaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertal
keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (kesengajaan secara
keinsyafan kepastian)

3. Kesengajaan keinsyafan dengan diserta keinsyafan hanya dengan
kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi
(kesengaj aan keinsyafan kemungkinan)

Dengan demikian, Maka Achmad Febby Fadillah bersalah karena dengan
sengaja melakukan tindak pidana tersebut menurut teori kesengagjaan keinsyafan
kepastian dimana Terdakwa | telah dengan nyata mengetahui akibat perbuatannya
secara pasti walaupun ada suatu penyesalan yang diutarakan dan kewajiban yang
dipenuhi selama pemeriksaan.

Berdasarkan apa yang diuraikan diatas, Achmad Febby Fadillah dalam
kapasitasnya sebagai anggota Dewan Komisaris telah melakukan kegiatan yang
memang dilarang di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang Perbankan di pasa 49 ayat (2) b. Dimana transfer uang yang dilakukan
untuk kepentingan pribadinya padahal dana tersebut adalah dana nasabah maka
seperti dijelaskan pada pasal ini.

Salah satu bukti adalah seperti dakwaan yang digjukan oleh Jaksa Penuntut
Umum bahwa tindak pidana perbankan yang dilakukannya adalah tidak

" Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: PT. Refika
Aditama, 2003), him. 66.

2 bid.
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dilaksanakannya langkah-langkah yang dilakukan untuk memastikan adanya
sebuah ketaatan terhadap ketentuan Undang-Undang Perbankan dan Undang-
Undang lain yang berlaku bagi bank. Ketaatan yang dimaksudkan di sini adalah
kepatuhan dari bank tersebut untuk melaksanakan segala aturan yang ditentukan
oleh peraturan perundang-undangan perbankan dan salah satunya segala Peraturan
Bank Indonesia berikut surat-surat teguran dan himbauan yang dikeluarkannya.
Seperti diketahui, dengan tidak mengindahkan segala surat-surat teguran dan
himbauan dari BanK Indonesia atas tindak pidana yang dilakukannya, maka
terjadi pelanggaran aturan di sini dan hal ini tidak sesua dengan Undang-Undang
Perbankan terutama dalam hal memasukkan dana nasabah kepada rekening
pribadi seperti yang dilakukan oleh Terdakwa |, Achmad Febby Fadillah selaku
komisaris bank.

Seperti diketahui, dalam kasus ini, pada saat Terdakwa 1 melakukan
tindak pidana tersebut yang pada akhirnya badan pengawas dari Bank Indonesia
pun memberikan surat teguran dan pelarangan pemberian kredit kepada pemegang
saham namun tidak diindahkan oleh Terdakwa 1 malah Terdakwa 1 melakukan
penarikan uang sebesar Rp, 250.000.000,00 walaupun pada akhirnya disel esaikan,
akan tetapi unsur kesengajaan terlihat jelas di sini. Surat teguran dan perintah dari
Bank Indonesia sendiri dapat merupakan sebuah peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan perbankan karena berlaku bagi bank itu sendiri. Adapun,
alasan lainnya adalah di dalam hukum dikenal adanya adagium “lex specialis
derogate legi generalis’®® yang berarti peraturan yang lebih spesifik mengatur
atau menyesampingkan peraturan yang lebih umum.

Sebagai tambahan, Bank Indonesia dalam memberikan surat teguran
tersebut adalah beradasarkan kapasitasnya sebagai pengawas eksternal dan
regulator dari kegiatan industri perbankan di Indonesia. Surat teguran tersebut
merupakan hasil dari pemeriksaan secara berkala terhadap pembukuan Bank Citra
yang dilihat mengalami kejanggalan dan ketidakberesan. Laporan-laporan dari
biro pengawas Bank Indonesia itulah yang dijadikan bahan pertimbangan untuk
dikeluarkannya surat tegiuan dan perintah tersebut dalam rangka menstabilkan
kondisi Bank Citra saat itu terlebih di masa krisis moneter. Sebagal pertimbangan

B C.ST Kansil dan Christin Kansil. Pengantar Ilmu Hukum Jilid 1. (Jakarta: Balai
Pustaka, 2000), him. 156
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pula, bilatidak segera dilakukan tindakan terhadap bank maka tingkat kesehatan
bank pun akan menjadi bermasalah. Terutama dalam kualitas aktiva produksi,
likuiditas dan kualitas mangjemennya. Bila itu terjadi maka bank dalam keadaan
paling buruk akan dilikuidasi.

Untuk itulah, terbukti dengan jelas Terdakwa 1 telah melanggar pasal 49
ayat (2) b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang
merupakan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (UUP) jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP). Oleh karena itu, berdasarkan hal itulah maka unsur kesengajaan tidak
mel aksanakan ketaatan Bank terhadap ketentuan Undang-Undang dan peraturan
yang berlaku lainnya bagi bank telah tepat atau sesual.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
Seperti diketahui bersama bahwa unsur-unsur pada pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP dikatakan bahwa dihukum sebagai pelaku —pelaku dari semua tindak

pidana yaitu:

-mereka yang mel akukan

-menyur uh melakukan

-turut melakukan

Sesual dengan pasal ini maka dianggap sama sebagai pelaku mereka yang
menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan. Dimana perbedaannya
adalah terletak pada peranan orang-orang yang menciptakan/menyebabkan
peristiwa pidana tersebut, dimana pengertian turut melakukan berarti bersama-
sama melakukan karena sedikitnya harus dua orang atau lebih melakukan tindak
pidana tersebut. Dan menurut gjaran dari Deel Neming pengertian bersama-sama
dalam hal ini harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu :
1 Adanya kerjasama yang disadari atau diinsafi
2. Kerjasama yang dilakukan terdakwa tersebut adalah penting sekali untuk

pel aksanaan menuju arah terwujudnya perbuatan yang dilaarang tersebut.

Dengan adanya kerjasama dari Terdakwa Il direksi maka dengan demikian
terdapat persetujuan darinya kepada Terdawal untuk melakukan aktivitas

perbankan seperti memasukkan atau mentransfer dana ke rekening pribadi dan
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membeli surat-surat berharga untuk kepentingan pribadi serta penarikkan dana
sebesar Rp. 250.000.000,00.

Syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan perbuatan pidana adanya
keinsyafan kerjasama antara orang-orang yang bekerjasama itu dan mereka itu
secara timbal balik harus telah mengetahui perbuatan-perbuatan dari masing-
masing mereka dan tidak diperlukan suatu waktu yang lama sebelum perbuatan itu
dilakukan dalam suatu persetujuan diantara mereka yang terlibat. Sehingga, tiap-
tiap orang yang terlibat dalam kegiatan bersama-sama tersebut, masing-masing
bertanggung jawab terhadap perbuatan dari peserta yang lain. Dapat terlihat,
bahwa Terdakwa Il saat melakukan tindak pidanaini tanpa paksaan dan dilakukan
secara sadar. Hal membuktikan bahwa Terdakwa | tidak melakukan tipu muslihat
saat meminta penandatanganan persetujuan dari Terdakwall.

Dengan adanya kehendak bersama akan melakukan suatu tindak pidana
secara kerja sama, sudah terang bahwa para “turut pelaku“ ada unsur
kesenggjaan.’® Dengan adanya sifat kesengajaan tersebut maka unsur turut
melakukan secara bersama-sama ini pun terpenuhi. Sifat kesengajaan termasuk
didalamnya adalah willen (kehendak dari s pelaku) dan wetten (pengetahuan
bahwa apa yang dilakukannya adalah melanggar undang-undang). Kehendak ini
timbul dimana telah adanya motif untuk melakukan pentransferan dana ke dalam
rekening pribadi Terdakwa | saat melakukan tindak pidana perbankan dan secara
sadar Terdakwa | dan |1 mengetahui bahwa dengan adanya surat peringatan dari
Bank Indonesia secepatnya harus segera memulihkan keadaan bank Citra bukan
dengan memperburuknya degan tindak pidana yang demikian.

Berkaitan dengan hal ini, maka penting untuk diketahui bersama bahwa
perbuatan bersama-sama itu dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa 1 dan
Terdakwa 2, dimana transaksi yang dilakukan pada tanggal 29 Februari 1996 atas
pembelian obligas sebesar Rp. 32.000.000.000,00 yang menandatangani adalah
Terdakwa 2 sebagai Direktur dari Bank Citratersebut. Dimana dalam, kesempatan
yang sama pula, hasil transaksi malah digunakan oleh Terdakwa 1 untuk
dimasukkan ke rekening pribadi bukankan warkat obligasinya tidak ada di dalam

Y i
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Bank Citra. Selain itu, transaksi-transaksi lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa
1 ditandatangani pula oleh Terdakwa 2 secara sadar apalagi dikatahui bahwa
terdakwa 2 secara sadar mengerti kapasitasnya sebagai Direktur dan mengetahui
segala peraturan mengenai perbankan dan perseroan. Namun, Terdakwa 2 tetap
melakukan perbuatan tersebut walaupun secara sadar Terdakwa 2 mengaku bahwa
dirinya sadar perbuatannya tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan. Sehingga, unsur kebersamaan ini pun dapat memperberat hukuman dan
melalui analisa yang telah dikemukakan maka unsur ini pun telah tepat atau
terpenuhi.

Seperti telah diketahui bersama bahwa Terdakwa 1 yaitu Achmad Febby
Fadillah adalah selain berkapasitas sebagal anggota Dewan Direksi, ia pun adalah
seorang pemegang saham di Bank Citra. Menurut ketentuan pasal 3 ayat (2)
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dikatakan dimana
terkait dengan tindak pidana yang melibatkan Komisaris Achmad Febby Fadillah
dalam tindak pidana perbankan, Achmad Febby Fadillah telah memenuhi unsur-
unsur dalam teori piecing the corporate veil*® yaitu:

1. Penggunaan Dana Perseroan secara pribadi

Seperti diketahui Komisaris Achmad Febby Fadillah membeli obligasi dan

surat-surat berharga lainnya namun tidak memasukkannya ke dalam rekening

Bank Citratapi ke dalam rekening pribadinya demi kepentingan groupnya.

2. Terdapat Perbuatan Melawan Hukum,'® pengoelapan, dan  rekayasa

transfer modal atau adana secara tidak layak
Dalam hal ini jelas Komisaris Achmad Febby Fadillah (Terdakwa 1)
melakukan penggelapan atas dana Bank Citra, serta dalam suatu waktu tepatnya

> Doktrin piercing cotporate veil seringkali diterapkan dalam kasus, seperti penipuan
(fraud), modal yang tidak mencukupi (inadequate capitalization) kegagalan memenuhi formalitas
pendirian perusahaan, dan menyalahgunakan kewenangan dalam perusahaan sebagai akibat
adanya dominasi satu atau lebih pemegang saham. Lihat, Ridwan Khairandy, him. 264.

'® Dalam perspektif hukum pidana, sifat melawan hukum dari suatu perbuatan itu ada
dua, yakni gjaran formil dan agjaran materiil. Ajaran formil mendalilkan bahwa apa yang disebut
sebagai perbuatan melanggar hukum adalah apa yang tidak sesuai dengan yang tertulis di dalam
UU atau memenuhi unsur2 perbuatan yang terdapat dalam pasal UU. Ajaran materiil mendalilkan
bahwa yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang sgja, di samping undang-undang (hukum
yang tertulis), ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan
yang berlaku dalam masyarakat.
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pada tanggal 29 September 1997 Terdakwa | melakukan penarikan dana sebesar
Rp. 250.000.000,00 secara tunai setelah adanya Surat tanggal 17 September 1997
dari Bank Indonesia yang merisikan agar tidak memberikan tambahan kredit

kepada pemegang saham yang tidak diindahkan oleh Terdakwall.

3. Permodalan perseroan tidak layak

Apa yang dilakukan Komisaris Achmad Febby Fadillah yang juga selaku
pemegang saham telah menimbulkan Bank menjadi tidak sehat. Dimana
indikasinya terlihat bahwa Bank Citra dilikuidasi akibat keadaannya dinilai Bank

Indonesia telah membahayakan kelangsungan usahanya.

4. Sangat dominan pemegang saham atau komisaris dalam kegiatan bisnis
perseroan.

Dengan terungkapnya kasus ini, terlihat begitu dominan dan mudahnya
Terdakwa 1 (komisaris Achmad Febby Fadillah) melakukan pembelian obligasi
dan transfer dana serta penarikan dana dengan bekerja sama dengan direktur
Chandra Wijaya (Terdakwalll).

4.4 Tanggung Jawab hukum secara administratif, perdata maupun
pidana.

Pada dasarnya dengan melihat kronologis kasus ini dapat dikatakan
kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 telah menyalahi aturan Fiduciary duty
Yyang ada dalam perseroan. Dalam hal ini, merupakan pelaksanaan tugas yang
sesuai dengan kepercayaan yang diberikan perseroan kepada Dewan Komisaris.
Kepercayaan yang diberikan oleh perseroan kepada Dewan Komisaris adalah
seperti yang tertuang dalam Anggaran Dasar Perseran dan diatur pada Undang-
Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yaitu sebatas pada
mengawasi kepengurusan dari Direksi dan memberikan nasihat yang diperlukan
oleh Direks demi kepentingan dan juga keberlangsungan dari perseroan itu

sendiri.

Y Fiduciary duty dapat dikatak sebagai kewajiban untuk melaksanakan amanah yang
diberikan perseroan. Lihat, Khairandy, him. 221.
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Daam ha ini sama dengan direks, setigp anggota Dewan Komisaris
memiliki fiduciary duty yang sama walau bebeda dengan anggota Direksi, yang
dapat melakukan tindakan hukum sendiri-sendiri, dewan komisaris bertindak
hanya sebagai pengawas dan pemberi naseihat bagi direks serta berada dalam
satu kesatuan sebagai sebuah mgelais, berdasarkan keputusan dewan komisaris
dalam perseroan.

Berkaitan dengan fiduciary duty tindakan komisaris Achmad Febby
Fadillah yaitu melalaikan kewajibannya dalam pengawasan. Dimana semestinya
Achmad Febby Fadillah mengawasi operasional perusahaan atau perseroan bukan
melakukan tindak pidana perbankan.

Pengawasan yang dilakukannya sebagai komisaris tidak dilakukan untuk
kepentingan perseroan dan tentunya hal ini tidak sesua menurut maksud dan
tujuan bersama perseroan. Namun, komisaris pun diberikan kewajiban guna
memberi nasihat kepada direksl yang dapat diukur sebagal seberapa baik itikad
yang dimiliki komisaris serta adanya prudential principle (kehati-hatian)™® dewan
komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja direksi. Sehingga fungsi
pemberian nasihat pun sebagai salah satu bentuk cerminan pengawasan komisaris
terhadap direksi.

Daam pasal 114 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Peseroan Terbatas dikatakan bahwa “Setiap anggota Dewan Komisaris ikut
bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang
bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (2)”, dalam ayat (2) ada kewajiban bagi tiap anggota dewan komisaris
untuk beritikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjaankan
tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direks sebagaimana dimaksud
dalam pasal 108 (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan
tujuan Perseroan.

Sehingga, dengan adanya ketentuan ini menegaskan jika anggota Dewan
Komisaris bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya serta timbuk kerugian

bagi perseroan karena pengurusan direksi, anggota Dewan komisaris tersebut ikut

® Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten

berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perudang-undangan yang terkait
dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan. Lihat, Hermansyah, him. 66.
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bertanggung jawab sebatas dengan kesalahannya. Namun, kerugian tersebut dapat
dibebankan kepadanya dan dirinya dapat dimintai pertanggungjawaban sampai
segala harta benda pribadinya bila itu memang kesahannya.

Melihat hal ini, maka komisaris Achmad Febby Fadillah (Terdakwa 1)
telah terbukti melakukan tindak pidana perbankan yang merugikan perseroan
sehingga perseroan tersebut dicabut izin usahanya oleh yang berwenang yaitu
Bank Indonesia. Dengan demikian, ia dapat dimintai pertanggungjawaban sampai
pada harta pribadi.

Kembali kepada fiduciary duty, dimana hal ini merupakan kepercayaan
atas segala tugas bagi direkss maupun komisaris. Bila kepercayaan itu telah
dilanggar maka anggota dewan komisaris tersebut dalam hal ini adalah Terdakwa
1 tidak dapat memperoleh business judgment rule yang merupakan aturan yang
melindungi manejemen dari pertanggungjawaban dalam transaksi korporasi yang
dilakukan dalam lingkup kekuasaan korporas dan kewenangan dalam
pengelolaan, dimana terdapat dasar yang layak untuk mengindikasikan bahwa
transaks tersebut dilakukan dengan kehati-hatian dan itikad baik. Walaupun ini
dititikberatkan pada apa yang dilakukan oleh direks sebagal kapasitasnya sebagai
pengurus, akan tetapi penting untuk dewan komisaris juga karena dewan
komisaris pun dalam kedaan tertentu dapat menjadi seorang pengurus bila direksi
dirasa tidak mampu ataupun posisi direks tersebut kosong. Namun, melihat
pengertian dari business judgment rule tidak dapat dipungkuri hal ini berlaku pula
bagi dewan komisaris karena mangemen perseroan perlu dilakukan secara
menyuluruh termasuk faktor lainnya yaitu dalam segi pengawasan dan pemberian
nasihat bagi direks tersebut apalagi dewan komisaris sendiri masuk dalam organ
perseroan (bank).

Adapun, menurut doktrin yang dikatakan alter ego™, Terdakwa | yaitu
Achmad Febby Fadillah dapat dikenakan hukuman sebagai bentuk

pertanggungjawabannya. Hal ini terkait hubungannya dengan perusahaan serta,

' Alter ego merupakan suatu doktrin yang menyatakan bahwa jika perusahaan digunakan
oleh individu untuk kepetingan bisnisnya secara pribadi, maka pengadilan dapat mengenakan
tanggung jawab terhadap individu tersebut melalui piercing the coporate veil apabila ada penipuan
atau kecurangan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai hubungan dengan perusahaan
tersebut. Lihat. Khairandy, him, 270.
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telah adanya bukti penipuan, penggel apan, dan kecurangannya dalam hubunganya
dengan bank (perseroan).

Berkenaan mengenai tanggung jawabnya sebagai Anggota Dewan
Komisaris adalah penting untuk diketahui bahwa sebagai bagian dari organ dari
bank dan terafilias terhadap bank, seorang Anggota Komisaris harus tunduk
kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kedudukan,
fungsi, kewajiban, kewenangannya sebagai seorang komisaris bank.

Bank Citra sendiri secara administras mengalami akibat yang buruk dari
tindak pidana perbankan para pengurus dan anggota dari Dewan Komisaris
tersebut. Hal yang paling fatal adalah dilikuidasinya Bank tersebut berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 539/KMK.017/1997 tanggal 1 November
1997 yang didasarkan atas usulan Bank Indonesia dengan Surat Nomor:
30/99/DIR/UPB3/ Rahasia tanggal 31 Oktober 1997. Dimana seperti diketahui
sebelumnya kasus ini terjadi sebagai salah satu pemicunya.

Secara perdata, memang kasus ini tidak dibawa ke dalam ranah perdata
akan tetapi penting untuk diketahui bahwa dalam akhirannya patut adanya denda
yang dijatuhkan yaitu sebesar Rp. 40.000.000,00 dapat diartikan sebagai bentuk
ganti kerguian di ranah hukum perdata. Dimana pada saat penarikan dana yang
dilakukan oleh Terdakwa , berkaitan dengan transaksinya dilakukan penyitaan
terhadap aset-asetnya sebagal jaminan pelunasan. Secara perdata, tidak ada
hukuman yang dijatuhkan namun segala denda yang ganti kerugian materil telah
dimasukkan pada tuntutan pidana karena undang-undang yang mengatur dan
menjadi dasar penuntutan mengandung unsur pembayaran ganti rugi berupa
denda.

Secara pidana dapat diketahui dengan jelas sebagal Terdakwa 1 yang
melakukan tindak pidana perbankan tentu mendapatakan sanksi atau hukuman
sebagal tanggung jawabnya. Sanks atau hukuman tersebut adalah berupa pidana
penjara selama 3 (bulan) yang telah dikurangi dengan masa tahanan sebelaum
persidangan dan saat pemeriksaan serta adanya denda sebesar Rp. 40.000.000.00.
serta segala aset disita untuk diserahkan kepada Tim Likudasi Bank Citra dari
Bank Indonesia
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Berkaitan dengan beratnya hukuman, penulis yakin bahwa hukuman ini
jauh sangat ringan dan tidak mencerminkan sebuah hukuman yang sesuai. Akan
tetapi kembali kepada tujuan dari hukum pidana sendiri yaitu:*

1.  Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara
menakut-nakuti orang banyak (general preventive) maupun secara menakut-
nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar dikenudian hari
tidak melakukan kejahatan lagi (special preventie).

2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka
melakukan keahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga
bermanfaat bagi masyarakat

Berpatokan pada tujuan tersebut hukuman selama 3 bulan penjara dan
denda Rp. 40.000.000,00 masih ringan. Efek jera cenderung tidak akan ada serta
tentu hal ini meluka rasa keadilan. Terlebih, bagi seorang anggota Dewan

Komisaris yang sekaligus pemilik dimana semestinya tuntutan diberikan lebih

berat dimana dengan ditambahkan pasal lainnya dalam penuntutannya.

Dalam hukum pidana dikenal adanya sifat obyektivitas dari rasa keadilan
dimana harus ada tolak ukur sampai dimana harus adanya sanksi pidana terhadap
pelanggaran peraturan-peraturan hukum karena rasa keadilan sendiri bersifat
subyektif. Sehingga, dengan hukum pidana ada persamaan tolak ukur keadilan di
mata hukum dan masyarakat karena hukum pidana sendiri masuk dalam ranah
hukum publik.

Dengan adanya hukuman pidana ini setidaknya ada sebuah kepastian
hukum yang telah diterapkan dalam pengadilan walaupun hukuman tersebut
masih dirasa sangat ringan sebab dengan melihat tindak pidana yang dilakukan
dengan kerugian Negara yang diakibatkan dimana Negara melaui Menteri
Keuangan atas rekomendasi dari hasil pemeriksaan Bank Indonesia melikuidas
16 Bank Dalam Likuidas (BDL) dengan total biaya mencapai Rp 11.880.383,98

2% op, cit. him. 19

Universitas Indonesia
Tanggung jawab ..., Nyi Mas Gianti Bingah Erbiana, FH Ul, 2011



94

juta dimana Bank Citra adadah 1,70% nya dengan dana talangan sekitar
43.398.000.000,00 dari Rp. 201.802,17 juta.®

Namun, alangkah baiknya ternyata telah ada Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perbankan yang merupakan penyempurnaan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UUP) yang memberikan ancaman
hukuman lebih lama dan denda Iebih besar dari pada sebelumnya. Dimana dalam
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan lamanya hukuman
minimum adalah 3 (tuga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda
sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak
Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar ruliah). Untuk itulah penulis berharap agar
dilakukan pengawasan lebih ketat terhadap kinerja para anggota dewan Komisaris
ini seperti adanya peningkatan kinerja komisaris independen serta hukuman
lainnya yang dapat Bank Indonesia buat melalui Peraturan Bank Indonesia terkait
dengan tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh orang dalam bank terutama
oleh pihak yang semestinya berperan sebagai pengawas dan penasihat. Agar
kedepannya, hal ini dapat menjadi pelajaran berherga dan memberikan efek jera
lebih kepada para pelaku karena bank sangat rentan terhadap kejahatan apalagi
bank terkait sangat erat dengan uang atau dana nasabah dan kepercayaannya yang
telah diberikan.

! Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Laporan Hasil Pemeriksaan

Pengembalian Daba Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Pada 15 Bank (Dalam Likuidasi),
(Nomor:01XX02/2006, tanggal 6 Februari 2001).

Universitas Indonesia
Tanggung jawab ..., Nyi Mas Gianti Bingah Erbiana, FH Ul, 2011



95

BAB 5
PENUTUP

1.1. Kesmpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka penulis membuat
kesimpulan sebagai berikut:
1 Pengaturan mengenal tindak pidana di bidang perbankan telah ada dalam
peraturan perundang-undangan Indonesia dan masuk ke dalam ranah tindak
pidana ekonomi khusus. Namun, belum ada definisi konkrit mengenai tindak
pidana perbankan maupun tindak pidana di bidang perbankan. Dalam tindak
pidana di bidang perbankan maka pengertiannya lebih luas dimana perbuatan itu
pun bisa dikualifikasikan walaupun tidak diatur di undang-undang perbankan.
Sedangkan, tindak pidana perbankan lebih tertuju pada perbuatan yang dilarang
dan diancam pidana yang termuat khusus hanya dalam peraturan perundang-
undangan perbankan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan yang merupakan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan (UUP) Pasal 46-50A diatur mengena 13 macam tindak
pidana perbankan yang dibagi kedalam 4 (empat) kategori tindak pidana yaitu
berkaitan dengan pemberian izin usaha, rahasia bank, pengawasan pembinaan
bank, dan kegiatan usaha bank.

2. Anggota Dewan Komisaris Bank yang terlibat dalam tindak pidana
perbankan dapat dimintai pertanggungjawaban sampai pada harta pribadinya bila
terbukti karena kesalahannya bank mengalami kerugian menurut pasal 114 (3)
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. latidak dapat
memperoleh business judgment rule yang merupakan aturan yang melindungi
manegjemen dari pertanggungjawaban dalam transaks korporasi yang dilakukan
dalam lingkup kekuasaan korporasi dan kewenangan dalam pengelolaan, dimana
terdapat dasar yang layak untuk mengindikasikan bahwa transaks tersebut
dilakukan dengan kehati-hatian dan itikad baik. Business judgment rule tidak
dapat dipungkuri berlaku pula bagi dewan komisaris karena manajemen perseroan

perlu dilakukan secara menyuluruh termasuk faktor lainnya yaitu dalam segi
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pengawasan dan pemberian nasihat bagi direks tersebut apalagi dewan komisaris
sendiri masuk dalam organ perseroan (bank). Anggota Dewan Komisaris Bank
memiliki kewajiban yang sama dengan Anggota Dewan Komisaris perseroan
terbatas untuk mengawas dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam
menjalankan perseroan. Anggota Dewan Komisaris pun memiliki kewajiban
untuk melaksanakan fiduciary duty dalam tugasnya. Hal ini berarti bahwa
keputusan-keputusan yang diambil oleh Anggota Dewan Komisaris harus
merupakan cerminan dari pelaksanaan tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perundangan-undangan perseroan khususnya peraturan perundang-undangan
perbankan.

Berdasarkan kasus yang dianalisa, Achmad Febby Fadillah seorang
anggota Dewan Komisaris PT. Bank Citrahasa Dhanamunggal terbukti telah
melakukan tindak pidana perbankan bersama dengan Chandra Wijaya selaku
direktur PT. Bank Citrahasta Dahamanunggal. Sesuai dengan pasal 49 ayat (2) b
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang merupakan
penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UUP)
jo pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mereka dihukum selama 3
(tiga) bulan kurungan penjara dengan denda masing-masing Rp. 40.000.000,00
(empat puluh juta rupiah) serta penyitaan terhadap aset-aset milik mereka.
Hukuman pidana diberikan kepada anggota Dewan Komisaris sebagai bentuk
tanggung jawabnya kepada PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal (perseroan)
yang telah mengalami kerugian hingga harus dilakukan pencabutan izin usaha

oleh Menteri Keuangan atas rekomendas Bank Indonesia.

12. Saran
Ada beberapa saran yang penulisingin berikan, diantaranya adalah:

1 Bank Indonesia meningkatkan fungsi pengawasan secara ekternal
terhadap kinerja para anggota dewan Komisaris ini seperti adanya peningkatan
kinerja komisaris independen. Dengan peningkatan kinerja komisaris independen
diharapkan akan ada double check dalam bank (perseroan) sebagai salah satu
upaya pencegahan tindak pidanadi bidang perbankan.
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2. Dilakukannya penyempurnaan fungsi regulasi Bank Indonesia
mengenal tindak pidana di bidang perbankan dengan mempertegas serta
menerapkan hukuman lainnya yang terkait dengan tindak pidana di bidang
perbankan tersebut dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia. Peraturan tersebut
berkaitan dengan tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh orang dalam bank
terutama komisaris bank. Serta, hukuman lainnya yang dapat Bank Indonesia buat
melalui Peraturan Bank Indonesia terkait dengan pihak yang semestinya berperan
sebagal pengawas dan penasihat. Selanjutnya, agar kedepannya hal ini dapat
menjadi pelgaran berharga dan memberikan efek jera lebih kepada para pelaku
karena bank sangat rentan terhadap keahatan apalagi bank terkait sangat erat
dengan uang atau dana nasabah dan kepercayaannya yang telah diberikan.

3. Peran serta masyarakat dan media pun dibutuhkan dimana masyarakat
diharapkan untuk ikut lebih mengawas dan berpatisipass dalam kegiatan
perbankan di Indonesia terutama yang menyangkut kegiatan perbankan ol eh bank-
bank kecil. Bentuk pengawasan yang masyarakat dapat |akukan adalah dengan
segera memberikan laporan bila mengetahui adanya dugaan praktek tidak sehat
dalam suatu bank. Sedangkan, media diharapkan melakukan tranparansi informasi
dalam kegiatan perbankan guna memberikan gambaran bagaimana tindak pidana
perbankan dilakukan serta sebagai cambuk bagi para pelaku industri perbankan
agar tidak melakukan hal serupa.
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f§$§@w : 001/PID/B/1998/PN JKT. BAR. '

§§5§§?MI KE ADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA.

. Pengadilan Negerl Jakarta Barat yang memeriksa dan

‘mengadlll perkara-perkara Pidana Biasa dalam tingkat'——-A

per tama telah menjatuhksn putusan sebagaimana tersebut di

bawah ini dalam perkars Para Terdakwa :

I.

Nama lengkap
‘Tenpat Lahir
Umur/Tgl.lahir
Jenis kelamin

Ke bangsaan

Tempat tinggal

Agamnma

Peker jaan

L]
L

*t
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LY

a

_J a k 8% t a ;%

CHANIRA WIJAYA ;

Ve T S e a0 e e B o e - s e

ACHMAD FEBBY FADILLAH H

o a0 A e e

N v s Wl W s T e S G

‘3% Tahun/ 2 Pebruari 1965 ; wewe

Laki-laki ;

A ST M SO ki e o ey Sy 08 e e A WA AR L

Indounesia ;

O Ty St K A S il S e by e seae Y v

Billy and Moon Blok ¥/9.Rt.004/-

"010 Kelurahen Pondok Kelapa, ~--

i S e e T e e B St At W A

Jakarta Timer 3

I sigm;

KA D s AP S S S P B b v e B U A S ) P

BatK C3H0E ; wemwm

Komigerisg P,

Nama lenglkap : CHANDRA WIJAYA ; oo e

Tenpat lahir : Telulk Betﬁﬁg R e

Umur/Tgl,lahir : 35 Tohan/ 7 Mei. 1962 PR -

Jenis kelamin : Lakielaki ] commeoe e e

- Kebangsaan . : Ind@nesia ,»u:-~~wm»mu-~_--»w_w;

Tempat tinggal : Jl, Mendar XIX Blok DF/20 —e-m-

Bintaro Jékafté.Selaﬁan ; ee——

Agawa P KD 5 8 £ 8 N § memcecmer—c——————

Peker jaan : S Was ta ) meemee——————ee e
AWeLAU - PT. Boryr Clio

Para Terdakwa berada dalam tahahal § =—e—e—meeeom—.

:li Terdakws I ACHMAD FEBEY FADILLAM ditshan Penyidik wwe
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pf,r a %ﬁg Penuntat Umum tanggal 27 Oktebsr 1997 s/d -
;%ESember 1997 § w=————em e —————— o e e e e e

%gﬁﬁﬁ .
Kaq \$§. Terdakwa II CHANIRA WIJAYA ditahan Peuyidik se jak tang
gal 10 Ok tobex 1997 s.d'EQ'Oktober‘l997, diperpan jang

Penuntut Unem tanggal 30 Oktober 1997 s/d@ 8 Desember-

3., Penahagnan Para Terdakwa dialibkan menjadi Tahanau Kota
se jak tanggal 5 Desember 1997 oleh Penuntut Umum ; ---
4, Perpanjangan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Barat sejak tanggal 25 Desember 1997 s/d 23 --
Jannari 1998 ; mmemmewoe—- S e e S e e e e e e

5. Pengalihan Penaghasan olehk Hakim Pengadilan Negeri dari
Tahanan Kota menjadi Tahauan Rumah se jak tanggal 5 ---

Januari 1998 s/d 3 Februari 1998 ; ———em—=eeeo e

6. Perpanjangan Penaghanan Rumah eleh Ketua‘Pengadilan ————
Negeri Jakarta Barat se jak tanggal 4 Februarl 1998 s/d
Ty, TR TRLLEE e e ——

.Para Terdskwa didampingi oleh Penasehat Hukum --—=
JUAN F. TAMPUBOLON, SH. den Rekan-rekan, berdasarkan —-e=
Surat.Kuésa Khusus masing-masing tertanggal 21 Jaqqq;i -
1998 § wermm e ————— e o s e e 2
Pengadilen Regeri tersebut ; ——m-emmeom—mem—ee———x

Setelah membacas surat-surst dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar ketlerangan para saksi dan Ter --

Setelali melihat barang-barang bukti yang diajukan-
Jaksa Penuntut Umum ;- —ve-woew e e e G

Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntaut Umum ---
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}ﬁ%h;atakan terdakwa I. ACHMAD FEBBY FADILLAH bersama -
sama'dengan terdakwa IT. CHANDRA WIJAYA telab terbukti
melakulkan ftindak pidana perbankan ysiiu Anggota Dewan-
Komisaris, Direksi atau Pegawal Bank dengan sengajg —-
tidak melaksaualkan langkah~langkah yang diperiukau -
vntuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuzu ,;--
dalam Undang-Undang ini dar ketentusn peraturan per --
undang-andangan lain yang berlaku bagi Bank ; ~=——=w=-
Sebagsimana diatur dan diancan pidana dalam Pasal 49 -
ayat (2) b YU No.7 tahun 1992 jo. Pasal 55 ayat (1) --

ke~1 KUHP dalam Suftat Dakwasn Primair ; ——emc-—me——e—e

2. Men jatuhkan hukumaun terhadap Terdakws I ACHMAD FEBBY -
FADILLAH dan Terdakwa II. CHANWDRA WIJAYA dengan pidana
ﬁenjéfa masimé-masing é(énaﬁ) Bulau.dikuramgi sglama ~
para terdakwa bersda daiam téhanan sementarg dan deunds

Rp. 10.000.000,~ subsidair 4(empat) bulan kerungen ; -,
3. Menyatakan barang buktl berupg : -~-cmec—emermon—o o e o

~ Foto copy surat-surat yang telah dilegelisir, tetap -

terlampir dalam berkas perkara ; =eccwemruccamrmannea—

-~ 1 mobil Mercedes Benz, 1 mebil Kijang dan 2 bugsh ----
sepeda motor (masih dalam 1easiﬁg) diserahkan kepada-

Dim Diquidasi Bank GLtra j =—ememm—-e—emmo—c—————————

4, Menetapksn supays mesing-masing membayar biaya perkars

sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; =me—=rwwmeee-

Se telah mendengar Fembelean secarz lisan darl —---
Penasehat Hukum Para Terdakwa dan dari Pare Terdakwa sen-

diri yang pads pokoknya mohon keringanan hukumah. ; —eeew-
Se telah mendengar Replik Penuiitat Umum dan Puplik-
. Penagehat Hukum Para. Terdakws ; yang disjukan secara lisan

Ténggﬂ@jawab"@N?ﬂﬂ@?m%ﬁﬁmﬁxﬁmﬁﬂbmﬁgﬁknwa2®$rtetap pada Tuntutannya dan
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Bahwa mereka Terdakws yaitu Terdskwa I. Achmad Pebby Fa -
diilah dan terdakwa II. Chandra Wijays se jak September --
1995 sampai dengan Sebtember 1997 ateu setidak-itidaknya -
_pada Qaktu-waktu tertentu dalsm tahus 1995, takun 1996 --
| atau tahun 1997 di Kantor Bank Citra Jalan Sukatyo Suryo-
pranoto No.6l Jakartae Bsrat, atsu pads tempat-tempat ter-
téntu dimansg Péngadilan Negeri Jakarta Bgrat berwenang --
memeriksa dan mengadilil perkaralini, baik secara bersama-
sama atau masing-masing secara seudiri-sendiri, melaku -
kan, sebagal turut melakukan, yaitu dalam kedudukaunys -~
sebagal anggota Dewan Komisaris, Direksi atam Pegawgl. ——-
Bank, deungan sengaja télah tidak melaksanakan langkahh ---
langkah yang diperluiksn untuk memastikan keiaatan Bank --
térhadap ke ten toah~-ke ten tnan perundang-undaﬁgan lainnya -
yang bverlalku bagl Bank, perbuatan mereka terdakwa dilaku-

kan dengal €ara i mermide———m——emee oo e ————— e ——————

1. Terdakwa I Achmad Febby Fadillah.dalam kapasitas daun -
kedudukanuya sebagsi Komisaris Bank CGitra dan terdekwa
II Chandra Wijaya dalam kapasitas: dan kedudukanmya:—-—
éébagai Direktur Bank Citra telah melakukan penarikan-
datna Bank Citra secara tidak sah dan merekayasa tran -
saksl obligasi, trausaksi Deposito dan transaksi;SBPEf
dimana. bukti Obligasi dan NCD (Wots Certifikat™Depo -—-
sito) tidak ditempatkan di. Bauk Citra yang nilsi kese-
luruhannya berjumlah Rp.. 48 milyesrd, dimana wang -

tergebut seharusnya dimasukkan ke rekening Bank Gitra-
Tanggung jawab ..., Ny{é@gpqa'gll%iggﬂégﬁ’ﬁ%agﬂ Ube’ddkwa I kepada terdakwa II -




e
AN
@%ﬁgf%§§ejumlah itu langsung dialihkan ke rekenimg pri -
in .“-'. %57:3. \
ot QWi Terdakwa I di Bank 0itra § ———m-mme=mmmeeomceaane
X g ~

< £
AN

ﬁ%ﬁ% 2., Dalam proses transaksi-transaksi tersebut diatas ter -
dakwa I Achmad Febby Fadillah dan Terdakwa II Chandrag~
Wijaya selaku Komisaris Utema dan Direktur PT. Bank --
Citra telah melakukan prosesing menanda tangani doka -
meu~dokunen yang bersangkutan sampail terjadinya pen -~
cairan dana yang tidak sesual dengan ke tentuan per ---

DARKAN | o e i i e i o s e o e e s e e e i e

3. Dalam transaksi pembelian Obligssi olwh Bauk Citra me-
lalul PT, Waterfront Sekuritas sejumlah Bp. 32 milyard

vang dilakukan dengan cara ! =we—emSeeemme o

5.1. Tanggal 29 Februari 1996 PI. Waterfromnt Sekuritas
menawarkan Obligasi dari 16 (enam belas) ‘lembaga-
(7 Bank dan 9 Lembaga Non Bauk) dengan jumlah —--

nilai sebesar Rp, 32 milyafd';' __________________

3.2. Tanggal 29 Februari 1996 PT, Wa§prfront Sékuritas
mengkonfirmasikan kepada Bank Clira pembeliah —--
repo Obligasi bernilail Rﬁ. 32 milyard tanggsl -—~
valuta 29 Pébruari 1996 s/d 7 Maret 1996 nilai -
bell Rp. 31.872.950.876,~ yang disetujui oleh Ter
dakwa II Chandra Wijays selaku Direktur Utama FT.
Bank Oitra § e e e e

3.3. ‘Tanggal 29 Pebruari ;996 Terdakwa II. Chandra Wi-
jaya selaku Direktur Utama PT. Bgmk‘Citra-meng -
instroksikan kepadas ssksi Lily.dan Erssn antuk -
menerbltkan Fota Kredit un%&k pembeiiau Obligasi-
dari PP, Waterfront Sekuritas senilai Rp. 31.872.
9504876, ~ § ==m—merm e —————————— e

Dan tanggal 29 .Pebrugrj i” 6.hari ita juga Bank -
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Sed.

W {3“’ ¥

ﬁgﬁé%,leh Terdakwa II. Chandra Wijsya dan saksi --

%11y Voudawati untak pembelian Obligasi dari PT.
Waterfront Sekiaritas semllai Rp. 31.872.950.876,
untuk PT. Waterfront. Sekuritas A/C No.020, wwew-
2005121 di PT. Bank PSP, yang mana sebelumnya -—
yaitu pada tanggal 22 Pebruari 1596 PT., Bank Ci-
tra membukukan {ransaksi pembelian Obligési-PT.-
Waterfront Sekuritas Rp. 31.872.950.876,- sesual
slip pembaukuan masing-masing No. Ref., SD-43/29/« -
02/96, SD-45/29/02/96 dan SD-46/29/02/96 ; ——

Tanggal 29 Pebruari 1996 PT. Waterfront Sekuri -
tas memindahkan dens melalui kliring dengan —---
bilyet giro PT. Bank PSP No. P,131211 sebilai --
Rp. 31.860.609.832,~ ké rekening toerdakwag I —we-
4chmad Febby Fadillsh AC ﬁp. 1010007638 di. Bank- .
Citra, naman kenyataaunyé digunakan/dimanfaatkan
ui tuk kepentingan pribadi pada rekening terdakwa
I Achmad Febby Fadilleh seleku pemilik Bank weww
éitra, sehingga surat berhéfga Obligasi tersébut
pindah tangan kembali ke PT. Waterfront Sekuri -

TS | e e e e e e o

4., Melalui transaksi pembelisn Surat Berharga Pasar Uang

/SBFU PT. Trisula Supra milik terdakwa I Achmad Febby

Fadillah di Bank SEAB sejumlah Rp. 5 milysrd, yaug di

N .
lakukan dengan €ara i =—wemememcccecwcccc e ————

4.1,

Tanggal 20 Maret 1996 FT. Trisuls Su@ra menerbit
kan 3(tige)’ lembar Surat Sanggup Notes genilai -
Rp. 5 milyard yahg ditanda tangsni oleh terdakwa
L Achmad Febby Fadillah dan saksi SMH. Simstn ==

. Nyi Mas leantgﬁlnﬁéfiEwl@aNEH Léf)@ﬁfIRS—PH/III/QG senilai Rp.-
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4.3,

4.4,

4.5,

4.6,

q

erAﬁ No. 007/TRS-PE/II1/96 nilai Rp. 2 milyard,-

- 7 -
o) H(!}
N "zi‘“* :’
1 mllya &%%gﬁggal penerbitan 20 Maret 1996 tang -
-*.w
%}Kﬂﬁt@ﬁ tempo 20 Juni 1996 dengan avalist Bank-

tauggal penerbiian 20 Maret 1996, tamggal jatuh -
tempo 20 Juni 1996 dengan avalist Bank SEAB dan -~
No. 008/TRS-PN/III/96 nilsi Rp. 1 milyard tanggal
penerbitéu 20 Méfét 1996 tauggal jatuh tempo 20 -
Juni 1996 deugan avalist Bank SEAB § ~verwecwem——-

Tanggal 20 Maret 1996 Surat Sanggup atau Surat --
Berharga Pasar Uang (SBPU) tersebut kempdian di -
endors oleh PT, BankrSEAB—; e e e e b e

Tanggal 23 Maret 1996 melalui surat PT.Bank SEAB-
meungkonfirmasikan penjualan SBEU yang d4iterbitkan
PT. Trisula Supras senilai Rp.mS milyard dengen --
sukn banga 23% P.a. nilai proceedes Rp, 4.722.426.
278,- dan jatubh tempo 2 Jumi 1996, hal ini di ---
setujul oleh Bank Citfra ; ey S
Tanggal 20 Maret 1996 PT. Bank Citrs wmembeli SEFC
diterbitican oleh PT. Trisula Supra senilai Rp.zs;

milyard dimaksud melalui transaksi dealingroom —-

((trading order No. BC/TREA/003352) ; mwwmmmwmmwc

Tanggal 20 Maret 1996 FT. Bank Citra membayar --
transaksi pembelian SBPU PT, Trisuls Supras seni -
lei Rp. 5 milyard dimaksud demgan menerbitkan ~--
Nots Kredit senilai Rp. 4.722.426.278,0 kepada —--
Bank SEAB (No.006757 tanggal 20 Maret 1996) yang-
‘qitanda tangani oleh terdakwa 11 Chaudra Wijaya -
dan saksi Lily Vondawati, selaﬁjutnya Baunk Citra-

menerims 3(tiga) lembar SBPU yang bersangkutan ;-

Tanggal 20 Juni 1996 Bank Citra mendebet rekening

, Nyi Mas Gﬁantﬁ{& Erblaba FH U], 201

e8ar Rp. % milyard atas pelunasan —-
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4.10.

mﬁﬂx

gy@kbe igan Wota Debet No.002620 ; mwmw- e

Tatggal 19 Juni 1996 Bank SEAB meugkonfirmasikan-
melalui surat kepzda Bassk C€itrs mengenai penjual-
an SBPU yang diterbitkan PT. Trisula Supra senilail
Rp. 5 milyard deugan suke bahgs 23% P.a. tunai 20
hari proceedes Rp. 4.936.917.169,~ dan jatuh tem-
po 10 Juli 1996, kal itu disetajui PT.Benk Citra;

Tanggal 20 Juli 1996 PT. Bank Citra membeli SBFU~
diterbitkan oleh FPT. Trisula Supra senilai Rp. 5-
milyard melsalui trénsaksi dealy room (trading —--

order No. BC/TREA/00412) ; we—mmmmem—ccorememe———

Tanggal 20 Juni 1996 PT. Bank Citra membayar —--
fransaksi pembeliau SBFU PT. Trisula Supra senmil -

lzi Rp. 5 milyard tersebat dengan menerbitkan ---

"Nota Kredit senilai Rp. 4.9%6.917.169,~ kepadg —-

PT. Bank BEAB (No.010286 tanggal. 20 Juni 1996) ;-

Tanggal 10 Juli 1996 Bank Citra mendebet rekening
Bank SBEAB sebesar Rp. 5 mllyard atas peluBnasan --—
SBPU yaug jatauh tempo, namun ditelak PT. Bank ---
SEAB, mestinya sebagai avalist harus membayar ; -
Tangzal 10 Juli 1996 Terdakwa I Achmad Febby Fadil
1lah sebagal pemilik PT. Trisuia Suypra menye tor. -
kan bilyet PT. Bank SEAB No.488453 Giro sébesar -
Rp. 5 milyard untuk pelunasan SBFU kepada Bank -=
Citra, namun ditelak oleh PT. Bank SEAB, maka —=--
pada tanggal 10 Juli 1996 terdskwa I Achnad Febby -
Fadillah membukukaﬁnya sebagal tagiﬁan lainnya -

sesual pembukuan SD-32/12/07/96 tanggal 12 Juli ~
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- o"*? &
-Aa{{%\ :? ﬁg '%
B, 0053
;%ﬁesember 1996 tagihan yang tertulggak—

4,11, . Tang§a~
X éé\ 6lunasan SBPU frisula Supra senilai Rp. 5-
Aﬁﬁgﬁ%ﬁa¥§ard dikonversikan menJadi FPasilitgs Kredit -
ﬁ%%gkﬁ kepads PT. Kusuma Harapan Permai milik ‘erdakwa-
| I Achmad Febby Fadillah berdasarkan kredit memo-
randum Bank Citra No.01/CM/1/96 tanggal 2-~12« ~—

1896 § mmmemmmm e e e e
‘Seluruh transsksi SBPU tersebut diates disalah -
gunakan. sebagal sarana menaril dana wmilik Bank -

Citra secara tidak 5ah ; ————e~meomm—c—————— e

Dana tersebut masnk den dipergunakan. terdakws I-

Achmad Febby Fadillah daun grupnyas seperti PT. —-

Kusums Harapah Permai, sédangkan SBFY. yang ber -
Sangkutan vada saat ditagih'ke Bauk SEAB ditolak

yang semestinya harus dilunasi elebh PT. Trisula-

Supra atau PT. Bank SEAB sebagal pengendorsuya ;

5. Melalui transaksi penyalah gunaaun déna Bank Citra beru
pa pembelian NCD Bank €entris” se jumlah Rp 11 nllyard -

yang dilakukan dengan carag ! —~——weweme——- - . o

" 5.1. Tanggal 7 Nopember 1996 PT. Bank Citrs membeli 1~
(satu) lembar sertifikat Deposite yang diterbit -
Ean oleh PT. Bank Centris dari PT, Aspac Upindo -
Sekuritas dengan nilal nowinal sebesar Rp. 6 mil-
yard dan tanggal 8 Nopember 1996 PT. Bauk €itra ~
nembeli 1(satu) lembar Certifikat Deposito. yang -
diterbitkan oleh PT. Bank Centris dan PT. Adpac -
Upindo Sekuritas dengan nilai mominal Rpe 5 ===

Rilyard ; —eececmmmeece e Bt i e e e
5.1. Tenggal 7 Nopember 1996 FPT. Aspac Upindo Sekuri -
- tas mengkonfirmasikan kepads Bank Citra mengengi-

Tanggung jawab ..., Nyi MasREBri 8k gn BRhbl ki, eposito PT. Bank Centris --




Tanggung jawab ...,

yvﬁ%g '
senﬁP %% D. 6 mllyard dan ftraiusaksi tersebut ai -

%ﬁﬁul Bank Cltra ; e e e

%§§§$Tanggal 6 Nopember 1996 Baunk Citra melaluil surat-

S5eb.

nya No.3/484/KRD menga juken Xoufirmasi kepada ---
Bank Centris atas.sartlflkat.ﬂep031to yang berni-
lai Rp. 6 milyard yang éiterpitkam eleh PT. Bank~-
Ceniris yang dibeli oleh Bank Aspac Upindo Securi
tas, hal itu disetanjul oleh Bamnk Citra dan pada -
tangzal 8 Nopember 1996 PT. Bauk Citra melalui --
suratays No. 3/491,DIR mengajukan koufirmasi kepa
da Bauk Centris atas sertifikat Depesito yang ber
nilai Rp. 5 milyard yeug diterbitkan oleh PT. —--

Bank Centris yang dibeli oleh PT. Bank Centris --

dari PT. Bauk Aspac Upindo Sekuritas, hal ita di-
setujui oleh PT. Bank Citra'y e S —

Tanggal 7 Nopember 1996 PT. Bank Citra @9mbéyar -
transaksi pembeliagn sertifikét Deposito dengan --
menerbitkan bilyet giro B.I. seﬁesar Rp. 5.595. -
999.896,- kepada PT. Aspac Upindo Sekuritas mela-
lni kliring ke PP, Bank Upinfo '} —wrec—cmmemecwe=
Selanjutmya PT. Bank Citra menerima 1{sat) lem -
bar bilyet asli sertifikat deposito PT. Bank —=w-
Centris No. urut 404/SD/VI/96 tanggal pengeluarah
25 Juni 1996 jatub tempo tanggal 7 Januari 1997 -
senilail Rp. 6 milyard, transaksi’ tersebut dibukuo-
kan di Bank Citra pada tghggal 7 Nopémber 1996, -
Dan pada tanggal 8 Nopember 1996 PT. Bank Citra -
membayar transaksi pembelian'sertifikat Deposito-
dengan menerbitkan Bilyet Giro sebesar Rp. 4.81%5.
409.310,~ yang ditanda tangani oleh Terdakws II.

Nyi Ma's%?%?i%r?g%ﬂ%%ﬁahﬁ?ﬁﬂio%ﬁpa? Upinde Sekuritas ——--




@; fﬁg
xﬁgggﬁy

m@ﬁj@@h kliring ke PT. Aspac Upindo Sekuritas. -

"‘A‘}v

<é§§§§@'bar asli bilyet sertlflkat depesito PT. Bank Cen—
S tris No. Urut 828/8D/VI/96 tanggal pengeluaran 25
Juni 1996, jatuk tempe 7 Januagri 1997 senilai Rp.-
5 milyard. Transsksi tersebut dibuwkukan di Bank -
Cit;;ﬂiada fanggal 7 Nopember 1996 ; ~emmwmemoo—

5.5. Tanggal 13 Desember 1996 dengan memoraudum intern
Bank Citra Fo.3/335/DIR menginstruksikan ken ke -
pada Kepalag Kantor Euéat Operasional untuk menye-
rahkan 2(duajlembar"asli bilyet sertifikat deposi
to dari Bank Centris senilai Rp. 11 milyard kepa-
da saksi Lukman Siregar (Direktur Utama). Dan —--
tanggal 13 Desember 1996"éakgi Lakman Sirwgar dan
Fouo Murdieno melgkukan pendepoéitoan al Bank ——-
Citra di rekening Bank Centris welalui kliring --
gtas pelungsan ser tifikat deposito sebesar Rp.” 5-
milyerd yang dibeli dari PT. Aspac Upindo Sekuri-
tas yang telah jatuh tempo mamur peundebetan ter-
sebut ditolak pleh Bank Centris karena tidak di -

- sertal dengau pemyershan bilyet sertifikat deposi
te asli. Hal t{ersebut disebabkan karema 2(duaz)
lembar bil&et sertifikat.deposito telah diserah -
kan kepada Cynthia F. Liando (saksi) Direktar -=--
Utama Sima Inti Corﬁorétion dan hinggé tanggal -~
tersebit belum diseréhkan kembali kepada PT. Bank
CLifra § =ewwmmre - ——————— e e

- Maka pada tenggal 7 Januari 1997 Bank Gitra mem -
bukukan tagihan pelunssan pembelian. ser tifikat --
deposito Bauk Centris seuilai Rp., 5 milyarad yang-
ditolak oleh PT. Bank Centris dengan mendapat ——-

Tanggung jawab ..., Nyi Mas Gianti Bingah Erbiana, FH Ul, 2011
tagiban lainnya dan mengkredit rekening gire Bank
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ﬁﬁa§%§ . Tanggal 10 Maret 1997 Bank Citra mengkouversikan-

A%

- A el B bt T % by b v e B8 ek A S St Rk e T T

lagi tagihan atas pelunasan sertifikat depesito -
Bank Ceuntris dgngan total uwilai Rp. 11 miiyard ——
e men jadi fasilitas kredit kepada PT. XKusuma Harap~
an Permai milik terdakwa I Achmad Febby Padillah-
berdasarkan memo intern Bank Oitra“No.4/60l/KGM -
tanggal 17 Pebruari 1997 kepada Direksi Bank ¢i -
tra dari Komisaris Utama (saksi éuyoso Sukarno) -
dan Kcmisaris Alita Marsanti., Dan meme intern —-—-
Bank Citra dari Direksi No.4/015/KOM kepada saksi
Nono Murdiono (Képala Bagian KPO)‘tanggal 5 Maret
1997 yang selanjutnya Saksi Néuo‘Murdiono MeRE —
instruksikan kepada Bagian Administrasi untok me-
lakukan droping dana/ tambshan fasilitas kredit -
kepada PT. Kusuma Harapan Permai sebesar Rp.30,25
milyard termasuk out standing taglhan atas tran -
saksi pembelian sertifikat deposito Benk Centris-

sebesar Rp. 11 milyard ; —------—ssscermmcaunmoonm

-6. Baliwa dari haegil pemerilksaan Bank Indonesis terhadap -~
Bank Citra telah ditemukan pemberién fagilitas kredit-
kepada pemegaug saham dengsll cara penariken tuunal atas
nama Komisaris Utama (Terdakwa I) sebesar Rp. 250.000.
000, ~ yang penarikanuya dilakukéﬁ pada tanggal 29 No =
pember 1997 dan dana tersebut digunakan uniuk kepen --
tingan pribadi terdakwa, walaupun Bank Citra sudsh di-
tegur eleh Bank Indonesia deungan sﬁrat tanggal 17_Sep-
tember 1997 untuk tidak memberikan tambashan fasilitas-
kredit kepada pemegang sSahgR j =——=——mweescceeceercm————
Seluruh trausaksi dan pensrikan usng tunai tersebut di

’% Tanggung jawab ..., Ny?il f\“/%"éGi?ﬁ?&ﬁ&é&@rb&%ﬁ%ﬁ%’% dalam bentuk pemarikan ---
atan penggunaan dana Bank Citra yang sebarusnya. —=w=-
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~@i§§ , Achmad Febby Padillah dengan weunyalurkan ke Grap —--

W 13-
N
A
khquﬁﬁ uk trausaksl bridgibvg dengan Bank Centris --
,g %5%& kenyataannya dipergunakan sendiri oleh Terdakwa-

%ﬁ"?&?}:ﬁ\f"

S

perusahazn milik Terdakwa I yaitu PZ. Kusume Harapan -
Yermal, ateau setidask-tidaknya terdskws tidak melaksauna
kan langkah-langkah yauz diperlukan untuk memastikan -
ke tagtan Bank terhedap keteninan-ke tentnan perundasng -
undatigan dan perbaatan terdakwa sudsh diperingatkan --

oleh Bauk Indonesia § ~—-————memmm e e

Perbuatan mereka Terdakwa diancam hukuman berdasarkan ke-
tentuan pasal 49 ayat (2) b Undang-Undeug No.7 Tahun 1992
jo Pasal 55 ayat (1) ke~l KUHP ; ———moommmmoom ol

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka terdakwas, yaitu terdakwa I Achmad Febby Fadl -

1lah dan Terdakwa II Chandra Wijaya, péda waktu dan tem -~

_pat sebagaimana diuraikan dalam dekwsan Primair, baik se=

Tanggung jawab ..

cara bersama-sams dan atan secara sendiri-sendiri melaka-
kkannya, meuyuruh melakukan ataw turut melakukan. dengan --
sengaje telah memiliki dengan melswan hukum sesuata ba =—
raung yéng sama sekall atau sebagiaunya termasuk kepunyaan
orang lain dan barang 1tu ada delsm tangan mereka terdak-
wa bukan karena ke jahatan, melainkan karena mereka Ter ~-
dakwa memegang barang iltu berhubung dengen peker jaannya -
atau jabatannya atau karena merekas mendapat upah uwang, --

yang mana perbuatan mereka terdakwa dilakukan depgan . --~

1. Pada‘tanggal 29 Pebtiruari 1996 Terdakwa I Achmad Febby-
Fadillah bersama-sama Terdakwg II Ghendfa Wijaya telah
memiliki uang Bank Citra dénganzﬁemindahkannya ke reke
ning pribadi Terdakws I Achmad Febby Fadillah melalui=-

NKT%%%%E” Eg@aggﬂn ;%g¥¥#0%¥1dengan bllyet giro FT. Bank
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X%@ ﬁﬁo P.131211 dan umengkredit.rekening giroe terdakwa-
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I Achmad Febby Fadillah 4i PT. Bauk Citra sebesar Rp.=-
%1.860.609.8%32,- sebagai hasil transaksi pembelisn —~-
obligasi oleh Bank Citra welalui PI. Waterfront semi -

1ai Rp. 32 milyard ; —e——=—e—me--cec——emo oo —mm e —————

Pada tanggal 2 Desember 1996 Terdakwa I Achwad Febby -
Fadilish bersama-sams Terdakwa 11 Chamdra Wijaya telah
meniliki uang Bank Citra sebesaf'Rp. 5 milyard dengan-
mengkonversikan tagihan yaug ter tunggak atas pelunasan
SBPU Trisula Supra meujadi fasilitas kWredit kepada PT.
Kusuma Harspan Permai perusaliaan milik Terdaekwa .l ———-

I P T ar U ;o e -

Pada tanggal 10 Maret 1997 Terdakwa I Achmad Febby --
Fzdillah bersamé-séma TErdakwa II Chendra Wijaya telah
memiliki wang Bank Citra sebesar Rp. 30.250.000.000,--
dengan mengkonversikan tagihan pelunasan pembelian ser
tifikat Deposito Bank Centris yahg sebesar Rp. 11 ----
nﬁlyard,ﬁenjadi fasilitas kredit/ tambshan fasilitas =
kredit kepada PT. Kusuma Harapan Permai perusashaan ——-
milik terdakwa I Achmad Febby Padillah yang total jum-
lohiys sebesar Rp..30.250.800.00€,- termasuk outstan--
ding tagihan atas tranpaksi pembelian sertifikat Depo-
sito Bahk Centris sebesar Rp. 1l milyard ; ——==——=w———-

4, Bahwa perbuatan mereka terdakwa tersebut sub. 1,2 dan 3

Tanggung jawab ...,

tersebut diatas dilakukan dalam kapasitas dan Jjabatan-
Terdakwa I Achmad Febby Fadilléh sebagal Komisgaris dan
Terdakwa II Chandra wijaya sebagai Direktur Utama/Di -
reksi PT.Bank Citra dalam proses transaksi pembelian -
obligasi oleh Baunk Citfa welaluli PT.Waterfront sejum -

lah Rp. 32 milyard, transaksi pembelian SEPU PT,Tri ==
NFIER SRS IS Erbbha DAty AP ¢ Jumlab Rp. 5 milyard --




1 WCD Bank Centris sejum -

but prosésnya antara lain carag § =—ww——scccwves——————

1. Terdskws I Achmad Febby Fadillah dalam kepasitas --
dan kedudﬁkaunya sébagai Komisaris Baunk CGitra dan -
terdakwa Il Chandra Wijayé dalam Kaﬁasitasnya 58 ~w
bagal Diréktur Utama/ Direktar Baﬁk Citra telah me-
lakukan peunarikan daua'Bank Gitfa secara tidak syah
dan merekayasa franseksi Cbligasi, transeksi Deposi
to dan transakéi SBFU, dimena bukti Obligasi dam --

CNCD tidask ditempatkén di Bank Citrs yang nilai ke -
selurihantys berjumlak Rp. 48 milyard ditambah pen-
dropingan tambahan fasilitas kredit ke PT.Kusuma ==

Harapan Permal sebesar Rp. 19.250.000.000,~ ; ——w=-

Z, Dalém Pprogses transgksi-tirsusaksi tersetut diatag --
Terdakwa I Achmad Febby Fadillah dan Terdakwa II -~
Chandra Wijaya dalam ked&dukan dan Jaﬁatahnya ﬁé -
sing-maging melakukan prosesing dan-menanda tangani

dokumen-dokumen yang bersangkutan sampai terjadinya

pencalran dana ; —-—— e e o e -

3. Dalam transaksi pembeliasn Obligasi oleh Bank Citra-
ﬁelalui PT.Waterfrout Sekuritas sejumlathp. 32 mil

yard, dilakukan dengan carg : ——emmemmcmcccoccasm———

3.1. Tanggal 29 Pebruart 1996 PT, Waterfront Sekuri
tas menswarkan ObllgaSI dari 16(enam belas) —-
- lembaga (7 Bank dan 9 Lembaga Nou Bank) dehgan

Jjumlgh nllal sebesar Rp. 32 milyard ; —=—e———-

3.2. Tatgegel 29 Pebruari 1996 PT.Waterfront Sekuri-
tas mengkonfirmasikan kepé&a'Bank Citra pembe-~
lian repe onligasi bernilai Rp. 32 milyard ---

Tanggung jawab ..., Nyi Mas Gianti Bingah Erbiana, FH Ul, 2011
tanggal valuta 29 Pebrusri 1996 s/d 7 Maret —-




5
@“beli Rp.. 31.872.950.876,~ yang di -
'¢wjui'oleh Terdakwa II Chandra Wijaya selakn

Direktur Utamé PT.=Bank“Citra } e —————
Tanggal 29 Pebruari 1996 Terdakws II Chandra -
Wijaya selaku Direktur Utsma PT.Bank Citra ——-

menginstruksikan kepada sakSimLily dan Brsan -

untok menerbitkan Notg Kredit ﬁntuk pembelian-

3.4.

Obligasi. dari PT. Waterfront Sekuritss semilai
Rp. 31.872,950.876,~ ; —w=mm—mmemoe e e
Dan tanggal 29 Pebruari 1996 hari itu juga —--
Bank Citra menerbitkan Nota Kredit yeng diten-
da tengani eleh Terdakwa II Chandra Wijaya dan
saksi Lily Vondawati untuk-pembelian Cbligasi~
deri PT.Waterfront Sekuritas semilai Rp. 31. -
872.950;876;- untuk PT.Waterfront Sekuritas —-
melalui transfer kerekening PT, Waterfront Se-
kuritas A/C No,010.2005121 di PT.Bank PSP,. —-u
yangbmana ‘sebelumiya yaitu pada tanggal 22 Pe-
bruoari 1996 PT. Bauk Citra membukukan transask-
si pembelian Obligasi PP Waterfront Sekuritas-
senilail Rp. 31.872.950.876,- sesual slip pembu
kaan masing-masing No. Ref. SD-43/29/02/96,. --
SD-45/29/62/96 dan $D-467/29/02/96. ; ~meceimen

Tanggal 29 Pebruari 1996 PT.Waterfrout Sekuri-
tas memindahkan dana melalui kliring dengan —-
bilyet Giro PT. Bank PSP No. P,131211 senilgi-
Rp. 31.860.609.832,~ ke Rekening terdakwa I —-—
Achmad Febby Fadillah AG No.1010007638 di Bank
Citra, namun kenyataannya digunakan/dimanfaa t-

kan untuk kepentingen pribadi pada rekening --

Ténggﬂ@jawab"”NyiMasGﬁnﬁ%ﬁ%ﬁ%ﬁﬁb%n&?ﬂ?@ﬂ2B?Pby Fadillah selaku pemi -

lik Bank Citra, sehingga-surat berharga =——e—e-




Melalui transaksi pembelian Surat Berharga Pasar --

Uang/ SDFU FT. Trisuls Supra milik Terdakwa I ————-

-Achmad Febby Fadillah di Bank SEAB ge jumleh Rp. 5 -

milyard, yarg dilakikan déugan Carg I e e—————

4.1, Tanggal 20 Maret 1996 PT. Trisula Supra mener-—
bitkan 3(tiga) lembar surat sanggup notes seni
lai Rp. 5 miljard yeng ditanda taugani oleh --
CleErdakws 1 Achimad Febby Eadillah dan salksi SMH
Slmatupang, yaitn : No.OOG/TRS-PN/III/96 seni-
lai Rp. 1 milyard tanggsl penerbitan 20 Mare t-
1996 tanggal jatuh tempo 20 Juni 1996 dengan -
avalist Bank SEAB, ¥o.007/TRS-PN/III/96 nilai-
Rp. 2 milyard, tanggal penerbitan 20 Maret —w-
1996, tanggal jatuh tempo_20[Juni 1996‘dengan-
avalist Bank SEAB dan No.008/MRS-PN/ITL/Q6 w~-
nilai Rp. 1 miijérd tanggal pénerbitéﬁ.20 Ma -
ret 1996 tanggal jatuh tempo 20 Juni 1696 de -~
ngan avalist Bank SEAB ; ~+r—r—mmecvmamcae- e

4.2..Tanggal 20 Maret 1996 Suratf Sanggup atau Surst
Berhargs Pasar Uang (SBPU) tersebut kemudian -
_ diendors oleh PT. Bank SEAB ; =m—wrm——omm——mne

4.3. Tanggal 23 Maret 1996 melalui surat PT.Bank —-
SEAB mengkonfirmasikan peunjualan SBFU yang di-
terbitkan PT. Trisula Supra senilai Rp. 5 mil -
yard dengaﬁ>suku bunga 23% P.a. nilai procee -
des Rp, 4.722.426.278,- dan jatuh tempo 2 Juni
1996, hal ini disetajui oleh Bank Citra ; =—w-—

4.4, Tongzal 20 Maret 1996 PP, Bank Citra menmbeli -
Tanggung jawab ..., Nyi Mas Gianti Bingah Erbiana, FH Ul, 2011

SBPY yang diterbitkan oieh PT.Trisula Supra -~ -




%
agﬁi%;}gﬁp 5 milyard dimaksud melaluwi iran --
Bfsi dealingroom (tradlng order Yo, BC/TREA/~

%§§§§g%% 003352) e e e e e e e

4.5, Tanbgal 20 Maret 1996 PT.Bank Citra membayar -
tramsaksi pembelian SBﬁﬁ fT. Prisula Supra se-~
nilsi Rp. 5 milysrd dimaksud dengan uenerbit--
van Nota Xredit senilai Rp. 4.722.426.278,- —-
kepada Bank SEAB (No.006757 tanggal 20 Maret -
1996) yéng diféﬁdé tangani oleh terdakwa II S
Chandres Wi jaye dan saksi Lily Vendawati, selan
Jutnya Bauk Citra menerima 3( tige) lewbar. SBFU

yaug bersangkutan ] oo ~~w~-—--wwn~w-J-«~

4.6, Tanggal 20 Juni 1996 Bank Citra mendebet reke-
ning Bank SEAB sebesai Rp. 9 milyard atas pelun
nasan SBEU yang jatuh tempo, sesuail kesepakat-
an sebelumuya dengan Hota Debet No.002620 ; -

4.,7. Tanggal 19 Juni 1996”3auk SEAB mengkonfirmasi~
kan melalui surat kepéda Bank Citra wmengénai -
penjualan ABPU yang diterbitken FT. Trisula --
Supra senilai Rp. 5 milyard dengéﬁ suku banga-
2%% P.a. tunai 20 hari proceedes Rp. 4.9356. —=
91% 169,- dan jatuk tempe 10 Jﬂltwl99%, hal -
ini disetujui PT. Bank Citra i =—m=-mosmemem—-

4.8, Tanggal 20 Jun1 1996 PT. Bank Citra membeli -~
SBRY yang'diterbitkan'oleh PT. Trisula Supra -
senilai Rp..5 milyard melalui transaksi dealy-

room {trading order No. BG/IREA/00412) ; -~---

4.9. Tauggal 20 Juni 1996 PT. Bank Citra membayar -
fransaksi pémbelian BPY PT. Trisula Supra se-
pilai Rp. 5 milyard fersebat dengan menerbite-

anggung jawab ..., Nyi Mas Gianii Bingah Erbigna, FH UL Z0LY a1 Rp. 4.936.917.169,~ —-




Tanggung jawab ...,
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4.11.

%h. o
i?Afﬁ% . Baunk SEAB (No.010286 tanggal 20 =
G ,
ni 1996) e e e e s e

Tanggal 10 Juli 1996 Bank CGitra mendnbet reke-
ning Bank SEAB sebesar'ﬁp.'B milyard astas pelu
nasan‘SBPUmiéﬁg Jatuh témpe; namun ditelak.PT.
Bauk ‘ﬁAﬁ, mestinya sebagai avalist liaras ———-

membayar e o o e o e e e e i 20 e e 2 e e

' Tanggal 10 Juli 1996. terdakwa I Apghmad Febby -

Fadillah, sebagai pemilik PT. Trisuls Supra me-
uye torkan . biillyet PT. Bank SEAB No.488453 Gire-
sebesar'RpT 5 milyard untuk pélunaéan.SBPU -
kepada Baunk Citra; namun ditolak ¢leh PT. Bank
SEAB, maka pada tanggal 10 Juli 1996 terdakwa-
I Achmad Febby Fadillah mémbu?ukannya se bagai~
tagihan 1aiunya‘sesuai pgmbﬁkgan'sn-32/12/67[,f

96 tanggal 12 Juli 1996 ; -- ol .

Tanggal 2 Desember 1996 tagihan yang tertung -
gak atas péluuasan SBPU Trisala Supra senilai-~
Rp. 5 milyard dikonvérsi&an men jadi fasilifas-
Kredit kepada PT. Kusuma Harapan Permai milik-
terdakwa I Achﬁéd Febby Fadillah berdasarkan -
kredit memorandum Bauk Citra No.Ol/CM/1/96 ———
tanggal 2-12-1996 ; wwmmmmcm e ——
Seluruh trausaksi SBFU tersebut diatas disalah
gatakan sebagai saréﬁa menarik dawa wilik Bank
Citra secara tidak syah §} =—mermereccccscoccecnaao
Dana tersebut mesuk dan dipergunakan Terdakwa-
I Achmad Febby Fadillab dan gruphnya séperti -
PT. Kusuma Harapan Permai, sedangkan SBPU yang
berséngkutan pada séat ditagih ke Bank SEAB di

Nyi Mas GiartPBilah EffifhaSPHYA Wopia harus dilunasi oleh FPT.
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ﬁgﬁﬁ%&‘&a Supra atau PT. Bank SEAB sebagal pe --

R : :
Y ﬁgﬁﬂﬁgendnrsnya e et -
W
AR &
K@%ﬁ Melalul transaksi penyalah gunaan dama Bank Qitra -

berupz pembelian NCD Bzuk Centris sejumiah Rp. 11 -

milyard, yang dilakukan dengan cara ! ——-—- e

5.1+ Tanggal 7 Nopember 1996 PT. Bank Citra membeli
i(Satu) lembar sertifika%jbeﬁosito‘yang diter-
bitkan'oleh PT. Bank Centrié dari PT.Aspac ~--
Upindo Sekuritas'dengan nilai nominal sebesar-
Rp. -6 milyard dan tanggal 8 Nopember 1996 PT.=
Bauk Citra membeli l(satu) lembar certifikat -
Deposito yang diterbitkau_oleh FI. Bank Cen =—
tris dan PT. Aspaec Upindeo Sekuritas'dengan -

nilai nominal Rp. 5 milyard ; ——=—e—ememcmea—-

5.2, Tanggal 7 Nopember 1996 PT.Aspac Uj%pda Sekuri
tas mengkounfirmasikan kebéda Bankﬁgitra HE ==
ugenal penjualan sertifikat déposito PT. Bank-
centris senilai Rp. 6 milyard dan transaksi --

tersebut disetujui Bauk Citra ; ~wwmemwcew——eee-

5.3, Tanggal 6 Nopemher 1996 Bank Citra melalui su-
ratnya No.3/484/KRD mengajuken konfirmasi ke pa
da Bank Centris étés gsertifikat Deposito yaug-
bernilai Rp. 6 milyard yang diterbitkan olsh -
PT. Bauk Centris yang dibeli oleh Bank Aspac -
Upindo Securitas, hal itu disetujui oleh Bank-
Citra dan pada tanggal 8 Nopember 1996 PT.Bank
Citre melalui suratuya No.3/491/DIR mengajukan
konfirmasi kepada Bank Centris atas sertifikat
Deposito yang.bernilai Bp. 5 milyard yang di ~

terbitkan oleh PT. Bank Centris yang dibeli --
Tanggung jawab ..., Nyi Mas Giagh BinoghErbignay FRU] 48] gari PT. Bank Aspac —=—w=
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e
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‘Qx_ﬁ§yﬁ%buk CLtra §; memmm e e e
yfﬁi A | :
Wist 544, Tatggal 7 Nopember 1996 FT. Bank Citra memba -

yar trausaksi sertifikat Deposito dengan mener
. bitken bilyet giro B.I. debesar Rp. 5.595.999.
8%6,~ kepada PT. Asﬁaé'Upiﬂdo Sekuritas mela -
lei kliring ke PT. Bauk Upindo ; =e-ec—m—ee—ox
Selan jutnya PT. Bank Citre menerima 1(satu) --
lembax bilyet asii sertifikat depesite PT.Bank
Centris No. urut 404/SD/VI/96 tanggal péengelua-
aran 25 Juni 1996 jatuﬁ tempo 7 Jauwari 1997 -
senilai Rp., 6 milyard, transaksi tersebut di -
bukukan di Bank Citra pada tanggal 7 Nopember-
1996, Dan péda tanggal 8 Nopember 1996 PT.Bank
Citra membayar transgaksi pembelian gertifikat-
Deposito dengan meperbitkan Bilyet Giro sebe -~
sar Rp. 4.815.409.31C,~ yang ditanda tangani -
oleh Terdakwa II Chaundra Wijaya kepada Aspac =
Upindo Sekuritaé melalui kliring ké PT.Aspac -
Upindo Sekuritas. Selanjutmya PT. Bank Citra -
menerima l(sata) lembar asll bilyet sertifikat
deposito PT.. Bank Centris No. urut 828/8D/VI/-
96 tanggal peﬁgeluaran 25 Juni 1996, jatuh --=-
tempo 7 Janwari 1997 senilai Rp. 5 milyard., --
Transaksi tersebut dibukakan di Bank Citra w-=

pada tanggal 7 Nopember 1996 3 - e ——

5.5, Tanggal 13 Desember 1996 dengan memorandum in-
tern Benk Citra No.3/335/BIR meuginstruksikan;
kepadé Kepala Kantor Pusa%IOPerasional un tuk -
menyerahkan 2(dua) lembar. asli bilyet sertifi-

Ténggﬂ@jawab"”NyiMas(ﬁaﬁ?gmggpgﬁkﬁg,gﬁﬁﬁ,iﬁqk Centris senilai Rp. 11-
: wilyard kepada saksi Lukmen Siregar (Direktur-




o ‘%v

%E%lk“
ﬁ%%%%* Dan tanggal 13 Desember 1996 sak31 -
@§§§§§xﬁﬁkman Sivegar dan Noto Murdiono melekukar De-

¥§% positoan 41 Bank Cltra di rekeuing Bank Centris

melalul kllrlng afas pelunasan sertifikat Pepo
. 8ito sebesar Rp. 5 milyerd yang dibeli dari PT
Aspac Upindo Sekuritas yaung telah Jatuh tempo¥
namun peudebe tan tersebut diftelak oleh Bank ~--
Centris karena tidak digertai dengan penyerak-
an bikyet gertifikat deposito asli. Hal terse-
but disebabkan karena 2(dua) 1emb$r bilyet ---
sertifikat deposito telah diserahkan kepada -~
Cynthia F. Liando (saksi) Direktur Sima Inti -
Corporation dan hiﬁgga tanégél tersebat belum-
diserahkan kembali kepadas PT. Bank Citrag ; «-=
laka pada tanggal 7 Janudri 1997 Bank Citra -
membakuekan tagihan peluﬂasan pembelian sertifi
kat deposito Bank Centris senilai Rﬁ. 5 mil --
yard yang ditelak oleh PT. Bank Centris demgan
mendapst tagihan.lainnyé dan mengkreditf reke -

uing giro Baunk Citra di Bank Indonesia ; —=—w-

5.6. Tanggal 10 Maret 1997 Bank Citra mengkonversin
kau lagi taglhan atas pelu'asan sertifikat de-
posito Bank Centris dengan total nilai Rp. 11-
milyard menjadi fasilitas kredit kepada PT, ~-
Kosuma.Harapar Permai milik Terdalkwa 1 Achmad-
Febby Fadillah berdssarkan memo imtern Bank --
Citra Ho.4/001/KOH %anggal 17 Pebruari 1997 --
kepada Direksi Bank Citra dari Komisaris Utama
(saksi Suyoso Sukarme) dan Komiseris Alita =--
ﬁarsanti. Db memo intern Bénk Citra dari Di -
reksi Eo.42b15/KPO kepada éaksirNane Murdiono=-

Tanggung jawab ..., Nyi Mas Gian{i@iggh Ertians 5 WP8Y! Ttanggal 5 Maret 1997 yang-
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g@&iqﬁ%utnya saksl Nono Mgrdiouno menginstruksi-

N

@ﬁ’ droping dana/ tambahan fasilitas kredit kepada

Yan kepada Bagian Administrasi untuk melakukan

PT. Kusuma Harapan Pe:mal sebesar Rp. 30,25 --
milysrd termasuk out standing tagihan atas —--
transaksi pembelian sertifikat deposite Bank -

Centris sebesar Rp. 11 milyard ; —=m—wwwcoewe-

Seiluruh transaksi ini'merupakan pelanggaran dalsm -~
bentuk penarikan atau penggunsau dana Bank @itra --
yYaug seharusuya khusus usniok transaksi‘bridgimg -
dengan Bank Centris, namun kenyataannya diperguna ~
kan sendiri oleh Terdakwa I Achmad Febby Fadillah -
dengan menyalarkaﬁ ke Grup'pérusahaén milik Terdak--

wa I yaita PT. Kusuma Harapan Permai ; =———-c—e——e-

Yerbuatan mereka terdeskwa diancam deugan hukamsn berdasar

kan Pssal 374 KUHP jo Pasal 5% ayat (1) ke-l KUHP ; —ww—u

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaamnya,~-~-
Jaksa Penuntut Umum telah meungajukan saksi-saksi yang —--

se telab disumpah memberikan keterangan yang pads pokokrya

sabagai berikut § ~——wmecome- - Al ot 0 i o A W44 o ke o e e e S v a0 S -

Saksi 1. YUNUS HUSEIN :

- Bghwa saksi kenal dengan Terdakwa baru saat ini, dan -=

sebelumnya belum perngh bertemn ; =mrmewrweccemmoe—————

-~ Bahwe bener saksi adalagh Wakil Kepala Bire Hukum Bank -

Indone31a dan tidak kenal dengam Para Terdakwa R

- Bahwe benar saksi pernah dlperlkSa-oleh Mabes Polri, --
dan semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar, dan-

saya bertetap pada keterangah tersebut ; weeee——eee——e-

- Bahwa saksi mendapatk u_perintah dari Dlrektur BI g

Tanggung jawab .. ¥L i Mas Gianti Bmgah Erbiana, FH Ul, 2011
e

aporkan ké Mabes Polri tentang adauya temuen adanya
m l;-::.

m- T T S
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_\qﬁanﬁan di Ban Cltra HEE e e e o e e e e

Qﬁ?ﬁ%hma temuan teraebut adalsgh hasil pPengawasan_ dan_peme—

%ggg%ﬁ 11ksaan yang dilakukan eleh QQEE%&S technis di lapsngan
yaitu Sdr. SUKARBLA BATUNANGGAR dan NURIL MU CHENDRAWAN 3

- Bahwa hasil temuan dsri petugss technis tefsébut adaiah
" Bawk Citrs melakukan transaksi Obligasi yang ditanda --
tangani Chandra Wijaya wmelalui sebuah perusshaan Seguri
tas, nraman dananya masuk Bank Citra dan perusahaan Grap

Achmad Febby TFadillah ; wewemmacammc e

=~ Bahwa Bank Citra membeli Surat Berharga Pasar Uang me -
lalu;“PT. Trisnxla.Supra. dan dananya diganakan Perusaha

an Grup Achmad Febby Fadillah sebesar Rp. % milyard § -~

- Behwa benar Bank Citrs juga telash mengsdakan pembelian-
NCD Bank Centris dan danamnya Jugs digunakan eleh Perusa

haan Grup Achmad Febby Padillah ; ~meeswew—ommeommuwm—

-~ Bahwa pada tanggal 29 September Achmad Febby Fadillah -

melakukan penarlkan tunal atas nama Komisaris Utama -

yapg sebenarnva tidak dlbenarkan, dan hal ini telah di-

tegur oleh Baunk Indonesia untuk tidék memberlkan f33111

g

“tas kredit kepada pemegang saham } e —— s

«~ Baliwa behar saksi meudeumar darl inm Ligquidasi bahwa -
Tbrdakwaﬁkchmad Febby ¥adillah telah melan351 kewaalban

nya besertg dengan buuganya § e ——————————— e

Saksi 2. SUKARELA BATUNANGGAR :
.~ Bahwa benar kenal dengau Pars Ierdakwa, akan tetapi ---
tidak ada hubungan keluarga ; ===—wmmee=-= e ————

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa I karena kedi -~

unasan , dimaua Terdakwa sebagal Komisaris Bank Citra --

'. s ..,..\.._.‘; ’- 3 ~an T mem—
Tanggung jawab .. %1?/} M B R s AT ORISR technis lapangan ;
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TRk :
\ gesi melalnd PT Waterfront Sekuritas sebesar Rp. 32 -~
milyar dan daﬁaqxéﬂiidakwmasﬁkwkaﬂBankmCiira,.damum, -—

masuk perusahaan Grap Terdakwa I § s

~ Bahwa beuar Bank Citre jugs melakukan pembelian SEPY PT
'-H_‘_“_"—'—\—

Trisula Bupra dari Bank SEAB dan Juga pembellan NCD -

Bank ??Fra.me}@EQEWEEEEEQUE}Bd9m§ggagiﬁg§“§?P?E?r Rp.11
milyard, dan semua-itu dananya masuk ke Perusshasn Ter-

dakwa Achmad Febty Fadillah | ~eeeecccmmcamm oo

~ Bahwa benar Bank Indonesia sebagal Pengawas Bank di —-~

Indon351a telah menegur Bank Citra mengenal tindak lan-

Jut hasil pertemuan serta upaya perbaiksn Bank Citra, -

penyelesaian fasilitas kepada pemegoung seham dan ten --

tang _debitur Bauk Citra P e e

- Bghwa bemnar ternyata semua permasalahan tersebut telah-

dlselesalkan dan Terdakwas I telah meluhasi semua dang -

yang dipakai pgrusahaannya beserta bunganya ; —we=————-

 Saksi 3. SUYOSC SUKARNG :

-~ Bahwa benar seksi kenal dengan Terdakwa I sebagai Komi=-
éaris dan Terdakwa Il sebagail Direktur Ufama Bank Citrs

karena saksi adalah sebagal Komlsarls Utama sekallgus -

Sebagalu pemegang Sabam T e e s a1t o . 0

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa Mabes Polri, dan ——-

semua keterangan saksi dalam BAP Polisi adalah benar, -

dan saya bertetap pada keterangau tersebut ; —————mem—e
~ Baghwa benar saksi ggngajagguhgermasalahan Bauk Gltra -

karena tugas kepengurusan dan pengawasan Bank dan 1mple

Tanggung jawab ... ;¥ %ﬁ?'&“ %@Qﬂéﬁr%ﬁew%azoéﬁra v-surat, buk ti-bukti ~-




W%@ da can yang dijalaukan oleh Direksil | —meweemwcecooe—
n\w@*
%ﬁ€§\§“ ~ Bahwa beunar Bank Citra selalu melaporkan ke Bank Indone

sla sesugi ketentuan Perbankan, naman saksi pernah men~

dapatkan teguran dari Bank Indonesia mengenai himbawan-

untul Bank CLtra j =m=memssm s o o

- Bahwa benar saksi mengetshul adanya warkat-warkat Bank-
sebeser Rp. 27 milyar yang warkatnya tidak disimpan di-
Bank Citra § -—wewém~eromror e e e s — e e e e e e

- Bahwa benar ads daua Bank Citra yang berasal dari Obli-
basx, SBPU dan NCD  yang dlgunakan oleh Perusahaan milik
Texdakwa I, akan tetapi hel tersebut sudah dlselesalkan

badé ta_ggg_aLBS_.:De-se.mber__._l9_.9,,,6 } et

= Bahwa benar pemberisn dellltas kredit kepada pemegang-
sabam sebesar Rp. 25 mllyar tersebut sudah dlselesalkan

oleh I} srmrerce e e e e

- Babwa benagr perbustan Terdakwa I tersebut bukan menye -

hatkan Bank Citra ; . 5 st ot o e
« Bahwa benar Bank Citra tidak pernah m&laporkan kgl ini-
ke Mabes Polri, akan tetavi Bank lIndonesia yang melapor
kannya ke Mabes Polri ; —wsemermeccccca e -

‘Saksi 4. ACHMAD ROZAK HANAFIAH ¢

. -.Bahwa benar saksi kenal deugan Terdakwa I sebagal Komi-
saris Baunk Citra, dan saksi édalah sebagéi Direktur, --
gkan tetapi sp@qiﬁ;i@gg kenal dengan ﬂbrdakﬁa II, kare-

pada waktu saksi masuk, Terdakwa IT sﬁdah keluéf e

~ Bahwa benar saksi pernash diperiksa di Mabes Pelri, dan-

Senua ke terangati saksi dalam BAP adalah benar I

Tanggung jawab ..., Byiivas AN BiIrgak &10iaed fehidaf0hformasi dari Bank wee—w-




Tanggung jawab ...,
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dgx&%&a.ﬁgar dana~dana pewmegang saham diserahksn, —-——

$ al i1tu sudah dilaksanagkan oleh Terdakwa I ; =rmewe=
-t\-«s

- Bahwa benar rapat-rapat dengan Bauk Indonesia telah di-

adakan dan sedang disetujui, danawﬂaﬁa sudgh wmernpakan-
dansa terkendsli- sebagal akhir dari pemnerbitsu supays --
tertib dan saksi menge tehui penyelesalan dari segl teh-

©ik perbankan sudsh bemal § —-w-memseseowos-ossssesTooT

- Bahwa benar saksi melihat penyelesalah dana 0b11g331, -

hCD dau SBPU sudah selesal sekallgus dan kewaaiban Ter-

dakwa I untuk meluu331 kenball dana yang dlkucurkan ———

daI‘l Bank Citrg ; ~ecemvamcwcomc e e r e e .

e L ke —— e

-~ Bahwa bendr saksl menge tahul dana dar1 Bank Cii{ra yang~

dicairkan sebesar Rp. 250 juta juga telah.selesal di ~-

bayar kemball ke Bank Cltra ;] e s - ————— et i

Saksi 5, FERDINAN NURFIAN :

~ Bahwa benar saksi kengl dengan Terdskwa I, kareuna se jak

tanggal 1 Janunari 1997 saksi maéih ai Baﬁk Citra ; —=--

Bahwa benar saksi adalah menjabat Direktur di Bank =w--—
Citra dan peruah diperiksa &i Maheé Polri, dimana semua

ke terangan dalam BAP Polisi adalah benar ; ——ee—mem—e—w—-

Bahwa benar Bank Citra peruah diteaur-oleh Bank Indene~

319 nada tauggal 17 September 1997 meugenal managementb

"Bank Citra agar menyelesalkan debst rekenlng Bank Citra

d1 B I., tldak memberlkan tanbshan f33111tas kredlt ke-

pada pemegaug saham day menbuat pernyataan rencama pe'-

nyelesaian kredlt kepada pemegang saham tersebut } w———

Bahwa benar ada Obligasi, NCD dan SBFU yeng dananya di-
ganakan oleh Grup Perusshaan Terdakwa I, tetapi semua ~
itn sudah diselesaikan dan Terdakwa I_%elah menyerahkan

Ay Ny SianIRingdhiEroiena, Rakh Pdhg digunakan ; =e=——eomoe-

- Bashwa benar saksl dengan adanya surat tesuran dari BI -




\@"/
S
&; &%gk Zal 17 Septenber 1997 tersebut Terdakwa I maw-
§§§%§h¢menar1k tuh31 sebésar Rp. 250 Jjuta atas namanya -

N\

seudlrl -dengan nama Komiseris Bank €itra j; -sww~eee—w--

- Behwa benar perbuatan Terdakwa I tersebuo adalah merupa

kan pelanggaran perbakan akan tetapl Térdakwa I ctpat-

menyelesaikannya dan mengembalikan. laua tersebat kg —--

Bank Citras sesuai dengan surat pelunasan yang diperli -

hatkan dipersidaugan ; m==emwe=————e—wem——— e o e e e e

Saksi 6. TLILL VONDAWATL ¢
-~ Bahwa dhenar sakgi kenal Terdakwa I sebagai Komisaris --

dan Terdakwa II Direlktur Utams di Bank Citra § =---—--=

~ Bghwz bengr saksi pernah diperikss di Mabes FYolri dan -~

semua keterangsn dalam BAP adalsh benar ; —=----=—w-wee-
= Bghwa benar saksi btertugas sebagal Kepsla Bagian Opera-
sional Bank Citfa ; TGN, A—

« Bghwa benar setiap ada Iransaksi harus ada Derlntah ——

dari Dlrektur daL Komlsarls un tuk dlproses § mm—me————

- Bahwa benar Bank Ol tra pernah membell GbllgaSI dari ew-

Waterfront Securitas pada tanggal 29 Pebruari 1996 e

Bahwa benar Bank Citra pada tanggal 29 Pebruarl 1996 -

i

Jtelah mengirim Nots Kredit sebesar Rp. 32 mllyar, naman

M~g£9g9ﬁpgg_gg§giﬁji§ak tabhu karens bukan Dbagian saksi ;-

Saksi 7. 4DE SUKARDI

~ Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa karena ter
akhir men jabat sebagai Kepala Baglan Kredit Bank Citra,
skan tetapi tidak ada‘h&bquan keluarga ; ===w—-- e

~ Bahwa beunar salisi menge tahui penggunaan kredit Bank ---

Cltra olehh Terdakwg 1 | mercemvmcr e rm v
Tanggung jawab ..., Nyi Mas Gianti Bingah Erbiana, FH ul, 2011

-~ Bahwa saksi menrgetahuil adanys surat teguran dari Bl —e-




yaugﬁﬁ 1nya urtuk ‘mengamenkan aset-aset Bank Citra ; -

gﬁ%;;§§ahwa benar pezsyarata: kredit Vang dlguhakan Ibrdakwa~
A
ﬁ%§k§ I nenenth syarat karﬂna agunan yang dlaamlmkan nilgi~

2

nyg melebth besarnya plnganar o - ——— o e e

——

 Saksi 8., NORO MURDIORO :

- Bahwa benar saksi pernah diperikss di Mabes Polri, dan-
semua keterangan dalam BAP adalah bernar sehingga saksi-

berte tap pada keterangan tersebut ; —cmemocecmmmmatmaaa

-~ Bahwa. benar saksi kenal deungasn Pagra Terdakwa, akan te -

tapi tidak ada hubungan keluargé H R S

«~ Bahwa benar szgksi tahu T@rdakwa I menggunakam kredit --

namen salksi tldak tahu berapa ]umlahnya I

- Bghwa sgksi mendergar kalan transa”31 yang dilakukan -~

—_— ——

oleh Tbrdakwa I tersebut sudah dlselesaikan HEE

- Bahwa benar saksi masuk sebsgal Tim Likuidasi Bank -—--

Citra, ngmun sudsh selesail ls_achﬂé...é_i: PQ?..Pembui‘uan -
sudah NiBIL § =mmemecmmmmm oo oo Do

- Bahwa benar segksi tahu yang menanda tangauni transaksi -

surat~surat tersebut adalah Téfaakﬁa II ; o 4 e 2 1 e e e

Szksi 9, ERSAN SABITURASYID :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Para Terdakwa sebagai --

atasan saksi, askan tetapi tidak ada Hubungan keluarga ;

- Bahwa benar saksi pernsh diperiksa di Mabes ?olrl dan-
keterangen saksi dalam BAP Polisi adalah benar, maka ==

berte tap pada keterangan tersebut ; ~——em—eommomuw—iceen

- Bahwa benar Terdakwa I adalah sebagai Komisaris dan Ter

dakwa II sebagai Direktur Utama Bank Citra H e ————

Tanggung jawab . %ﬁ?ﬁ%g%ﬁ&ﬁFBﬁ@ﬁﬁéméﬂQW43@¥§0¢$tra pernah membeli Qbli -
gasi_Seriifikat Dep031to, tetap1 selah jutnya- saPsz - —
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g§§£§%51 10, NINA A. BHARATA

Bahwa benagr saksi kenal dengan Para Terdakws, akaun te--

tapi tidak ada hubungan kelusrga ;

S S oy S s - U e . —— S

Bahwa bensr Terdaskwa II

1996 ’

men jadl Direktur Bank Citrag =——-

T o G A T VAR ALY by S et e e A e e i e i 4 e iar

gsampail bulan Jnni

Banwa benar saksi. tidak fahu kalaw Terdakwa I telah ---

e e T

menggunakan dsnag Bank Citra g

Bahwa benar saksi mengetahui'mengeggi surat-surat ber -

harga yang dlbell Bank Cltra berupa Sertlaikat Depesito

SEPU dan 0b11g831 § e e e e e e e e e e e

Bahwa benar yang menger jaken surat-surat sehubangan ---

dengan transaksi surat-surat bprharga adalah sak31

sesual dengan instruksi dari atasan yaitu. Chaudra -—---

S . A g el W Y ke U iy e b S e AP i el e e S Y P et o e S A i W Ay S N P WY b il AN e

Ty - —— >

Baliwa benar saksi tahu adanya transak51 dengan SBPU se-

besar Bp._

= mllyard 3

Rt PN

T - - -t - A Nl et s el

Saksi 11, RICARDO SIiMATUPANG :

Tanggung jawab ..

Bghwa benar saksi pernah diperikss di Mabes Polri dan -

keterangan saksi dalam BAP Polisi adalah bengr j ——wwe=

Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa I sebagai Komi-
saris dan Terdakwa II 'sebagai Direktur Utama Bank Citra

akan tetapi tidak a&é hubungan keluarga ;

B e v pay SR

Bahwa benar saksi adalah sebagai Direktur Operasi Bank-

e L i S T T A W b S S T T M Wy Ve Y W G A W vy Sk G T W 820 S A R Y Skl S v s b b g e

Citra ;

Bahwa benar sgksi—iidak -mengetahui-mengewai. Terdakwa I«

yaug meaggunakan dana Bank Citra, yaug sak91 tahu ada -

, Nyi Mas Gianti Bingah Erbiana, FH UI, 2011
nya surat-surat berna:ga_berupa Obllga31, NCD dan SBPU,
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- Bahwg g%ﬁéﬁsak51 mevgetahum adanya Suratl Perlmgatan darl

da Bank Cltra mengenal permlmtaan perbalkan We ———

‘fﬁwfﬁgenal admlnls‘tra_al..., —— - _—
,,eg" .....
5 ._\;‘z:s N
\%§3 - Bahwa at‘s per?gatan Terdakwa I tersebut tidak ada nasa ~
bah Bapk Citra yang dlruglkan T

- Bahwa saksi tlﬁdk mevgetahul apakah daiam rapat ada pem -

bicaraan lgyestaﬁlgBerusahaan § —— - ———

e
e el

-~ Bahwa benar belakangqgﬂﬁggﬁgumengetahui dari Bank Indone~

sia bahwa kredlt harus dllkat 3am1nan dan dengan gerjanji

JEm——

an yang jelas ; e=em—ms—ceee— e —————— e

_ --Bahua saksi kelwar dari Bank Citra pada tanggal 6 Agustus

1997 - e i S

- "_'_—_'-—_ ”

Menimbang, bahwa selanjutnya atas persetujuam dari -
Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Jaksa Penuntut Umum - -
membacakan keterangan saksi-saksi yang tifak hadir dari —-—-

keteranganhya dalam BAP Polisi, yaitu saksi YUNUS DARMA -

dari keterangannya dalam BAP Polisi tanggal 20 Oktober 1997
dan saksi CHAERUDIN BERLIAN dari keterangannya dalam BAP --.

Polisi tanggal 6 Nopember 1987, serta saksi NATHANAFL emww
TANAYA dari keterangannya dalam BAF Polisi tanggal 16 ————
Cktober 1997, dimana keterangan dari ketiga orang saksi -———

yang dibacakan tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa j —--

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut -~

Umum telah pula mevgaijukan{saksi ahli #gari Bavk Indoresia -

bernama {&\iURIL MACHENDBAWAN,)yang dibawah sumpah pada --——

pokokrnya menerangkan sebagai berikut ¢ - - -

- Bahwa ,saksi kenal dengan Para Terdakwa tetapi tidak adé -

hubungan keluarga, dan saksi kenal sehubungan dengan ----

pemeriksaar terhadap Bank €Citra ; --=-
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- Bahwa dalam pemeriksaan, saksi menemukan praktek per ———




\,@&%

(}.
%@v
%&s an praktek Ob115331. NCD dan SBFY yahg dananya

arusnva mESuP Bank Cltra dlallhkaE“K£ perusahaan -———

milik Grup pribadl Terdakwa 1, dan pada wakiu jatuh ---

temno haru% dlcalrkau Tnamuy tidak dapat cair, maka men -

DUV

Jadi kredlt 1alu terdakwa memyerahkan aset Jamlnan ke~

“pada Tim L1ku1da51 Bauk Irdonesla dam diterima oleh Tim

Tangguhgjawab.w

Ll?uldaﬂl serta dilkat ke asget Jamlnan agar aman ; -

Bahwa baik Obligasi, HCD serta SBFU yang dananyd {idak~

dlmasukkan ke Bank Cltra tersebut malka Terdakwa I —

telah melanggar keteutuan perbankan'T o AT

Bahwa dengan adanya prdktek nerbankan yang tidak sehat-

tersebut Bank IthﬂEsla meneéur Bahk Citra karena Baukw

In@othla adalah sebaya1 Pemblna dau Fengawas § =-—w——-

Bahwa beberana kall Bank Cltra dltewur oleh Bak Indone-
gia dimanag isinya adalah agar tidak memberlkan fasili -

tas kredit kepada pemegeng saliam ; =—se—w———mmmemmeeee

Bahwa teguran tersebut dilakukan pada tauggal 17 Septem
ber 1997, tetapl Tbrdakwa I tldak meuglndahkan, karena-
Pada tanggal 29 September 1997 Tbrdakwa I masih mencair

kan dana atas nama Komisaris sebesar Rp. 250 Juta 3 ==

BahWﬂ dengan Qemlklau Terdakwa I telah melanggar ke ten ~

taap Perbankan karena Terdakwa I telah dengan telah -

dengan seugaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang-

diperiukan untuk memastikan ke taatan Bank pada ketentu—

an perundana_unﬁangan_xggg berlaku bagl Bank ;o mmeeee——

Bahwa beunar sesual dengar Laporan dari Tim Likuidasi, -

Terdnkwa i telah melun331 kembali dana yang dlperguna -

kan dengan mezyerahkan asetuya kepada Tim Likuidasi =—=-

Bankfgjjrawxggg‘dlterima Tim untuk mengikat kredit Le—-

SINGENRS BIaM,Bidgah Ersetarfil Lk 2bdtdakwa jauh melebihi ; —-




1un351 semua dana yang dltarlk dari Bank Cltra kepada -

Bauk Indone51a I e R

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dimuka per ---
sidangan, FPara Terdakwa telah memberikan ke terangan~kete-

rangan sebagal berikut ! —e—ceremmm e

Terdakwa 1. AGHMAD FEBBY FADITLAH :

Bahwa per tama terdakwa kenal dengan Bambang Samiyono -~

yang mengaku sgpaga_hpemxllk Bank Cltra tertarlk dengan
proyek yang terdakwa tawarkan, dan Bambang Samoyono —-—--

menganaurkan agar terdaKWa mengambll allh Bank Gltra e

Bahwa dengau-adanya Tengaruh Bambang Samiyono terhadap-

pemegang sanam, maka ditindak lanjuti deugan peraang;an

pengambl; allhan Bank Cltra dan hal tarsebut dllaporkan

kepgq§.§§pk Indonesla } T e ————

t

Bahwa dalem pengambil alihgn Bank Citva tersebut, Ter -
dakwa menbayar modal ditambabh saldo sebesar $ Rp.-4é;--
mllyar dan TErdaKWa meuaadl pemegaug saham sebanyak e

4? 5% dan Suyoso meniliki saham 45% ] e ——————————

-~ Bahwa mengenai Sertzflkat Beposito dan SBPY segala se -

suatunya dlrapatkan terleblh dahulu detigan Dewan Di ww-

reksi dan Dewagh Komigaris ; ~—emeeeeeme et

Bahwa Tbrdakwa mempﬁrgunakan dana Bank Citra unfuk «e=
proyek terdakwa, an tara laln untuk proyek Ramah Susun

namun tindakan Ibrdakwa tersebut mendapatkan persetu;u—

dan izin dari Dewan Direksi dan Dewan Komisaris ; —v-=-

Nyi Mas Gianti Bingah Erblana FH Ul, 2011

Tanggungjawab
Bahwa dsna-dana Bank Oltra yang terdakwa gunakan antara




ﬁ + Rp. 32 Mily-ard;—SBHI- ianggal 20 Maret11996 NCD -
tanggal 7 Nopember 1996 sebesar Rp. 1 milyard, akan =—w-

tetapl semua ity _sudah. terdakwa selesalkan pada tanggal

,gzwﬂﬁﬁgmhgr;uiié_; ------------------------------------

- Bahwa setelah adanya tegnran dari Bank Ihdon951a pada -
tauggal 17 September 1997 tferdakwa pdda tanggal 29 Sep-
tember 1997 masih melakukan penarikan tunal sebesar Rp.

250 OOO 000, - akan _tetapi dalam waktu. 3(tiga) hari dana

térsebut telah terdakwa kembalikan lagl j m=—wwe—wmme—-

- Bshwa se jak tshun 1995 sampai dengan Septenber 1997 ~--

ternyata aset Bank Cltra meleblhl untuk menanggung ————

semus beban yang ‘harus diselesaikan E e e e

- Bahws mengenail barang bukti berupa mobil} Mercedes Benz,

T —

Mobll ibyota Klaang dan 2(dua) bual: sepeda motor sedang

galam leasing ; ==—==memm——e--ToiTTe e e -—

= Bahwsa tlndakan terdakwa tersebut adalah menyalahl per -

_aturan perbankan dan terdaKWa “tidak mempunyal niat ——

Terdakwa IL. CHANDRA WIJAYA :

.~ Bahwa pengambil alihan Bauk Citra dari Bambak Samiyono-
kepada Terdakwa I terjadi peda tahun 1994, dau Terdakwa

Yaug melaporkan hal tersebut ke Bank Indone51a ] mee———

- Bahwa benar Terdakwa telgh menanda tangani Trausaksi --
Obligasi dan SBFI, akan tetapi hal tersebut terdakwa —-
Tanggung jawab ..} &Ny Mas Girnti Sangaby FibRnaditydh 2811 Undang~-Undang maupan —--




A **ei‘*
Qé&%@' ekur1tas pada gkhir 1995 tersebut dananya digunakan 9-

\ﬁéJ

Tanggung jawab ...,

Y

f&&é'dana Repo Obllgasl Yang dibkeli melalui perusahaan

oléﬁ perusahaan Grun ﬂhrdaKWa 1, dan pada saat aatuh -

tempo ternyata tidak dsvat dlcalrkam karena tagihan ---

kllrlng dltolak oleh Bank vang meungendors yaltm Bank -

SEAB senilagl RBp. 5 milyard ; -e-—=-we—-e-—wor—r e

Bahwa Terdakwa meﬁjabat sebagai Direktur Utama di Bank-

Citra ge jak tehun 1994 s/d 1996, dan selanjuthya meﬂjaw

bat 5ebagd1 Dlrektur,_oleh karena. ada perubahan susuanan

Pengurus sampai dengan Bulan Jull 1996 kemudlan Ter -

dakwa keluar dal darl Bank Citrag karema saham terdakwa di -

Jual e e e o e o e o e e 2 e o ko e e ) e e

Bahwa walaupun Terdaskwa sudah tidak menjabat sebagal «--

Direktar di Bank Citra, akan tetapi Terdakwa masih me -

.

nands +angan1 ziro-giro dan surat-sarat lainuya, hal -

tersebut dilakukan karena specimen yang sda di Bank ~~-

Indon351a adalah specimen terdakwa, dan hal ini aebenar

nya tidak dibenarkan j —eeweecemvimvecccrcmcmrne e —————

Bahwa benar tanda bukti Obligesi dan NCD serta SBPY ww-

tldak berada di Bauk Cltra, dat untuk Denyelesa:annya -

Terdekwa telab menaglh kepada TErdakwa I, dan Tbrdakwa-

1 telah menyerahkan asset berupa tanah di Clplnang ————

serta lanah.dan-gedung dl J1 Antara Jakarta --------

Bahwa bensr pernah ada sura+ tegoran darl Bank Indone =~

g2ia pada _tanggal 17 September 1997, namun pada tanggale

29 September L997 Tbrdakwa I masih melakukan penerlkan-

tunal sebesar Rp. 250.000.000,- namun sudah diselesal -

kan_delam wakta—3-hari, jadi sebenarnys sewuz kewajiban

Terdakwa I telah diselesaikan ; =—wemw—roseocw- -
Nyi Mas Gianti Bingah Erbiana, FH Ul, 2011
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%%

. “’:-h(t‘?, RN
ﬁ a;ﬁ%rdakwa mengerti bahwa tindakanuya _ tersebut ada-—
ag%l\..
R@é%%fh galak dau terdakwa menyesall perbuatannya R
\§§§ Menimbang, bahwa Pars Terdakwa dimuka sidang oleh-

Jaksa Penuntut Umum teleh didgkwa delgan Dakwaan yang —w-
bersifet—elternatif, maka pertoma-tema Majelis akan me --
1in jaa DaKWQan“Erimair dlmaua Para IbrdakWa +elah Qi —-w

dakwa melakukgn tindak pldana sebagalmana teroantum -
i s T e e e Cryepn.

dslan Passl 49 ayat (2) b Undang-Undeng No.7 Tehun 1992 -

Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana unsar-ansur dari -

pasal itn dialah 1 wwew- o St e e 8 o
a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atsu Pegawal Bank ;3 -

b, Dengan sengaja tidak melaksanakan ke taatan Bank ter --
hadap ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang ber -

laku bagl Bank ; =-wermcvrmmrmmcmn it s - —

Upsur Augzota Dewan Komisaris, Direksi stsu Pegewai Bauk.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi
saksi SUYOSO SUKARNO, FERDINAN NURFIAN OANDJI, ACHMAD ——-
KASAH HANAFIAH, serta dari pengakuan Para Terdskwa sen --
diri, babwa Terdakwa I adalah sebagal Komisaris Bank ——w=-
Citra Yang_mem;l;E;"saham sedbanyak 47, 5% yang dibelinya -
darl BAHB&NG SAMIYONO, seda gkam Terdakwa II menjabat =w-

Sebagal Direktor Utama dan dengan adauya perubahau Peng -

urus, selanjutnya menjabat sebagai Direktur sejak tahun -

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Anggo-
ta Dewan Komlsaris, Dlreksl atau Pegawal Bank telah ter -

buktl se cara sah dan meyaklnkan PO e

Unsur Beugan sengaja tidak welaksanakan ketentusn Bank --

terhadap ketentuan Undang-Undang dan peraiuragn yang -=---
Tanggung jawab ..., Nyi Mas Gianti Bingah Erbiana, FH Ul, 2011




v

nengherdakl dau mengetahul apa yarg dllakukan, dalam artl

‘kata bahwa seorang pelaku bare diskggap sebagal telah -

meiaxukan kejghatanhdangan -sengaja apabila ia memang ———

benar-benar berkehendak nntuk melakukan Eejahatan terse -~

e er—————

but dan mengetashui tentang maksud dan perbustannys itu -

sendiri HE e e - s o i o e At 1t A P 20m e e P e e S R T A et ok

Menimbsng, bahwa dari hasil pemeriksaan daw ber --
dasarkan ke terangan saksi-saksi dau keterangan Para Ter -
dakwa, telah terbakti bahwa Para Terdakwa telah melakukan

per bua tan sebagal berikut @ ——remc e

- DBatwa Tbrdékwa I. ACHMAD FEBRY FADILLAH sebagai Komisa-
ris dan Terdskwa 1L. CHANDRA WIJAYA sebagai Direktur --
Bank Citra telah menarik dana Bapk Clitra yang diguuékan
un wk kepentingan FPerugaghagn Gruap milik Terdakwa ACHﬁAD
FEbsy FADILLAH, dimana pada_ fanggal 29 Petbruari 1996-—-
teiah melakukan xxansaksi_pgmﬁili@ﬁApPl?éégi dari PT. -
~AateriTont—Sekuritas-sejumlak-Rp. 32 milyard, éimana -
Obligasi tersebut tidak rerads di Bank Citra ; ~---e-w-

~ Bahwa pada tanggal 20 Maret 1996 BanlGitrs kembali —w~=-
melakukan transaksi pembeliagn SBFU.dari PT. Trisulg w--

Supra sebesar Rp. 5 milyard, akan tetapl danauya masuke

~ Bahwa pada tanggak 7 Nopember 1996 kembali Bank Citra -
melakukan pembelian NCD sebeuyak Rp. 11 milyard dari --

Bank Centris dan denanya juga masuk ke Perusshaan milik

Tanggung jawab .. f( s G|aft| Bingah Erbiana, FH Ul, 2011
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1, §ﬁrat tertangeal 31 Desembpr 1997 Homor : 29/538/ --

U¥B3/AFPB3/Ratiasia, yang isinya mengenai tindak - ~—w=—

lanjut hasil pertemugn ; ——-cemememcee e =

2. lurat tertanggal 4 Pebruari 1997 Womor : 29/588/ —--
UPB3/APB3 /Rabasia, yang isiuya mengenai penyelesaian

fasilitas kepads pemegang sgham § wewe—memccoem—mc e

3. Surat tertanggal 19 Maret 1997 Womor : 28/1995/ --
UPB3/APB3/Rahasgia, yeug isinya mengensi Debitur Bank

Ciltrg [ =~ mm e s e et i e e

4. Surat tertanggal 15 Oktober 1997 Nomor : 30/165/UPB%
/APB3 /Rahasia, yaug isinya mengenai upaya perbaikan-

kondisi Bank Citra j ====s—cmemre e,

~ Bzhwa Terdskwa I mehge takui bzhwe seharusnya dana-dana-
dari transaksl pembelian Ubllgas: dari PT. Waterfront -
bekwrltasﬂsebesar_RplWBZ"mxlygrq, Qag péﬁbel}QEWPBPU -
dari P%L Trisula Supra sebesar Rp. 5 milyard serta —-——
transak51 NCD sehesar Rp. 11 milysrd, dima sukkan ke —w=-
Baggwg;jrarmakanm¢etap1.dana-dana tersebut dipergunakan

oleh Perusahaan Grup Terdakwa I § ==weccmcmmcm— e

- Bahwa ternyata Bauk Citra kembali'@ipdapatkan surat --
dgziEBankfIQdQnggigwggdamtanggal_17_Sepﬁgmpar.}99? yang
berisikan ager tidak memberikan tambahan kredit kepada-

e

pemesang sakgm, akan tetapl teruyata tidak diindakkan ~
oleh Terdakwa I, hal mana pada tanagal ggmégptember -
1997 Terdakwa I menarik dana sebesar Rp. 250.000.000,-w

gecarad tunal § e—cmrmr e ce e r e e ———— e e —

Tanggung jawab ... RR/I RS B B‘ﬁ?g}aﬁeé’ﬁéﬁéi’r&‘?ﬁmﬁ%?rdana yang ﬂ%lah dlgunakan




: ahaau _milik Térdakwa tersebut, Terdakwa I —--

%%éé ”h meuyerahkan asset-asset perusanaannya kepada Tim~-

%@%%%wﬁ leulda51, dan bahkan_asset-asset tersebut melebihi =s=

dana-dana yang perngh dipergunakan oleh TErdakwa I; ==

Menimbaug, babwa berdasarkan pertimbangan-pertim -~
bangai tersebut diatas, maka Unsur dengan:ﬁngaaa tl@gk -
melaksanakan ketaatan Bank ferhadap ke fenfuen Undang ww=--

VUndang dan peraturan yang berlaku bagi Bank sudab ter ---

Penuhi § e ot R U et T e o i o L S e e e ke bt

Menimbang, bahwa gelanjuinya pada Dakwaan Primgir-

tersebut telah di Juncto-kan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
rumusannya yaltu dihukum sebagal pelaku~pelaku dari semua

tindak pidana, yaiti 3 ==—eeeccm oo

- Mereka yang melakukall ;] =—=-—cmmmmmmm e e ———
-~ Menyuruh melzkukan, atgu j ~c-e=c—mmemccrrr v c v ——————

- Mmrut melakukan § e e e e et e 40 e T

Menimbang, bahwa sesuai denman Pasgl 55 KUHP ini -

yaltu dianggap sama sebagai Pelaku merecka yang menyuruh -

lakukan dan turut serta melakukan perbuatan I

Menimbang, bahwa perbedaannya terle tak pada peran-

an orang-orang yang menciptakan/ menyebabkan peristiwa --

pidane tersebut, dimana.pengertian turat melakukan ber --

arti hersama-sama melakekan karena sadlkit-dlkltnya ‘harus

‘ada dua orang atau lebih melakukan perbuatan pldana';%:;+

Menimbang, bahwa_meunurut ajarsn DPeel ne ming -=----

pengertiarn bersama-sama dalam ajaran ini harus memenuhi 2

(dua) _syarat, yaita : -——--—-—u------u-—-—-;;éug-------;-

e

Tanggungjaf"’atl.---jxﬁ%ﬁw%s %@P’ja'”sqa ?%??g': 2825 atau diinsafi ; —meeee-




%ﬁgx ‘  Menimbang, bahwa syarat mutlak bagl bersama-sama -
melakukan perbuatan pidana ialah adanya keinsyafan ker ja-
sama antarz orang-orang yaug bekerja sama itu dan mereka-—
itu secara timbal bzlik harus telak menge tahui perbuatan-
nya deri masing-masing mereka dan tidak diperlukan sustu-
wakta yang lama sebelum perbuatan ita dilskuken dalam =we

suatu persetujusn diantara mereky ; —e—emwmmmcerccmceceo——

Menimbang, bahwa dalam hal ini perbuatan yang w--
dapat dihukum yang diia&ukan se cara bersanawéamé'oleh -
beberapa orang atau 1eb1h dall satu orang, maka tlap—tlap

orang diagntara mereka itu bertauggung jaWab terhadap per—

buatan dari peserta yang lain ( H.R. 24.6~19%, W. 12875),

Menimbaiig, bahwa berdasarkan keterangan para saksi
dan‘keterangan Fara Tbrdakwa-;endlrl.bahwa perbua%gﬁh;;;Q
sebut dllakukan olah Terdakwa L persgma-sama dﬁngaﬁ Ter -
dakwa II dimana transak31 yazg dllakukéﬁ pada tanggal -
29 }ebruarl 1996 pembelian transaksi 0b11g951 sebesar Rp.
32 milyard yang menanda tangani adalah IErdakwa I1 g —w-
bagai Direktur Bank Citra, dan dana hagiﬂ-franéaﬁéi yang-
seharusnya dimasukkan ke Bank Citra telsh dipérvunakan —
atau dialibkan kedalam Perusaaaan Grup Terdakwa I, sedang

kap_warhat Obllga51 yang asll tldak berada d1 Bank Citr&,

Meuimbang, bahwa ternyata Terdakwa II juga telah -
menanda tangall transak31 pembellan SBPU pada tanggal ——
26 Maret 1996 sebesar Rp. 5 mllyard dan trausaksi NCD -
pada LanggaT T Nopember 1996 sebesar Rp. 11 Mllyard dan-
dana darl ha311 transaksl SBFU dan NCD tersebut seharus -

Tanggung jawagy5 Ny4 Mas GlantiPiReehdRienaiih Y 20kdn wtapl dialihkan pula-




Usahaan Grap Terdakwa I, dimana Terdakwa II --

ke%ﬁ@%@ﬁéiﬁ

@ﬁ%ﬁgé meuaabat sebagal Dlrektur .dan mengetahul leblh -

‘§‘1
R
. @% ™

?ggggka banyak peraturan Perbankan, .bahwa apa yeug telah dllaku -
LR
%

ALk

kan tersebut adalah menyalahi/ bertentangan dengam per --
ayuran_pe{gndgngrundanganmaanuperajuxaﬁ‘ﬁeqbaukan yéng -
adgz akan tetapi Ie;qakwaw;thidg&qbggqsaha antuk mence -~
gahnya, justria Terdskwa II menanda tangani apa yaung se --

harusnya tidak dibenarkan oleh Undang-Undang ; ~——emwewe—-

Menimbang, bahwa deugan demikian meka perbuatan -
Terdakwa 1. ACHMAD FEBBY FADILLAH dan Terdskwa II. CHANDRA
WIJAYA tersebut ftelah memenuhi rumusan Pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP, sebagal kerja sama antara peleaku dehgan orang-
yang tarut serta melakukan perbuatan pidana , sehingga --
dengan demikian Dakwaan Pasal 55 ayzt (1) ke-1 KUHP telah

terbukti secers sal dan meyakinkan ; ~——mememmceecwa—cawe

Menimbang, bahws dengan telah terpenubinva sempa -

unsur-unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 49 ayat (2) b ———
Y e

UnaangJUndang Ho.7 Tahuy ;992 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke~ 1

KUHP, maka Fara ferdakwa harug dinyatakam bersélah"se =

baga;mana Dakwaan tersebut It

Heuimbang, bahWa dengan telagh_terbukiinya semua ~-

unsu;-unsur yang dikehendaki dalam Fasal Dakwaan Penuntut
Umum melanggar Pasal 49 ayat (2) b UndanguUnd;Hé‘ﬁo T -
Tahut 1992 Jo Pasal .55 ayat (1) ke-1l KUHP sebagalmana ——
Dakwaan Primair, sudsh sehdrusnya puls dlaatuhl pldana -
seésual dengan ketentuan hukum dau UndangéUndang yang ber—
lsku, karena tldah terdapat adanya ansuar pemaaf dalam -

perbuatan Para TbrdaKWa tersebut i ~---¥:;¥;4;--J-4-;;+--

Menimbang, bahwa disamping Pidana penjars yeng —--
akan dijatubkan atas diri Pare Terdakwa, juga Para Ter ~--

Tanggung Ja\fva&am%\(i Mas HautPiad b pRiR Ttk @é&p-ajakg-gggkos perkara =--




_obeilin.
%Qe

Menimbang, bahwa lamanya pldana yaug dijatabkan --
akan dikuarangken dengan masa pernahahan yang telah dijalani

oleh Para Terdakwa ; =—ceemmcc et e e e

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yaug wajib-
dijelani oleh Para Terdakwa tersebut, juga sebagaimanas 4i
ancam dalam Pasal 49 ayat (2) b Undang-Unda‘g Ho.7 Tahub-
1992, adalah pidana deunda, sehingga Majelis Hakim me —ww=
mandang adil dan patut jika terhadap masing-masing Ter -~-
dagwa dinukum pula untuk membayar dena dan apabila denda-
tersebut tidak dibayar, maka sebagai hukuman penggantinya

adalah hokuom "Pldana Kurungan“, yang besarnya agkan di -~--

tentukan dalam dlktum anar Qatusan-lnl 3 |

Meuimbang, bahwa sebelum Majelis Halkim meujatubkan
Pidena atas diri Para Terdakwa juga akan dipertimbangkan-
hal-hal yang memberatkan dan hal-~hal yang meringanken --—-

atas diri Para Terdakwa sebagai berikut ; we—mewcecwwmcc—a.

\_Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuagtan terdakwa dapat mengurangl kepercayaan para --

hasabau ternaaap Bank e e ——————

Hal~hal vang merlngankan s

- Para Terdakwa belum pernsh dihukull ; =—me=veccemuc—ceno

- Para Terdakwa berterus teraug mengakul perbuatannya 58~

hlugga_tadakmm@nyersullt.Jalannya per31dangan ; e

- Sudah ada penyelesalan melalul Tim L1ku1d381 Bank Indo—

nesia dan asset Terdakwa I vang diserahkan meleblhl ———

kerugian Bank Cifra ; «weemecneo- e e e e e e :
-~ Para Terdakwa mempunyal tenggungan keluarga ; ——=e—e—m—
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mhgix%ﬁ&ﬁ@r{aLa ini yaug dlaaukan Penuntut U dlper31dang

Y
ﬁﬁ@ ,,,,,
l"

% ang Pényiteannya dilakukan sesuai dengan ke tentuan yang-
berlaku, makas statusuya akan diteniukan kemudian yang ww-~

akan dilenyatakan dalam amar putusan ini ;| se—cecmecme——e—-

Memperhatikan Fasal 49 ayat (2) b Undeng-Undang -~-
No.2 Tabun 1992 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP, serta —--

peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ; —=——m-

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. ACHMAD FEBBY —wwe—-

FADILLAH dan Terdakwa 1L, CHANDRA WIJAYA tersebut

distas teiah terbukti 'secara sah dan mgyaklnkan -
beFsalah melakukan timdak pidéﬁé"?érbéukan,' nnnnn
yaita : Anggota Dewan,Komisaris, Direksi atauy ---
Pegawai Bank déngan sengaja tidak melaksanaﬁén ——
langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikane
ke tagtan Bank terhadap ke tentusn delam Undang —--
Undang dan peraturan perundsug-undangsn lain yang

- berlaku bagi Bank ; ==r—meccmmmm v e

2, Menghukum Paras Terdakwa +prsebut dlatas oleh ——~-

karena ita dengan pidana penaara m831ng-masiug -

selama B(tlga) bulan HEE e = S

3.-Menghukum pula Parz Terdakwa dengan pidana denda-
masingegggypghgebesafuRp. 4@3000;006;- (empat ---

buluh jute rupizh), subsidair 2(dua}.balan'~-«---

KUTUngan § ww——oceacewae- - - I —

4. Menetapkan selama Para Terdszkwa berada dalam =~——-
tahanan sementara dikurangkan selﬁruhnya dengan -
pidana yang dijatulkal ; ———-me—mmmee e i
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!{é$apkan barung bukti berupa : - ————

Toto copy surat-surat yang telan dilegaligir =——

tetap dilampirkan dalam berkas perkara j -————==

~ 1{satu) bush Mobil Mercedes Bens, l(satu) buah-
Mobil Eijamg dan 2(dua) buah Sepeda Motor —-——-

{mesiti dalam leasing). Diserahkan kegada'fimﬁ-

. Likuidasi darf Bank Citra ; — -

\ /
\\M/6. Merghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya ——-—
perkara masing-masing sebesar BD. 5.000,~ (1lima ~

ribu rupiah) ; -

Pemikiarlah diputuskar dalam rapat musyawarah —---

Majelis Hakim Pemgadilan Negeri Jakarta Barat pada kari ¢

S EN IN, TANGGAL ¢ 6 APRIL 1998, oleh Kami ¥ ARDAR  ———

PURBA, SH., sebagai Hakim Ketua, MARYATMO, SH. dap ww-—-—-

Y. SANIM DJARWADI, SH., masing-masing sebagail Hakim-Hakim

Anggpta, dan Putusan ini divcapkan dalam persidargal yang
terbuka wmtulk unum pada hari £ S B B T Ny TANGGAD. z_13 ~—
APRIL 1998, oleh Kami v ANDAR PURBA, SH., sebagai Hakim -

Ketua, MARYATMO, 8H. dan PADHLY TIHAMY, SH., masing —w———

masing sebagail Hakim Anggota, dengan dibantu : UDJANG -
SYAIFULIAH, Panitera Pengganti, serta dihadiri = ESTHER -~

DATU RANTE, Jaksa Penuntut Umumy,?ara Terdakwa dan —-———

13
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MENTERI KEUANGAN
SAT.ITINAIY

b

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBILIK INDONESIA

PENCABUTAN

NOMOR : 539/KMK.0i7/1997
TENTANG
IZIN USAHA PT BANK CITRAHASTA DHANAMANUNGGAL

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

 Menimbang  : a

Mengingat 1.

" Tanggung jawab ...

bahwa dengan Keputusan Menteri Keuangan Républik Indonesia No.
7/KMK.017/1994 tanggal 5 Januari 1994, telah dibeni izin usaha
kepada PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal;

bahwa keadaan PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal dinilai telah
membahayakan kelangsungan usahanya, :

bahwa Bank Indonesia telah memberikan wakw yang cukup kepada
pemilik dan pengurus bank untuk melakukan segala upaya guna
pényehatan banknya, namun tidak -berhasil karena tidak adanya upaya
yang sungguh-sungguh dari pemegang saham/pengurus bank;

bahwa Direksi Bank Indonesia dengan surat No. 30/99/DIR/UPB3/
Rahasia tanggal 31 Oktober 1997 tclah memberikan pertimbangan
untuk mencabut izin usaha PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal;

bahwa berhubung dengan itu dipandang perfu untuk mencabut izin
usaha PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal dengan Keputusan

Menten Keuangan;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2865),

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);

Peratiran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1952
tentang Bank Umum (chnbarz}n Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3503} sebagaimana tclah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintzh Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1996 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 90,

NyhMahdaidrdiiingah Ergara, Republgindonesia Nomor 3655),




SN p e vl LA O bt = St

Nomor : S39/KMK.017/1997.
Tanggal : 1 Nopember 1997

4. Pcraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68.Tahun 1996
(entang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pernbubaran
dan Likuidasi Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1997 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomior 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3714);

5. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 220/KMK.017/1993 tanggai
26 Februan 1993 tentang Bank Umum; '
6. Keputusan Menteri Keuangan Rl Nomor 448/KMK.017/1997 tanggal

22 Agustus 1997 tentang Pelaksanaan Ketentuan dan Tata Cara
Pencabutan lzin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA PT BANK CITRAHASTA

DHANAMANUNGGAL.

Pasal | )
M{encabut Keputusan Menter Kevangan No. 7/KMK.017/1994 tanggal 5

i

Januari 1994 tentang Pemberian Izin Uszha kepada PT Bank Ciirahasta
Dhanamanunggal.

Pasal 2

’T  Bank Citrahasta Dhanamanunggal terhitung mulai tanggal
Jietapkannya Keputusan ind, wajib menutup selunih kantor-kantomya
. 1k umum dan menghentikan segala kegiatan usahanya,

. Pasa] 3

'+ medintahkan Direksi PT Bank Citrehasta Dhanamanunggal untuk

-+ sksanakan Keputusan ini sesuai ketentuan yang diatur dalam

“vraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah

: ~ ‘r-gan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1997
Tanggung jawab ..., Nyi Mes GianiiBirsslp Esbiarsn Pebrdireh Nomor 68 Tahun 1996.




Kepumusan vkentern Keuangdh
Nomor | S3I¥KMK.017/1997
Tanggal : 1 Nopember 1997

MENTER! KEUANGAN

Pasal 4

Pengawasan atas pelaksanaan Kcputusan ini dilakukan oleh Bank
Indonesia.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Kehakiman;
9. Direksi Bank Indonesia;
3. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan;
4. Direktur Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayaan;
/5. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Nopember 1997

",
Sesual dcngg) aslinya Menteri Keuvangan
4

SALINAN
Kepala BirolUmurn

e

td

Mar'ie Muhammad
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{9 BANK INDONESIA

DIREKS1
No. 30/131/KEP/DIR

SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI BANK INDONESIA
| TENTANG
. PENUNJUKANCARE TAKER
PT. BANK CITRAHASTA DHANAMANUNGGAL
'WALAM LIKUIDASD) -

DIREKSI BANK INDONESIA

Mehimbang 2 a.  bahwa Menten Keuangan telah mencabut izin usaha
dan memerintabkan likuidasi PT. Bank Citrahasta
.Dhanamanunggal '

b.  bahwadalamrangka pcngmnananasetdankelancamn- :
pelaksanaan likuidasi bank-bank yang dicabut izin
usahanys, dipandang perlu unfuk menempatkan care
taker pada bank-bank dimaksud untuk menggantikan
kedudukan Diveksi dan Dewan Komisaris bank-bank
yang bersangkutan;

c.  bahwa sehubungén dcﬁgan itu dipandang perlu untuk
: menetapkan perivnjukan care taker dalam Sucat

Keputusan Direksi Bank Indonesia,

Mengingat : - [, Undang-undang No. 13 Tahun 1968 (entanig Bank
: ~ -Sentral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuon
- 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran NcgamNomor

2665)

2. Undang-undangNo 7 Tahwun 1992tcmang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nowmor. 31, Tambahan Lcmharan Negara Nomot
3472);

3
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DIREKS}
BANK INDONESIA

Menetapkan

Tanggung jawab ...

Halumen .. ..

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 68
Tahun. 1996 tentang Ketentuan dan .Tafacara
Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi
‘Bank {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1996 Nomer 103, Tambaban Lembaran Negara
Nomor3659); :

4.  Kepuiusan Menteri:  Keuvangan No.

44B/KMK.017/1997 tentanp Pelaksanaan Ketentuan

" dan Tatacaca, Pcncabumn Izin Usaha, Pembubaran dan
Likuidasi Bank;

5.  Surat Keputusan Dircksi Bank Indonesia No.
30/63/KEP/DIR tentang Tatacata Pelaksanaan
leu:das1 Ba.uk, :

6.  Surat K@putusan Menteri Keuangan ' No.
S39/KMK.017/1997 tanggal 1 Nopember 1997
tentang Peacabutan Izin_Usaha‘ PT. Bank Citrahasta

' Dhanzmanunggal.

" 7. " Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.
28/7T6/KEP/DIR. tanggal 3 Oktober 1995 tenfang
Tindakan Penguasasn Sementara Terhadap Bank
Oleh Bank Indonesia. - :

MEMUTUSKAN

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK. INDONESIA
TENTANG PENUNJUKAN CARE TAKER PT. BANK
CITRAHASTA DHANAMANUNGGAL  (DALAM
LIKUIDASI)

Pnsall- -

(1) Menunjuk nama-nama yang tcrcantum dalam Kolom
2 Lampiran Surat Keputusan ini sebagai care taker
PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal;, untuk
mewakili dan bertindak uintuk dan atas nama Direksi
dan Dewan Komisaris PT. Bank Citrahasta
Dhanamanunggal {Dalam Likuvidasi), '

. (2) Membekukan Dircksi dan Dewan Komisaris PT.
Bank Citrahasta Dhanamacunggal (Dalam Likuidasi).

”
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DIREKS] _ - : . Balanwn ...

BANK HNDONESIA

Paszal2

Tugas pokok .care taker ' PT. Bank. Citrahasta '
Dhanamanunggal (Dalem Likuidasi), antara lain:

a.  Melakukas- pembayaran kepada semua nasabah
penyimpan dana gito, tabungan dan deposito:

- Scbesar jumiah  saldo simpanan untvk
simpanes. dana di baweh Rp.20 juta per
rekening: . . ]

Sebesar Rp.20 - jufa untuk simpanan yang
jumlahnya di atas Rp.20 juta per rekening;

b, Melakukan dan afay memberikan kuasa kepada pihak
ketiga untuk melaksanakan verifikasi atas simpanan
nasabah penyimpan dana, yang. selanjutnya diikuti
dengan pembayaran berdasarkan hasil verifikasi dan
Yetentuan pembayaran yang ditetapkan Bank

- Indonesia; “

- ¢ Melakukan verifikasi atas asct dan kewajiban back
sesuai dengan pernbukuan atau. admitistrasi bank,
termasuk-barang jaminan yang dikvasai bank, dan
mengambil tindakan lain yang dianggap periu dalam
rangks mengamanken aset bank;

. d.  Menyelenggarakan _Rapﬁt Umum ITuar Biasa
Pemegang . Saham . (RUFS) _dalam  rangka
membubarksn badan hukum bank dan-membentuk
Tim Likuidasi;

e.  Melakukan hal-hal lain yang dipandang perlu dalam
-rangka pessiapan ltkuidast bank.
Pasal 3

Jangka waktu pelaksanaan tugas care laker berakhir setelah
pencabutan Surat Keputusan ini. '

%
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DIREKSI
ANK ENDONESIA

Pasal 4

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakaria
Pada tanggal : 1 Nopember 1997

DIREKST
"BANK INDONESTA

c“"z/h’i;w

ot

7‘/&374{ Ap é:z,r.é- !-jr{ﬂ Py /N fﬁt.’-’z,(.t.. j;.e:, oy
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(DALAM LIKUIDASI)
| NO NAMA JABATAN
- DALAM CARE TAKER
Alus Kﬁm Sekali - Ketua
2 .{ Nasrul Husin Wakil Ketua
3 { Herman Hooferia . Anggota

Tanggung jawab ...,

. Jakatta, | November 1997

Urusan Pengaturan dan Pehgembzmgan
‘Perbanka :

Kepala-Urusan

Nyi Mas Gianti Bingah Erbiana, FH Ul, 2011



	Halaman Judul
	Daftar Isi
	Abstrak
	Bab I
	Bab II
	Bab III
	Bab IV
	Kesimpulan
	Daftar Pustaka
	Lampiran

